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BABTI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Guna wmenunjang kelancaran penvelenggaraan SArana

produksl serta dalam rangka pelaksanaan pembanguan di Jawa

Tengah digadari nleh pengelols penerintaharn galah satu

hambatannya adalah adanva kekurangan modal dan ketramnpl-

ian, L ?

Khususnyas vang bertalian dengan kesulitan modal,

digamping kKarena modal tersebnt iumlahnya sangat terbatas

penyedlaannya, melzinkan jngs kurang didekatksnnya wodal

rercebut kepada masvarakat secara mersta. FPadahal permoda-

lar merupakan unsur Vang esensial dalam mendukung pening-

desasn 1Lo

katan produksi dan raraf hidop masyarsakat na
gendiri. Kekurangan modal inil sangat membatazi aktivitas
apatan.

uszha vang ditujukan untuk meningkatkan pend
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Akibat dari Rekuraﬁgan modal terssbut bagi petani
vang acapkali pada saat-ssat musin panen atau sesudahnya
maupun pada saat membutuhkan adanya pinjaman dana mengala-
mi berbagai macam kesulitan:. hal yang sama Jjuga terjadi
bagi para pengusahsa golongan ekonomi lemah di pedesaan,
vang bermaksud mengembangkan ussahanya.

Adanya keterbatasan penyediaan dans murah dan kurang
dekatnya dana tersebut dengan masyarakat pedesaan, menga-
kibatkan banvak pendudﬁk désa yéng membutuhkan bantuan
modal terjerat oleh kreditur informal ( rentenir ), vang
biasanya mengenakan bungs sangat tinggl atas pinjamannva.

Melihat kondisi yvang demikian tadi maka pada tanggal
4 September 1989 Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa
Tengah berdasarkan dengan Keputusan No. Dsa G.226/196893

8/2/4
jo Dsa.G.323/1370 tanggal 19 Nopember 1970 mulsai
12/18/24

mendirikan Badan Kredit Kecamatan ¢ BEK ) dibeberapa
daerah di Jaws Tengah. Bamun demikian barn sebelas tahun
kemudlian dasar hukum pembentukan Badan Kredit Kecamatan
ini dikeluarkan, vakni berups Peraturan Daerah Tingkat I
Jawa Tengah No. 11 Tahun 1981, yang Jjuga mendapat pengesa-
han dari Menteri Dalsm Negeri dengan 3K No. 581 053.3 -
8584 tanggal 17 Desember 1981, Dengan dikeluarkannva Ferda

ini, status Badan Kredit Kecamatan meniadi lembags



rerkreditan yang dibentuk Badan Usaha Daerah, vang pertang-

gungjawaban pengelolaannya di setiap wilayah
Rabupaten/Kotamadya Dserah Tingkat II diserahkan kepada
Bupati/Walikota vang bersangkutan.

Selanjutnya dalam perkembangannya berksitan dengan
para bakul ikan ditempat Pelelangan Ikan ( TPI ) dalsam
meningkatkan usahanya , maka Pemerintah Daerah mengupayva-
kan pendekatan permodalan dengan mendirikan Badan Kredit
Kecamatan di tiap TPI yaﬁg status hukumnya sejajar dengan
BKK Kecamatan. EKondisi ini merubah Peraturan Daerah (
Perda > No. 11 tahun 1881 dengan Persturan Daserah ( Ferds
} No. 2 tahun 1982.

Kemudian berdasarkan Peraturasn Pemerintah No. 71
Tahun 1882 tentang Bank Perkreditan Rakyat juncto Peratu-
ran Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1993 Tentang Perusa-
haan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, maka Badan Kredit
Kecamatan di Jawa Tengah periu diatur bentnk kelembagaan-
nya.

Sehubungan dengan hal tersebut, serta jugs mengingat
Instruksi Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 1894, maka
Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah mengeluarkan
Feraturan Daerah No. 4 Tahun 1995 tentang Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rskyat Padan Kredit Kecamatan d4i
Propinsi Daerah Tingkat I Jaws Tengah vyang memperjelas

bentuk Mikum kelembagsasn Bank Perkreditan Rakyat milik




Pemerintah Daerah sebagai Perusahaan Daerah ( Perusda
berdasarkan UU Ho. 5 Tahun 1962.

Keberadaan Badan Kredit Kecamatan ( BXKK ) ditengah-
tengah masvarskat golongan ekonomi lemsh vang banyak ragam
usazhanya dén tersebar dipelosok'pedesaan, secars perlahan
tetapl pasti telah mampu memberikan sumbangan yang cukup
berarti didalam mempercepat proses modernisasi desa di
fropinsi Dati I Jawa Tengah.

Dengsn motto Mudahl Mursh dan‘Mengarah atan dikenal
dengan istilah 3 ( tiga ) M, Badan Kredit Kecamatan melak-
sanakan wisi utamanya vaitu mendekatkan permodalan kepada
masyarakat pengusaha golongan ekonomi lemah di pedesasan.

Akibat pesstnya perkembangan Bank Ferkreditan Rakvat
Badan Kredit Keecamatan tersebﬁt tentunya akan menimbulkan
persaingan yvang semskin ftajam, bsik dalam upaya menghimpun
dana maupun dalanm menyalurkannya.2

Di dalam upaya menghimpun dana masvarakat secara
intensif ©bank menerapkan strategi dengan menawarkan suku
bunga yang tinggi . Kondisi ini menuntut kewaspadasn vang
tinggli dari menejemen bank melalui peningkatan kualitas

pelayanan bsnk dan pengingkatan efisiensi,
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Sementara ity déna yvang berhasil dihimpun dalam wakty

relatif singkat perilu Segera disalurkan kepada masyaraskat

kembali melalui suatn kredit

Dalam hal penyaluran kredit tersebut seringkali bank
tidak memperhatikan prinsip - prinsip perkreditan :yang
baik atau dengan kata lain bank tidak melakukannya dengan
hati - hati yaitu seperti kredit disalurkan karens ada
“surat sakti", karena ads unsur kelusrga dan pPenyimpangan
- Ppenyimpangan yang lain yahg padé akhirnya penyaluran
kredit vang dilakukan bank tersebut mengalami kegagalan
dan menimbulkan adanyva kredit bermasalah.

Apabila orang mengajukan permohonan kredit maka
setelah pihak bank melakukan penilaian akan kelayakan
usaha debitur, wmaks langkah selanjutnya vang diambil pihak
bank adalah membuat perjanjian dengan pemohon kredit.
Perjanjian ini seringkali disebnt dengan Perjanjian
Kredit.

Ferjanjian kredit bank merupskan perjanjiian pendahu-
luan dari pen&erahan uvang. Perjaniian ini adalah hasil
permufakatan antarz bsank sebagal pemberi kredit dengan
debitur calon nasabah penerinma kredit.

Perjanjian kredit dengan méminjam aturan dalam BW (
RUHPdL ) adalah salah satu dari bentuk perjanjian vang
dikelompokan dzlam perjanjian-perjanjiian meminiam sebagai-

mana diatur dalam pasal 1754 sampal dengan 1785 KUPPerdz-

on




ta, sehingga landasan aturan vyang dipergunakan dalam mem-

bunat perjanjian kredit tentunya tidak dapat ‘melepaskan

diri dari ketentuan yang ada pada KUHPerdatsa tersebut.
Selanjutnya mengenai pPosisi perjanjian kredit ini
dipandang cukup strategis, hal ini disebabkan karena
perjanjian krecdit memiliki fungsi vyang sangat renting
dalam pemberian, pengelolaan maupun penatalaksanasn kredit
itn sendiri. Fungsi dari perjanjian kredit adalsh sebagai
perianjian pokok dan sebégairpedomaﬁ mengenai batasan hak
dan kewajiban masing-masing pihak, baik itu pemberi kredit
dalam hal ini pihak bank mavpun penerima kredit dalam hal
ini pihak nasabah, disamping itu juga mempunysal akibat dan
resiko yang harus diderita oleh masing-masing pihak.
Kemudian apabila dilihat dari bentuk prestasinya
maka, Perjanjian kredit adalah perjanjian yang prestasinva

adalah " berbuat sesuatu” ( 1234 KUHPdt ). 3

3ehingga apabila pars pihak dalanm perjanjian kredit
ini tidak memenuhi kewajibannya, maka masing-masing pihak
berhak menuntut pemenuhan pemenuhan baik disertai atau

tanpa gantl rugi, pembubaran baik disertai atau tanpa

n

b fetanad Upays Menoasankan kredit Bamk . Fubum dan Perbangtnan, Moot OV Pebruari 1995, hel

3

—
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gantl rugi, atau ganti rugi saja. 4

Sekalipun sudah ada ketentuan yang mewajibkan bank
untuk memberikan kredit berdasarkan akad perjanjian kred-
it, namun sampai saat inji tidak atau belum ada redoman
atau tuntunan , yang dapat dijadikan acuan oleh bank-bank
mnengenai apasaja isi atau klausul-klausnl vang seyogyvanysa
dimuat atan tidak dimuat dalam suatu akad perjanjian
kredit. O

Perjanjian kredit yéng dibuat dengan klansul-klausul
tertentu diharapkan dapat memberikan keamanan bagi pihak
bank dalam pemberian kredit. Hal ini renting sebab pada
waktu kredit akan diberikan pads umumnya posisi bank lebih
kuat dari pada calon nasabah debitur. Demikian pula padsa
saat perjanjian akan ditandatangani dan terjadi tawar
menawar maka posisi bank lebih kusat.

Namun keadsan ini aksn berbalik dalam hal perjanjian
kredit sudah ditanda tangani dan kredit sudah disalurkan,
maka bila terjadi kemacetan kredit posisi bank dalam
keadaan lemah karena bank tidak dapat lagi mengandalkan

sarana sarana contract enforcement vang disediakan oleh

hukum.




Keamanan bagi bank ini perlu karensa dana yang disim-
ran pada bank periln dilindungi, sebab apabila bank tidak
memperhatikan keamanan dana masyarakat tersebut maska akan
menyulitkan pihak bank éendiri vaitu akan mengurangi
kepercayaan masyarakat dalam menanamkan dananya pada pihak
bank.

Seperti kita ketahui dansa masyarakat merupakan salsh
satu sumber dana yang sangat dibutuhkan bank untuk modal
kerja operasional, sehingga bilsa 'dana masyarakat vang
dapat dihimpun bank jumlahnya Lterbatas, maka kemampuan
bank untuk menyalurkan dana tersebut juga terbatas pula.

Keadaan yvang demikian inilah maka bank perlu melaku-
kan pendamanan kredit. Pengamanan kredit ini dilakukan
malai dari orang akan mengajukan permohonan kredit dan
perakhir sampai dengan kredit tersebut kembali lagi kepada
pihak bank.

Apabila diperinci maks langkah - langkah vang diambil
bank dalam hal mengamankan kredit vang disalurkannya, pada
prinsipnya dapat digolongkan menjadi dua hal yvaitu penga-
manan secara prefentif dan pengamanan secars repregif.

Pengamanan preventif adalah rengamanan vang dilakunkan
pihak bank dalam hal mencedah timbulnya kemacetan kred-
it, sedangkan pengamanan reprefif adalah pengamanan vang
dilakukan dalam hal untuk menvelesaikan kredit - kredit

vang telah mengalami ketidak lancsran atau kemacetan.




Dengan demikian pengamanan kredit pads hakekatnya
adalah memperkecil resiko, bahkan sampai pada menghilang-

kan resiko yang mungkin timbul maupun sudah timbul atan

sudah terjadi.

Namun demikian dalam penelitian ini hanya akan memba-
has mengenai pengamanan kredit yang dilakukan bank dalam
hal pengamanan secara preventif saja, vyaitu pengamansan

untuk mencegah timbulnysa kredit macet .



B.PERMASALAHAN

3%

[]=%

Sejauhmana perjsnjisn kredit dapat dipergunakan sebagai
upaya pendamanan kredit yang disalurkanlpihak bank 7, -
Aturan - aturan dasar apasajakah yvang harus diperhati-
kan sagdar klausula - klausula dalam perjanjian kredit
mengikat debitur ?.

Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam perjanjian
kredit 2.

Seberapa Jauh upaya - upaya vang dilaskukan Bank
Perkreditan Rakyat ( Badan Kredit Recamatan ) dalam

rangka melakunkan pengamanan kredit 2.

TUJUAN PENELITIAN

Memperoleh gambaran sejauhmana perjanjian kredit dapat
dipergunakan sebagail upaya pengamanan kredit

Menemukan aturan - aturan dasar vang harus diperhatikan
agar klausula - klausula dalam perianjian kredit mengi-—
kat debitur.

Mengkaji dan mengungkapkan hubungan hukum para pihak
dalam perjanjian kredit.

Memperoleh penjelassan tentang upays - upava pengamanan
kredit vang tepat bagi Bank Perkreditan Rakyat { Badan

Kredit Kecamatan ).
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D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan

dari sisi

1. Praktis

a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan atau masukan
bagi policy maker dalam mengambil keputusan atauy
membuat kebijakan yang berkaitan dengan perjanjian
kredit.

b. Bermanfaat bagi pengelols Bank Perkreditan Rakvat
Badan Kredit Kecamatan yang kurang memahami bagaima-
na pelaksanaan perjanjian kredit, sehingga mereka
akan lebih berhati-hati lagi dalam pemberian kredit,

c. Bermanfaat bagli masyarakat luas yang berkepentingan
berupa masukan mengenai aspek juridis dalam perjan-

Jian kredit

2. Teoritis

Penelitian ini diharapakan memberi manfaat teoritis
yang berupa sumbangan bagi pengembangan Ilmu Hukum, khu-
susnya yang berkaitan dengan aspek vyuridis perjanjian

Kredit.
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E. KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam usaha untuk meningkatkan xesejahteraan
rakyat,dan melaksanakan pembangunan pedesaan melalui
pemerataan kesempatan berusaha, pemerintash telah ﬁemberi-
kan perhatian melalui sektor perbankan, dengan memberikan
bantuan kredit kepada kegiatan usaha dipedesaan. Salah
satu langkah yang mendapat prioritas adalah dengan mening-
katkan kegiatan perkréditah di pedessan. Hal 1ini dapat
dimengerti karena sebagian besar warga masyarakat dalam
memenuhi kebutnhan hidupnya dan meningkatkan taraf hidup-
nya seringkali terhambat oleh keterbatasan modal. Modal
ini dapat diperocleh éntara lain dengan melalui Sarana
kredit.

Pada saat ini istilah kredit sudah begitu dikenal dan
melekat dalam diri setiap warga masyarakat. Kita sering
mendengar bahwa kendaraan, alat-salat elektrenik bahkan
baju dan alat-alat keperlusn rumah tangga lainnya dapat
dibeli secara kredit. Namun demikian banyak masyarakat
vang tidak mengerti apa sebenarnya arti kredit tersebut.

Apabila dilihat dari asal katanya, kredit berasal
dari bahasa Yunani, yvaitu " Credere” yang artinya keper-
cayaan. Kredit tanpa kepercayaan tidak mengkin dapat
terjadi. Dengan demikian seéeorang vang memperoleh kredit

pada dasarnyva adalah memperoleh kepercayaan. Dalam dunia




perdagangan kepercayaan dapat diberikan atau diterims
dalam bentuk nang , barang atau jasa. 6).

Dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang no 7 Tahun 1992
tentang Perbankan, kredit dirumuskan sebagal penyediaan
uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam
antara bank dengan pihak yang mewajibkan pihak peminjam
untuk melunasi hutangnya setelah Jangka waktu tertentu
dengan jumlah bunga, imbélanlatau pémbagian hasil keuntun-
gan.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa intisari dari
arti kredit sebenarnva adalah kepercavaan, uatu unsur vang
harus dipegang sebagsi benang merah melintasi falsafsh
perkreditan dalam arti sebenarnya, bagaimanapun bentuk,
macam dan raganya dan dari manapun asalnya serta kepadsa
slapapun diberikan 7

Selanjutnya dalam arti ekonomi, kredit berarti
penundaan pembayaran ", artinya uang atau barang vang
diterima sekarang akan dikembalikan pada masa yang akan
datang bisa 1 minggu, 1 bulan, bahkan beberapa tahun. Olsh

karena itu dalam pemberian kredit selalu terkandung resi-

2, Purwahid Patrik, Seqi-lsc? yaverdateen Mesalah Yrecit Macet. Fakalah pada Dies ¥atalis ke 2% Tah 1993, Universitac fuhamadi

vah Bagsl

7. Tiiptcragorg, Perpanken “isalzn Forbreditan, Pradys Paragita, dakaria, 1990, hal:ls,
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ko, vyaitu resiko bagi pemberi kredit bahwa vang atau
barang vyang telah diberikan kepada penerima kredit tidak
dapat kembali sepenuhnya.

Menyadari tentang adanya resiko kemacetan pengembali-
an kredit tersebut, UU Perbankan 1992 telah memberikan
pengaturan tentang hal - hal vang harus diperhatikan dalam
pemberian kredit. Beberapa ketentuan vang perlu diperhati-
kan tersebut adalah :97°
1. Pasal 8 UU Perbankan 1992 yang menyatakan bahwa dalzan

pemberian kredit, bank umum wajib mempunyai kevakinan
atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi
Eutangnya sesual dengan vang diperjanjikan. Dalam
penjelasan pasal B tersebut dikemuokakan bahwa kredit
vang diberikan oleh bank mengandung resiko sehingga
dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan azas-azas
perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko terse-
but, Jjaminan kredit dalam srti kevakinan atas kemampunan
dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesusi
dengan vang diperjanjikan merupakan faktor penting vang
harus diperhatikan oleh bank.

Untuk memperoleh keyakinan Lersebut, sebelum memberikan
kredit, bank harus melaksanakan penilaian vang seksams

terhadap watak, kemampuan, modal ggunan dan prospek

B, Hidiceario, 1953, Hukum dan feteniuan Perbankan oi Indonesia, Jakartz 3 Grafiti, mal : 2,
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usaha pihak debitur. mengingat bahwa agunan adalah
saLah saty unsur jaﬁinan dalam pemberian kredit, maka
apabila didasarkan unsur-unsur lain telah dapat dipero-
leh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan
hutangnya , agunan dapat berupa barang, proyek, atau
hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangku-
tan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang
tidak berkaitan langsung dengan objek vyang dibiayvai,
vang lazim dikenal déngan agunan tambahan.

Pasal 8 huruf ( k ) UU Perbankan 1992 tentang wusaha
bank menyatakan bahwa bank dapat membeli melalui pele-
langan agunan baik semua maupun sebsgdaian bila debitur
tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dendan keten-
tuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan sece-—
patnya. Ketentuan ini dimaksudkan wuntuk mempercepat
broses - pencairan jaminan, karenz dalam praktek pele-
langan Jjaminan sering kali kurang diminati oleh ‘pihak
penawar sehubungan dengan sulitnys mencairkan Jaminan
tersebut.

Pasal 29 ayat 4 UU Perbankan 1992 menyebutkan bahws
dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha,
bank wajib menempuh céra—cara vang tidak merugikan bank
dan kepentingan nasabah vang mempercavakan dananva
kepads bank

Pasal 49 ayat 2 UU Perbankan 1992 tentang ketentuan
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pidana dan sanksi administratif menyatakan bahwa anggo-

ta dewan komisaris, direksi atan pegawal bank yang

dengan sengaia

a. Meminta atau menerinma, mengijinkan atau wmenyetujui
untuk menerima snatu imbalan, komisi, uang tambahan,
pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keun-
tungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya.
Palam rangka mendapsatkan atau berusahs mendapatkan
bagi orang lain dalam'mempefoleh uang muka , bank
garansi atau fasilitas kredit dari bank atan dalam
rangkas pembelian atau pendiskontoan oleh bank atau
surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang
atau  bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka
memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melak-
sanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnyva
pads bank.

b. tidak melaksanaksn langkah - langkah yang diperlukan
untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan
dalam undang - undang dan ketentuan peraturan
perundang - undangaﬁ lainnya yang berlaku bagi bank,
diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun
dan denda paling banyak Rp 6.000.000,- ( enam miliar
rupizh )

Hal - hal tersebut diatss dipérlukan karena di dala=z

dunia perbankan terdapat suatu rrinsip vang senantiassa
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dipegang téguh, vaitu bahwa kredit vang dikeluarkan/dile-
paskan harus dapat diterima kembali.

Ukuran vyang dipakai untuk menentukan apakah suatn
permohonan kredit dapat dikabulkan ataun tidak secara
tradisional dikenal dengan " the five C’s of credit bank
“,yvaitu vyang meliputi charakter,capacity, capital,
conditions, dan collateral.

Setelah proses penganalisasan terhadap rermohonan
kredit selesal dan memenuhi persyaratan - persyaratan vang
diminta, maka bank memberitahukan pada calon nasabah bahwa
permohonan kreditnys dikabulkan.

Selanjutnya bila pemohon kredit ( calon nasabah )
menyetujul persyaratan - persyaratan yang diajukan bank,
maka dilakukan penandatangsasnan perjanjian kredit ( perse-
tujuan buka kredit ).

Dari berbagai Jenis perjanjian yang diatur dalam Bab
V sampai dengan XVIII buku III KUH Perdata tidak terdapat
ketentuan tentang perjanjian kredit bank. Bahkan dalsm (U
NO 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Juga tidak mengatur
nengensi perjanjiaﬁ kredit.

Istilah perjanjian kredit ditemukan dalam instruksi
Pemerintah, vyang ditujukan kepada masyarakat bank. Di
instruzksikan bahwa dalam memberikan kredic bentuk saspa-—

pun, bank - bank wadib mempergunakan "a2kad perjaniian
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kredit .9’

Perjanjian kredit mennrut KUHPdt adalah salah sstu
bentuk perjasnjian pinjam memiﬁjam sebagaimana diatur dalam
pasal 1754 sampsi dengan 1789 KUHPdt.

Perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan

dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan

hasil permufakatan antara bank dan calon nasabah penerinma

kredit. Perjanjian ini bersifat konsensuil obligatolir.
Perjanjian kredit Jika menilik dari pemikiran -

pemikiran para sarjana dapat di ‘golongkan dalam dus kelom-

pok 18

1. Kelompok ke satu menyatakan

Bahwa perjanjian kredit dan perjanjian - perjanjian

vang merupskan satu perjanjian vang sifatnva konsensusl

2. Relompok ke dua menyvebutkan

Bahwa perjanjian kredit dan perjanjian - perjanjian
nang merupakan dua buah perjanjian vang masing - masing

bersifat konsensusal dan riil

Adapun vang dimaksnd dengan rerjaniisn kredit dalsam

An, IE/ERAMED/1%88 vo Sural Cderan Bapk Indonesis Unit @ Moo
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praktek perbankan ialah penvediaan nang atau fagihan

tagihan yvang dapat disamakan dengan itn berdasarkan perse-

tujuan pinjam - meminjam antars bank dengan pihak lain
dalam hal manz pihak peminjam berkewajiban wmelunasi hn-
tangnyva setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bungs

vang telah ditetapkan.

Perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian vang

khusus baik oleh bank sebagai kreditur maupun olehlnasabah
sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi
yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan wmaupun
penatalaksanaan kredit itu sendiri. Beberapa fungsi dari

perjanjiian kredit adalah :LL-

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjaniian pokok,
artinya perjanjian kredit merupsksn sesuatu vsng menen-
tukan batal, atan tidak batalnyas perjaniian lain vang

mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan Jaminan.

2. Perjanjilan kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai

[

batasan - batasan hak dan kewsjiban diantarzs kreditur

dan debitur.

3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai zlst untuk melakun-
kan monitoring kredit.
fubsmad 07 o3ana, 1990, Hubis Perlzcien B Indepesiz, Rancung 3 PT Difrz Sgibva Bedti, hal ¢ 228,
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Sedangkan mengenai bentuk dari perjanjian kredit Jjuga
tidak diatur dalam RUHPerdatas naupun dalam UU No.7 Tahun
1992 tentang Perbankan, apakah dapat dibuat dengan bentuk-
lesan saja atau atau harus secars tertulis. Untuk dapat
mengerti hal tersebut, maka kits harus melihat bagaimana
perjanjian kredit didalam praktek perbankan. |

Didalam praktek perbankan setiap bank telah menyedia-
kan formulir/ blangko perjanjian kredit vyang 1isi dari
perjanjian tersebut telah dipersiapkan terlebih dahulu ¢
telah dibakukan ).

Formulir tersebut disodorkan pada setiap pemohon
kredit, vang isinva tidak diperﬁincangkan melainkan sete-
lah dibaca oleh pemohon, pihak bank hanva meminta pendapat
calon nasabah,., apakah dapat menerima syarat-syvarat terse-
but atsu tidak.

Sedangkan hal-hal vyang kosong di dalanm formalir,
seperti jumlah pinjamnan, besarnya bunga, tujuan pemakaian
kredit, dan jangks waktu kredit adalah hal-hal yang tidak
mungkin diisi sebemlum ada persetujuan dari keduas belah
pihak. Isi perjanjian kredit vang telah ditentukan terle-—
bih dahulu dalam bentuk tertentu, telah dibakukan., menun-
iukkan pada kita bahwa perjanjian kredit dalam praktek
perbankan adalah suatu perjanjiian standart ( standart
contract ) atsu sering kali disebut sebagai perjaniiar

bakux.
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Yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah
Perjanjian vang hampir seluruh klausul—klausulnya
sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak vang lain
pada dasarnya tidak mempunyai 'peluang untuk
merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum
dibakukan hanyalah beberapa halsajs, misalnya yang
menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu
dan beberapa hal lain vang spesifik dari objek vang
diperjanjikan. Dengan kata lain vang dibakukan bukan
formulir perjanjian tersebut tetapi klausul - klan-
sulnva. 1257

Menurut Mariam Darus, perjénjian baku sebenarnya
adalah perjanjian vang isinva dibakukan dan dituangkan
dalam bentuk formulip, i3)

Pada asasnya bentunk perjanjian baku ini bebas, dalam
artl perjanjian ini tidak terikat pada bentuk tertentu
Jadi biss lisan bisa tertulis. Namun demikian dalgm prak-
tek yang sering terjadi perjanjian baku ini tumbuh sebagal
perjanjian tertulis dalam bentuk Formulir.

Di dalam perjanjian baku terlihat adanya sifat kolek-
£tif dan massal. Perjsnjian massal ini diperuntukkan bagi

setiap debitur vyang melibatkan diri dalam perjanjian

12, Wunir Fuady, 19%, Hubus Periraditan Kontemparer, Bandung @ Pt Citra fditva Bazti, Hal 1 4,

13, Marizz %srus Badrulzasan, 1993, Perjanjise bredit Bank, Handung ¢ Alueni, Hal : =a.
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sejenis itu, tanpa memperhatikan perbedaan kondisi antara
debitur yang satu dengan yang lain. Jika debitur menyvetu-
jui syarat-syaratnya maka debitur hanya mungkin bersikap
menerima atau tidak menerima, kemungkinan untuk mengadakan
perubahan isi sama sekali tidak ada.

Dari wraian diatas, maks dapat disimpulkan ciri-ciri
perjanjian baku adalah
- isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak vang posisi

ekonominya kuat,

-~ masyarakat ( debitur ) sama sekali tidak ikut bersama-

sama menentukan isi perjanjian.

.- terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerims

perjanjian itu.
- bentuknya tertentu { tertulis ).

-~ dipersiapkan terlebih dahulu seeara massal dan kolektif.

Hal selanjutnya yang perlu kits lihat bagainama ciri-

eiri perjanjian baku diatas bila dihubungkan dengan ciri-

ciri  perjaniian yang diatur dalam KUJHPerdsata khugusnya

mengenai pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur mengenai
syarat sahnys perjanjian yang merupakan asas esensisl
dari perjanjian yaitu kesepakatan untuk saling mengikatkan
diri atau juga disebut asas konsernsualisme.

Asas konsensualisme ini mengandung arti kemauan pars

rihak untuk saling berprestasi, sda kemauan untuk saling
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mengikatakan diri. Kemauan ini nembangkitkan kepercavaan
bahwa perjanjian itu dipenuhi. Asas kepercayaan ini
bersumber dari moral, sehingga menimbulkan pacta servanda
sunt. Asas ini mempunyai hubungan dengan asas kebebasan
berkontrak dan asas kekuatan mengikat perjanjian vang
terdapat dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata.

Asas FKebebasan berkontrak berhubungan dengan isi
perjanjian, vyaitu kebebasan menentukan apa dan dengan
siapa perjanjian itu diadakan. Pefjanjian vang memenuhi
syarat-syarat untuk sahnya perjanjian menurut pasal 1320
KUHPerdata mempunyai kekuatan mengikat.

Meninjau ada tidaknya kekuatan mengikat dalsm perjan-
jian baku, maka secara teoritis yuridis, perianjian itu
tidak memenuhi elemen yang dikehendski oleh pasal 1320
KUHPerdata jo pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata.l4)'

Dalam perjanjian baku ada perbedaan posisi para pihak
vaitu bahwa bank tidak memberikan kesempatan kepada? debi-
tur untuk mengadakan tawar menawar dengan pihak kréditur.
Debitur tidak mempunyai kekuatan untuk mengutarakan kehen-
dak dan kebebasannya dalam menentukan perjanjian baku ini
sehinggda tidak memenuhi elemen yang dikehendaki pasal 1320

EUHPerdata jo pasal 1338 ayat 1 KUHPerdats

rulzzman, isid, hal 1 &7,

(58

- P
37Us haf
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Di dalam praktek banyak ditemui perjanjian kredit
vang timpang ( berat sebelah ). perjanjian kredit dikata-
kan timpang manakala di dalam perjanjian kredit itn lebih
banyak wmengatur hak-hak bank dan kewajiban nasabah debi-
tur. Dengan demikian, dalam perjanjian kredit baku ini
mengandung klaunsula-klausula vyang secars tidak wajar
sangat memberatkan pihak nasabah debitur.

Beberapa contoh klausula -klsusula vang memberatkan

debitur adalah :192

- Kewenangan bank untuk sewaktu - waktn tanpa alasan
apapun dan tanpa pemberitahuan sebelumnva secara sepihak
menghentikan ijin tarik kredit.

- Kewenangan bank untuk secara sepihak menentukan harga
Jual dari barang agunan dalam hal dilakukan penjualan
barang agunan karena kredit nasabah debitur macet.

- kewenangan bank untuk secars sepihak sewaktu-waktu
mengubah tingkat bunga kredit.

- Kewajiban nasabah debitur untuk tunduk kepada segala
retunjuk dan peraturan bank yang telah ada dan vyang
masih akan ditetapkan kemudian oleh bank.

~ keharusan nasabah debitur untuk tunduk kepada svarat-

svarat dan ketentuan-ketentuan umum hubungan rekening

[

- -1 [
23, Hal: &,

773, Yeretasan Berkontrak dan Ferlindungan Yapg Beibang Bapd Pera Pirst Balam perianjiss krecif Zeek di




koran dari bank yang bersangkutan namun tanpa sebelumnya
nasabah debitur diberi kesempatan untuk mengetahui dan
memahami syarat-syarat dan ketentuan~ketentuaﬁ umum
hubungan rekening koran tersebut,

- kvuasa nasabah debitur kepada bank untuk mewakili dan
melaksanakan hak-hak nasabsh dalam setiap rapat umum
pemegang saham.

- pembuktian kelalsian nasabah debitur secara sepihak oleh

panitia bank semata.

- pencantuman klansula-klausula eksensi vang membebaskan

dari tuntutan ganti rugi oleh nasabah debitur atas

terjadinya kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat

tindakan bank.

Sebenarnya penerapan asas kebebasan berkontrak yang
tidak ada batasnya merupakan sebab munculnya perjanjian
kredit yang timpang atan mengandung klausnla-klausula vang
tidak wajar itu sangat memberatkan debitur. Namurn, kea-
daan ini sebenarnya dilihat dari konteks vang lebih luas,
vaitu dalam rangka mengamankan kredit adalah sangat perlu
dilakukan bank. Hal ini berkaitan dengan prinsip kehati-
hatian dengan mengingat pasal 29 ayat 4 UU Perbankan
1992

Apabila dalam perjanjian kredit terdapat galing

berhadapan antara kreditur dan debitur, Sekarang yang
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menjiadi pertanyaan adalah bagaimana bentuk hubungan hukum
antara keduaﬁya.

Dalam KUHPerdats ternyata tidak terdapat éuatu bentuk
hubungan hukum khusus atau lembaga perjénjian khusus vang
namanya Perjanjian kredit bank. Oleh karena itu penetapan
mengenal bentuk hubungan hukum antaras bank dan nasabah
debitur, harus digali dari sumber - sumber diluar KUHPer-
data,

Oleh karena bank hanya bersedia memberikan kredit
kepada nasabah debitur atas dasar kepercayaan bahwa nasa-
bah debitur mampu dan mau membayar kembali kredit tersge-
but, maka juga hubungan antara bank dsn nasabah debitur,
vaitn hubungan perjanjian kredit, bukanliah sekedar
hubungan kontraktual biasa antara kreditur dan debitur
tetapi Jjuga hubungan kepercayaan ( fiduciary relation ).
163

Selanjutnya di dalam perjanjian kredit itu juga ter
kait dengan pengikatan jaminannva. Hal tersebut perlu
karena dengan adanya Jjaminan kepada bank maka akan memper-
besar kemungkinan kredit yang disalurkan akan kembali.
Pemberian jaminan adalah bersifaf accesoir artinya melekat
atau menglikuti perjanjian pokoknya vaitu perjaniian

xredit.

PAS)




Jadi apabila perjanjisn kreﬁit hapus atan berak-

hir maka be:arti akan hapus pula prengikatan atau penyera-

han jaminan ini.

Di samping itu pemberian Jaminan hanyalah untuk
mengambil pelunasan dari hutang debitur, oleh karena itu
kreditur tidak boleh memiliki atau mengkompensir barang
Jaminan. Apabila debitur tidak memenuhli kewajibannya,
setelah diperingatkan maka barang jaminsn dapat dimintakan
ijin' untuk dilelang dan dari hasii penjualan lelang barn
diambil untuk pelunasan kredit.

Oleh karena Jjaminan dimaksudkan untuk melancarkan dan
mengamankan pemberian kredit, maka jaminan vang baik atau
idial adalah :17)

1. Yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu
oleh pihak yang memerlukannya;

2. Yang tidak melemsahkan rotensi ( kekuatan } si pencari
kredit untuk melakuksn ( wmeneruskarn ) usahanya;

3. vyang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit,
dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia
nntuk dieksekusi, yaitu , bila perlu dapat dengan mudah
divangkan untuk melunasi utangnya si penerima ( pengam-
bil ) kradit.

Untuk lebih menjamin kembalinva kredit vang dissalur-

Foowy nozEily 199Y, damipan-lzzznan Untuk Pesterian kredit Nenurutl Rubun Indoessia, Banfiung 3 77 Litra Aditya Rapti, 43l g f8,
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kan mgka langkah selanjutn&a nya diambil oleh pihak bank
adalah bahwa setiap Jaminan kredit dissuransikan sesuai
dengan sifat jaminan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk
memperkecil resiko bilamans terjadi hal-hHal vyang tidak

diinginkan seperti kebakaran dan lain sebagainya.18)

F. METODE PERELITIAN

Penelitian ini berusaha mempefoleh kejelasan mengenai
rerjanjian kredit sebagai upayva pengamanan dalam pemberian
kredit. Perhatian penelitian ini khususnya ditujukan pada
Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten
Démak. Pilihan metode yang akan digunakan dalam penelitian
ini pada dasarnya tidak terlepas dari pertimbangan karek-
ter Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupa-
ten Demak wang akan diteliti. Hal-~hal wvang berksaitan
dengan metode penelitian dalam penelitisn ini dapat diu-

raikan sebagszi berikut

[y

Pendekatan
Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian,
ztakan maka pendekatan yvang digunakan dalan penelitian ini

adalah Yuricdis normatif. Artinva pendekatan ini akan

e
[
P

]
o
i)
i
L5

I
Y

Lrenins f, 1379, bredit Seluk Belur dan Ternik Pengelolasn, Jabarts & 147,




memberi penjelasan mengenal sejauhmans asas-asas hukuam,
sinkronisasi- vertikal/ horisontal dan sistematik hukum
dapat diterapkan vang bertumpu pada dats sekunder.
Disamping ity juga dilengkapi dengan rendekatan
vuridis empiris, dimana pendekatan ini dipergunakan untuk
mengetahui hal-hal vang menpengarvhi proses bekerjanya
hukum dalam pelaksanaan bpendamanan pemberian kredit dalam

rerjanjian kredit bank.

2. Jenis Penelitian

Dilihat dari perspektif sifatnya, penelitian ini
merupakan penelitian deskriptif analitis, vaitu menggam-—
barkan peraturan perundangan vang berlaku dikaitkan dengan
teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif
yang menyangkut permasalshan tersebut diatas. Dikatakan
deskreptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat
diperoleh gambaran secars menyeluruh dan sistematis menge-
nai pelaksanaan pengamanan pemberian kredit dalam perjan-
Jian kredit bank.

Sedangkan analitis, ksrens akan dilakukan analisis
terhadap berbagai aspek huakun vang mengatur tentang
pelaksanaan pengamanan pemberian kredit tersebut.

Disamping itu juga kemungkinan untuk mengatur pengamanan

o)

emberian kredit dalam suatu peraturan hukum nasional

sesuai dengan kebutuhan hukum vang berkembang dalam masva-




rakat.lama. atau di dalam rangka menyvusun tecori-teori

baru

3. Penentuan Sampel

a.

Q

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Perkredi-
tan Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Demak.

Sampel

Sampel dalam penelitian ini ditentukan secara purpo-
sive dimana tidak semua populasi akan diteliti
tetapl dipilih yang dianggap mewakili populasi
secara Keseluruhan. Adapun sampel yang diambil pada
polupasi tersebut antaras lain

i. BPR BEKK Demak Kota

Z. BPR BEKK Karang Tengah

3. BPR BEKK Wedung

4. BPR BEKK Wonosalam

5. BPR BEK Mijen

6. BPR BKK Mranggen

7. BPR BEKK Karangawen

Responden

Mendenai responden dalam penelitian ini adalah
Pimpinan dari Bank Perkreditan Rakvat Badan ZEredit
Kecamatan tersebut.

Nara sumber

Hara sumber ini meliputil
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1. Bank Pembangunan Daerah
2. Pemerintah Daerah.
4. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang dignnakan dalam penelitisn ini adalah
data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data
vang diperoleh dari lokasi penelitian, sementara dats
sekunder merupakan data vyang diperoleh melalui studi
kepustakaan vang diharapkan dapat mendukung keterangan
atau menunjang kelengkaban data pfimer.
Dari wuraian Jjenis data diatas, dapat ditentukan
sumber data dalam penelitian ini, meliputi
a. Studi Kepustakazan
Dalam studi kepustaksan ini sumber data diperoleh
melalul studi dokumenter, studi dokumenter ini
dilakukan untuk memperoleh data sekunder vang
meliputi
1). Bahan hiokum primer,
vaitun merupakan bahan pustaka vang berisikan
pengetahuan ilmiah baru atan nutakhir, ataupun
pengertian baru tentang fakta vang diketahui
mengenal suatu gagasan ( ide ), terdiri dari
&. Undang - Undang Dasar ( UUD > 19§5;
b. Ketetapan - Ketetapan Kajelis Permusvawaratan

Rakyat (TAP MPR >;

O

Kitab Undang-Undang Hukum Perdsta ( KUHPdt )




2.

o]

dan Kitab Undang - Undang Hukumn Dagang ¢ RKUHD
3
Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Per-

bankan;

Undang~ Undang MN¥o. 5 Tahun 1962 Tentang

Perusahaan Daerah;

Peratﬁran Pemerintah No. 71 Tahun 1992 Ten-
tang Bank Perkreditan Rakyat;

Keputusan éresiden No; 38 Tahun 1988 Téntang
Bank Perkreditan Rakyat:

Peraturan Mentéri Dalam Negeri WNo.4 Tahun
1993 Tentang Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat;

Reputusan Menteri Keuangan No.221 / KMK.017 4
1883 Tentang Bank Perkreditan Rakyat;
Intruksi Menteri Dalam negeri No.S8 Tahun 1394
Tentang pelaksanaan peraturan Menteri Dalanm
negeri No.4 Tshun 1993 Tentang Perusahaan
Daerah Bank perkreditan Rakyat;

Peraturan perundang-uangangan lainnya vang
mempunyal kaitan dengan permasalahan peneli-

tian.

Bahan hukum sekunder,

vailtu bahan-bahan yvang erat hubungasnnya dengan

banan hokum priwer dan dapat membantu menganali-




sis serta memahami bahan hukum primer, terdiri

dari

a. Buku-buku hasil karvya para sarjana;

b. Hasil-hasil penelitian;

o

Berbagai ha=zil seminar atau kegiatan ilmizh.

lainnya vyang ada kaitannya dengan permasalahan

vang dibahsas.
3). Bshan hukun tersier,
valtu bahan-bahan yang memberikan informasi

tentang bahan hukum primer dan bahan hokum

sekunder, terdiri dari
a. Ramus Hukum;

b. Kamus-kamus lainnys vang menyangkut penelitian

ini,

b. Studi Lapangan
Di dalam studi lapangan, alat pengumpul data vang
dipergunakan adalah wawancars dengan menggunakan
pedoman wawaﬁcara. Wawancara dilakukan terhadap
sumber informasi yang telah ditentukan sebelumnva
dengan berdasarkan kepada pedoman wawangeara, sehing-
ga wawancara yang dilakuksn merupakan wawancara vang
difokuskan ( Focused interview ). Dalam wawancars
ini, responden yang di wawancarsi mempunyal pengslis-
man tertentu atan vang ol wawanooows cedun langs v

- =
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pada cobjek tertentu yang berkaitan dengan permasala-

han penelitian ini. Dari hasil Wawancara ini diha-

rapkan dapat memberikan gambaran dalam praktek

tentang pengamanan pemberisn kredit dalam perjanji-

an. Mula-mula kepada subjek penelitian diajukan-

pPertanyaan vang sudah terstruktur, kemudian beberapa
butir pertanvaan tersebut diperdalam untuk mendapat-
Kan Jjawaban yang lebih lanjut. Sehingga mendapatkan
Jawaban vang 1ebih lengkap dan mendalam. Hasil vang
diperoleh dari wawancara ini merupakan data primer

untuk mendukung data sekunder.

5. Tehnik Analisis Data

etelah semua data yang berksitan denszan renelitian
ini dikumpulkan kemudian dilakukan abstraksi dan rekron-
truksi terhadap data tersebut, selanjutnya disusun secara
sistematls sehingga akan diperoleh gambaran vang kempre-
hensif mengenai penvelesaian permasalahan yang akan diba-
has.
Dalam menganalisis data penelitian ini dipergunakan
metode analisis kualitatif, terhadap data sekunder vang
dikomplementerkan dengsn data vang diperoleh dari peneli-

tian lapangan.

34




Bab I.

Bab IT.

Bab TII.

Bab IV.

G. SISTIMATIKA TESIS

Tesis ini terdiri dari empat bab yaitu

Herupakan pendahuluan yang menguraikan fakta-

fakta vyang menjadi 1latar belakang masalah,
permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian
disamping itu jJuga menguraikan metodologi pene-
litian yang "terdiri dari pendekatan masalah,
tipe penelitian, penentusan =sampls, tehnik dan
alat pengumpulan data, dan metode analisa data.
Herupakan kerangka teoritik vang wmenguraikan
teori-teori vang digunskan sebagsai kerangka
pembahasan serta konsep-konsep pokok tentang
perjanjian kredit bank.

Herupakan hasil penelitian dan anslisis terhadap
hasil penelitian tersebnt.

Merupakan bab penutup vang menguraikan tentang
kesimpulan dan implikasi dari penslitian, serta
sedapat mungkin mengajukan . penemuan-psnemuan
baru tetang perjanjian kredit bank sebagi upava

rengamanan dalam pemberian kredit.
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B ABII

TINJAUAN PUSTAKA
A. PENGERTIAN, TUJUAN DAN FUNGSI EKREDIT

1. Pengertian Kredit

Dari berbagai literatur dapat diketahui bahwa kredit
sudah muncul dan dibutupkan sejak jaman dahulu kala, baik
oleh perorangan, badan-badan usahas, dan bahkan negara. Hal
ini dapat dimengerti karena sebagisn besar warga masyara-
kat dalam wmemenuhi Kkebutuhan hidupnya dan dalam rangka
menalkkan taraf hiduopnya seringkali terhambat oleh karena
keterbatasan modal. Modal ini dapat diperoleh antara lain
dengan melalui sarana kredit.

Pada masa sekarang istilah kredit bukanlah hal vang
asing dalam kehidupan sehari - hari di masvarakat, sebab
sering dijumpai ada masyarakat yang jwal beli barang
deﬁgan kreditan. Jual beli itu tidak dilakukan secara
kontan ( tunail ), tetapi dengan csra mengangsuar. Selain
dari pada 1itu banyak anggota masyarakat vang menerina
kredit dari Koperasi maupun Bank untuk kebutnhannvasa.
Mereka pada umumnya mengartikan kredit sama dengan utang,
iarensa setelah jangka waktn tertentu mereka harus membsyar
lunas.

Sebenarnyas  kata ¥ Kredit " itu berasal dari bahasa

Yunani, vaitu " Credere " yang artinyva kepercavaarn.
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Kredit tanpa kepercavaan tidak mungkin bisa terjadi.
bengan demikian Seseorang vang memperoleh 'kredit padsa
dasarnya adalah memperoleh kKepercavaan. Dalam dunia perda-
gangan kepercaysan dapat diberiksn atau diterima dalam
bentuk uwang, barang atau Jasa.

Apabila diartikan secars ekonomi, kredit berarti "
renundaan pembayaran O, artinva uang atau barang vang
diterima sekarang akan.dikembalikan pada masa vang akan
datang, bisa 1 minggn,' 1 bulan. bahkan heberaps tahun.
Oleh  karena itu dalsam pemberian kredit selaln terkandung
resiko, valtu resiko bagi pemberi kredit banwa unang atau
barang vang telsh diberikan kepada penerimas kredit tidak

Kembali sepenuhnva.

Dalam pasal 1 angka 12 Undang - Undanzg No.7 +ahun

T 1982 tentang Perbankarn ¢ UUP 1992 ) disebutkan bahwa.

suredit adalah penyediaan nang atsny tagihan vyang dapat
dipersamakan .dengan itu, berdasarkan persetuiuan atauy
kesepakatan pinjam - meminjam antara bank dengan pihak
lain s=etelah jangka waktu tertentn dengan Jumlah bunga,
imbalan stan osewbagisn hasil keunntungarn.

Dengan demikian dapat dikataksan. bahwa inftigari dari

arti kredit gebenarnva adalah kepereayaan, suaty ansur

vang harus dipegang sebagail benang meran melintasi falsa-

i

fah yperkredizan dalam arti sebenarnya, 3ebagaimanapun

O
t
)

A

ntuk, wacan dan ragamnva dan dari manapun s33alnya sear




kepada sispapun diberikénnya.l

Di dalam pengertian sustu kredit terkandung dua
aspek, valtu aspek ekonomis dan aspek yuridis. Aspek
ekonomi dialah adanva pembavarsan bunga oleh yvang menerims
pinjaman Sebagsi inbalan vang diterims Lkrediturp sebagail
keuntungan. Sedangkan asgspek yuridisnvs ialah adanva «dua
pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjaniian., dimana
masing-magsing pihak mempunyai hak dan kewajiban.?

Seperti telah dibahas di atas bahwa dalanm remberian
kredit terdapsat dua pihak vang berkepentingan secara
langsung, yaitu pihak vang kelebihan nang digebnt pemberi
kredit dan pihak vang membntuhkan nang disebut penerima
kredit. Sehingga bilamana terjadi pemberian kredit berarti
plhak vang berkelebihan vang memberikan uangnya ( prestagi
» Kepada pihak vang memerlukan uang dan pihak vang memer-
lukan wang ini berjanii aksn mengembslikan uwang tersebut
disuatu waktu fertentn dimasa vang akan datang. Disini
wemdian  terkaitlah prestasi tersebut. Tenggang waktu
antara pemberian dan penerimasn kembali prestasi ini
adalah sesuatu hal vang abstrak, vang tidak dapat diukur
secara nyvata dan sukar untuk diraba.

Fihak pemberi kredit bia=zanva berada daliam

Readaansposisi vang lebih kust dari pacda penerima  kKredit,

seningga ia lebih mewmperhatikan dan mempernhitungkan unsur




- unsur vang terkandung di dalam pemberian snaty kredit:

Pertama kepercayaan, vaitu suatn keyakinan dan kepercavaan
bahwa kelebihan dana/uang/barang /jasa vang akan dibe-
rikanya akan kewhali dan menghasilkan keuntungan

Kedua prestasi vaitn pihak pemberi kredit man memberikan
Prestasi  dalam bentnk dana/uang/barang/jasa apabila
mempunyail kevakinan bahwa prestasi  itu  akan dapat
diperolehnya kembali.

Eetiga waktu, vaitu keyakinan bahwa pemberian dana/
nang/harang/jasa kepada pihak penerima kredit akan
dikembalikan pads waktn vang telah ditentukan bersanms.

Keempat resiko, vaitu adanva perbedaan antara pemnberian
kelebihan dana / uang / barang / Jjasa dengan waktu

pengembaliannyva, sehingga hal ini menimbulkan resiko

bagi si pewmberi kredit. Apabila resiko yang dihadapi
pemberi  kredit dapat ditekan sekecil - kazcilnva, maka

ia baru akan bersedia memberikan kelebihan dana / nang
/ barang / Jjasa kepads penerims kredif.

Dalam suatn pemberian kredit tidak davat disangkal
bahwa kredit dspat wmemberikan keuntungan bagi kedua belah
pihak, vyaitu bagi pihak kreditur dan pihak debitur. Bag:i
pihak  kreditur keuntungannva adalsh is dapat menvalurkan
kelebihan dana/uang vang dimilikinya dan s=zkaligus akan
memperoleh bungs dari pihak debitur. S3ebalikava dsri pihak
debitur keuntungannvya asdalah is dapaf mempercleh dans/uang
vang diperluksn untuk memenuhi kebntuhan hidionve, miszl-

nya  pembslian rumah, kendarsan bermotor. siai-alat rumahb




tangga, dan bahkan modsal untuk melskunkan keziatan usaha

L=

atau untuk mengembangkan kegiatan usaha vang sudah dilaku-
kan, sedangkan pembayarannva kembali hutang tersebut
dilakukan secars angsuran dalam kurun waktn vang ditentu-
kan oleh kedus belah pihak.

Walaupun kedua belsh pihak telah nemperhitungkan
berbagai faktor, baik vang bersifat ekonomis rmaupun vang
non ekonomis, namun tidsk tertutup kemungkinan akan muncul
faktor lain vang dilnar kemampuan perhitungan tersebut
vang tetap dapat menimbulkan berbagai resiko, seperti
a. Resiko Moral ( Moral Risk 3

Sebelum dan pada dsaat kredit diberikan berdasarkan
informasi dan data vang diperoleh dari berbagai sumber.
ternyata penerima kredit mempunval moral vyang baik.
Hamun selams dan pada sast kredit harus dilunasi,
ternvata karena pengsaruh berbagai faktor terjiadi peru-
bahan moral dari penerima kredit, sehingga ada kemung-
kinan kredit tersebut tidak dapat dikembalikan kepada
penberi kredilt. Oleh karens itu, kreditur akan mengha-
dezpi  resiko moral yang dapat menimbulkan resiko kehi-
langan keuntungan, baik atas bunga kredit maupun pokok

Kredit tersebnt.

b. Resiko Keuangan ¢ Financial Risk 3}

Sebelun dan pads saat kredit diberikan berdassarkan
informasi dan data vang direroleh dari perpagal sumher.
Lernyvata oenerima kredit merpunyal posisi dan  kead=an

Keuvangsn wang baik. HNamnun ternvata s2iz2lah kredit
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berislan dan pada saat kredit tersebut harus dilunasi,
ternyata posisi dan keadaan keuangan penerima kredit
berubah menjadi tidsk baik, sehingga tidak mampu men-
gembalikan kredit yang telah diterima kepads pemberi
kredit vang telah diterimanya kepada pemberi kredit.
Dalam hal inilah pemberi kredit menghadapi resiko
keuangan ( financial risk ) vang dapat menimbulakan
kerugian si pemberi kredit.

Resiko Perdagangan ( Busines Risk b}

Sebelum dan pada saat kredit diberiksn berdasarkan
informasi dan data, ternvata keadaan perdagangan secara
makro dan mikro menunjukkan bahwa penerima  Kkredit
mempunyal perkembangan usaha vang lebih naik dan per-
kembangan wsaha ini diharapkan akan semaiin meningkat
dengan adanya pemberisn kredit ini. Namun Lernvata
setelah kredit tersebut berjalan dan pads saat harus
dilunasi, terjadi perubshan keadaan perdagangan vang
menimbulkan kelesuan keadasn perdsgangan padsa umURnNYya-
dan sektor/bidang usazha penerima kredit rada khususnva.

sehin

1l

‘g8 usahs perdagangsn penerima  kredit  menurun
secara drastis. Akibatnva ia tidsk mampu mengembalikan
kreditnya kepads pemberi kredit. Inilah vang disebuzt
dengan resiko perdagangsn ( bussines riszk 5.4

regiko dizstas pads hakekatnva 4i lusr kemam-
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di tengah perjalanan waktu kredit, hingga seringkali sulit
untuk menghindarinya. Oleh karena itn harus diterima kedua
belah pihak sebagai kenvataan.

Pemberian kredit pada dasarnys harus merupakan rang-
sangan bagl kedua belah pihak. Bagi penerims kredit harus
mampu menunjukan prestasi usaha yang baik, sedangkan bagi
pemberi kredit secars material memperoleh keuntungan, dan
secara moral ada kebaggaan tersendiri karena bisa membantu
penerima kredit mencapai kemajuan. Oleh karens itu, pem-
beri kredit dikatakan berhasil apabila ia mampu memberikan
pengaruh  vang bsik secara sosial ekonomis bagi penerima

kredit, bahkan jugsa bagi bangsa dan negars.

2. TUJUAN EKREDIT

Apabila berbicara mendenai tuiuan kredit maka dapat
dilihat dari berbagsi sudut seperti dari sudut pemberi
kredit ( bank ) dan dari penerima Kkredit

1. Dari sudut pemberi kredit.

Tujuan EKreditur atsu pemberi kredit memberikan kredizt.

dengan tuiuan untuk mendapatkasn keuntungan berups bungs
vang wmerupakan palas Jasa dari pinjaman yang vang
diberikan kepada seseorang. Prinsip pemberian krediz
disinl 1zlsh profitability prinsiple. Agar tujuan ini

perlukan jaminan akan keamansn. bahwa tujusan
ntama tersebut betwl-betul tercapsi. vaitu asas safety.

UDisamping itu tujuan kredit bagil bank adalah meningksar -

IS
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kan tarafl hidup masysarakst atau meningkatkan taraf hidup

masyarakat atauw kemakmuran bersama. Dalam hal ini
tujuan kredit memberikan efek ganda terhadsp perekono—
mian bangsa. Bukan saja memberikan keuntungdan kepads
bank sebagal lembags perkreditan atau badan usaha, juga
diperhitungkan dengan kepentingan sosial ekonomi rakyat
banvak,

Tujuan sgosial ekonomi inl merupaksan kebijaksanasn
Pemerintah vyang disalurkan kepada lembagds perbankan,
untuk mengembanghkan ekonomi dan memperkecil Jurang
arntara s1 kava dan si miskin atau untuk pemerataan
pendapatar. Karena itu pengembangan kredit berperan

untuk tujuan pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat.

Dari sudut penerima kredit

Tujuan kredit ialsh uvntuk mendapatkan bantusn prestasi
{ nang/barang/Jjaza) dengan kewajiiban menggantinya pada
waktn sesudahnva, ditambah beberapa svarzft lain. Ban-
tnan  vang dipervoleh debitur dapst berups uang, dapat
berupa barasng. dan dspat pula berdpa jass ocengewmbalian-—

nve =stau  penggantiannva, dapat berupas 4etiga Jeni:

M

bernda terszebuf. Dengan nilai pengembzilan vang 1lebin

tinggi dibandingkan nilail benda vang ditzrima  semula,
karensz benda tersebut telah mengalami " cerislanan

jangks wakIn vang periu diberi harga.d




3. FURGSI KREDIT

Fungsi pokcok dari kredit pada dasarnya azdalah nntuk

pemenuhan Jass pelayvanan Terhadap kebutuhan masyarskat (

L serve the society Y dsalam rangka mendorong dan

melan-
carkan perdagangan, produksi dan jasz - Jasa bahkan kon-
sumsi  vang kesemuanya itn ditujnkan untuk meningkatkan

taraf hidup manusis.

Fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian, perda-~

8angan dan keuangan dalam garis besarnya adalsh sebagai

berikut adslah

a. Kredit dapat meningkatkan utility ( daya guna )Ddari
uang.

Para penabung dapat menyimpan nangnva di bank dalam
bentuk gire, deposito atan tabpngan. Gleh pihak bank
nang ftersebut ditiﬂgkatkan davagunanva guna sustu
usaha peningkatan produktifitas.

Dengan demikian, dans di bank ( vang diperoleh dari
Lars penyimpan uang tidakiah idie ( diam ). tetapi dava
disalurksn unitnk wusahs - nsahs vang bermanfast, baik

bermanfazt bagi pengusahsa manpun bazl masvarakat.

b. Kredit weningkatkan utility ( dayvaguna ) suatu barang.
Dengan modal/unang vang diperolsh melaluni  bantuan

srdift  bhank. seseorang prodasen dapat melalukan kegiatsn-

kegiatan senazai beriknt



- Mempreodusir bahsn mentah meniadi bahan jadi, sehingga
utilyty darl bahan tersebut meningkat.
- Memindahkan barang dari suatn tempat vang kegunaannva

Kurang ke tewmpat vang lebih bermanfaat.

c. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu litas uang.
Kredit vang disalurkan melalui rekening - rekening

koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran nuang

giral dan sejenisnya seperti chegune, giro bilyet, wesel

dan promes.

d. Bredit menimbulkan kegairahan berusaha masyvarakat.

Manusia meruvupakan mahlok vang selslu bernsaha untuk

memenuhi kebutuhannva dengan melakokan kegiatan - kegiatan
ekonomi. Akan tetapi peningkatan usaha dibidang ekonomi

tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannva.
Maka manusia selalu berusaha dengan segala daya untuk

memennhl HKekurangmampuannya dengan melakuhkan hubungan

dengan manusia  lain vang mempunval kKemawmouan. Secrang

cengusaha  sebhagel seorang manusia tidak  Tarlepas dari
kekurangmanpuzar tersebut. Kekurangmampuan secrzng pengusa-
na pads umamnyva adalah dibidang permodalasn. Jleh  karensa

akan =selaln berhubungan dengsr Bank untuk

pea
jy

itulsah,
nemperolen pantuan permodalan melaslul kredit guna mening-

watkan kegizzan usahanva. Bantuan kredit  van diterima
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e. Kredit sebagai salah satu alat stabilisasi ekonomi.

Dalam keadaan ekonomi vang kurang sehat, langkah-,

langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha

usaha untuk antara lain

- pengendalian inflasi.

- reningkatan ekspor

- rehabllitasi prasarans

=~ pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rokok rakvst

Untuk menekan arus inflasi dan terlebih lagi untuk usaha

pembangunan, maka kredit nemegang peransn yang penting.

f. Kredit sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan

nasional,

Para pengusaha yang memperoleh kredit dari bank tentu

saja akan berusahsa dengan segenap kemampuan untuk

meningkatkan dan mwengembangkan kegiatan usahanva.

Peningkatan dan pengembangan usaha berarti akan mening-

katkan profit atau keuntungan. Apabila keuntungan ini

secara kumulatif dikembangkan lagi, dalam arti dikem-

baliksn k= dalam struktur permodalan, maka peningkatan

akan berlangsung secara terus menerus. Dengan earnings

( vpendzpatan ) yang terus meningkst, berarti pajak

perusahaan yang masuk sebagai pendapatan negarapun zkan

terus bertambah. Di lain pihak kredit vasng disslurkan

untuk merangsang pertambshan kegiatan ekspor akan

menghasilxan pertambahan devisa bagi negara. Sebaliknvs

dengan sezakin efektifnys kegistan swasembada kebutunan
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pokok., berarti  akan menghemst deviss negara. Untuk
selanjntnya  keuangsan negara Lersebut dapat digunakan
untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan wusszha dibidang
kesejahteraan wumom atan sektor-sektor lazin vang lebih

berguna bagi masvarskat banvak.

g. EKredit sebagai alat hubungan ekonomi Internasional.

Pada masa sekarang ini Ranlk sebagal lembaga kredit
tidak =aja bergerak di dalam negeri, tetapi juga di luar
negeri. Ameriks Serikat sebagai negara vang telah sedemi-
kian majun sistim perbankannya telah melebarksan savap
rerbankannya keseluruh pelosok dunis, demikian pula dengan
beberapa negara maju lainnya.

Helalui bantuan kredit antar negara vang sering kali
dikenal dalam istilah kredit G to G { Government to gov-
ernment), maka tidak dapat diingkari bahws bubungan antara
negara pemberi kredit dan penerima kredit akan menjadi
semakin erst, terutams dibidanz ekonomi dan rerdagangan .
Bahkan keeratan hubungan antar negara vang bersanghkutan

bisa ditingkatkan dengan negars-negars lain, karenas nega-

ot

ra-negara berkembang skan terangka menjadi sederajat
dengan nedsra-negdars maju, sSehinggs mereka mampu melakokan
hubungan dengan negara-negara lzin secara labih baik.s

Sementara  itn nasyvarakat sebagal penvimpan dana

il
-1




mempunysl kepentingan vang sangat besar terhadap bank
kondisi ini disebabkan » karena sebagian besar dana vang
salurkan oleh bank dalam bentuk kredit adalah milikanya
Disamping itn dana vang disimpan masvarakat tersebut juga
dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pencari kredif,
sehingga dapat dikatakan ads beberapa wmanfast Kreditf

bagi masyvarakat, yaitu

a. Kredit dapat mendayagiinakan dana masyarakat.

Mendayagunakan dana masvarskat maksudnyva bahwa dengan
adanva kredit bank, maks dans mas&arakat vang «dihimpun
oleh bank mulsi rupiah terkecil vang tampaknva tidak
berdavaguna dapat disatukan dalam suatu Jjumlsh vang
mempu.memberikan modal bagi pengusaha vang bherpengala-~
man mengelolanysa.

Jika anggota masyvarakat menyimnpan uangnys dalam
celengan, maka simpanannya nmenjadi tidak berdava guna.
Sebaliknya penyiwmpan terkecilpun, iika Jumlah penvimpan
mencapal jumlah besar. Misalnya seorang meanyimpan hanva
Rp 100,00, Sedangkan jumlah penvimpan mencapal =ejuta
orang, maka terkumpullah dana sehesar Ep
1.0080.005.000,06. Sustu jumlah vang =angzt berdaya guna

untuk wme

=]

biayal suatu provek melslui kredit bank.

b. Kredit dapat meningkstkan taraf hidup rakvat.

Krediz bank dikatakan dapat meningkatksr taraf hidun

rakyat,. Yarena dengan kredit dapst mening-<aikan produk-
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81, misalnvsas
1), Meningkatkan ussahsz pengusahse keeoil,
Membilayvai pars prengusaha vang memiliki pengslaman

dan ketrampilan usahz, tetapi tidak memiliki modal

vang cukup. Sehingga perigusaha yang tadinya keeil
diharspkan dapat berkembang.
2). Menampung tenaga buruh,
Menampung tenaga buruh vang tadinva tidak berpeng-
hagilan, kini menjadi produktif dan berpenghasilan.
33y. Meningkatkan penijualan.

Fenjualan bahan bakn vang tadinyva dijual dsalam

Jumiah keeil kini memperoleh permintaan vang wmen-

ingkat .

¢. Kredit dapat menambah kesempatan kerja.

Kredit dapat menambah kesempatan keris. karena kredit
bank dapat menciptakan berbagai lapangan kerja. misalnya
rada sebuah psdesaan dengan hasil bumi vang sesungguhnvs

blsa dipasarkan ke Kots, apabila kepada pemuds setempat

diberikan kredit untuk ojek sepeda motor, maka akan timbo-

pd

ah efek ber

9]

nting. Adanya penampungan tenaga kerdis untuk
transpor, selanjutnya menimbulkan usaha bengkel, warung

azkan vang kesemuanya akan menampung tenaga keria.

d. Kredit bank dapsat menambah potensi masyarakat.

Kredis capat menambah potensi mssvaraka-. Jika masva-

b

o

kat terseshui adalsh produsen msks dengan kr2dit bhank ia
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dapat meninghkatksn proeduksinya. Jiks nasvarakat tersebut

adalah konsuman, maks dendan kredit bank dapst meningkat-
kan kemampuannva untuk melakukan pembelian atan menghon-
sumsi suatu barsng. Hal vang selanjutnya akan meningkatkan

produk=si karens meningkatnya permintaan terhadap barang

produksi.

e.Kredit bank dapat meningkatkan pola berpikir masyarakat.

Kredit bank dapat dikatakan dapat meningkatkan pola
berpikir masyarakat, karena dengan kredit maka anggotsa
masyarakat akan dapat memperoleh berbagai informasi. Hal
ini aksn terlihst pads kredit mahasiswa Indonesia  dan

kredit untuk sumber dava manusia lainnva.

f. Kredit dapat menambah pendapatan pemilik dana.

Kredit bank secars tidak langsung akan menambah
vendapatan pemilik dana, karens meningkatnva permintaan
akan kredit bararti akan meningkatkan rula kebutuhan bank
akan dana vang aksan dipinjamkan. Sedangkan 4i pihak lain
dans akan diberikan bungs kepada pemilile dans vang dapat

menambah pendapatannyva. 7

Selanjutnyva Xredit Perbanksn kepada dunia bisnis
dzpat dibedakan menjadi : Pertama Kredit Investasl vang

digunakan antok mewmbiavai modal Letap seperti peralatan

b



produksi, gedung, mesin-mesin dan berjangka waktu panjang
vaitu 3 tahun lebih, ataw untuk membiavsi rehabilitasi dan
ekspasi. EKedua, Eredit Eksplostasi vang digunakan untuk

membiayai kebutuhan dunia usaha akan modal kerja vaitu

untuk membiavai persediaan produk akhir, Dbarang dalanm

rroses produksi serts pilutang. Kredit eksploatasi ini
sudah dikenal seisk lama, yvaitu pada tahun 18580-an, sedan-
gaan kredlt investasi baru dikenal mulai tahun 1963 bersas-
maan dengan dimulainya Repelita I sebagai penunjang pro-

gram indunstriaslisasi yang mulai dilancarkan. 8

B. PENILATAN KREDIT

Di dalam pembérian kredit oleh bank, bank dituntnt
agar dapat'memperoleh memperoleh kevakinan tentang kemam-
puan nasabah untuk mengembalikan kredif tersebut sesnai
dengan vang diatur dalam pasal 8 UUP 1992.

Tuntuntan terhadap bank tersebut meruvakan prinsip
kehatian - hatian yang harus diperhatikan olesh pihak bank.
hal ini sangat penting karena kredit vang diberiken oleh
hank mengandung resiko.

Selaniuinvs dalam penielasan pasal & UUJP 1892
disebutkan bahwa bank harus wemperhatizan ssss-asas
vperkreditan vang sehst., artinya bank harus mempunvai
hevakinan aian kemawpuan debitur untuk melurzsi huatancnva.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sereluim menberi-

. Prabs Fatian
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kan kredit. bank harus melakukan penilaian

terhadap watalk, kemampuan, modal, agunan dan pProspek usaha

dari debitur.

Mengingat thahwa agunan  wmenjadi  salsh  saty unsur
Jaminan pemberian kredit, maka apabils berdasarkan unsur-
unsur lain telakh dapat diperoleh kevakinan atss kemampnan
debitur mengembsalikan hutangnyva, sgunan dapat hanva berups
barang, prospek usaha.atau hak tagih yang dibiayai dengsan
kredit wvyang bersangkutan, tanah vang kepémilikannya dida-
sarkan pada hukum adat dapat digunsksan sebagai agunan,

Bank tidak waiib meminta aguanan berupa barang vang
tidak berkaitan langsung dengsan obiek yang dibiayai, yang
lazim dikenal dengan " agunan tambahan "

Tujinan diadakannya penilaian kredit adalah agar
kredit yang aksn diberikan selalu mewmperhatikan dan memnp-
ertimbangkan hal-hal sebagai beriknt - g.

a. Reamanan kredit ( safety 3,
artinva harus benar-benar divakini bahwa kredit terse-
but dapst dilunssi kembsli.

b. Terarahnva tujuan penggunsan kredit (  Suitability 7,
vaitu bahwa kredit aksn digunakan nntuk tujuan vang
sejalan dengan kepentingan masyarakst acau sekurang-
karangva tidak bertentangan dengan peraturan vang

berlaku.

¢. Menguntunzkan ( Provitable ) baik bagi Bank sendiri

pouars gan o Hank. hell 10T

vang seksama i




berups  penghasilan bunga maupun bagi nasabah, wvaitn

berupz keuntungan dan makin berkembansnya usaha.

Penilainan kredit vang demikian hanva mungkin dilakoy-
kan apabila tersedia informasi dan data vang cukup, se-
hingga dapat diteliti kemampuan menejemen, likuiditas
efektifitas, fentabilitas dasn gebagainva.

Ada beberapa prinsip penilaian kredit vaitn pringip”
5 C of credit” dan " 4P . Prinsip 5C terdiri dari Charac-
ter, Capacity, Capital, Collateral dan Condition of Econo-

my. Sedangkan prinsip 4 F adalsh Personality, Purpose,

Frospect dan Pavment .
Prinsip 5 C of Credit
Character ( Watak )

Character sdalah kepribadian, sifat. moral dari orang
atau pengussha yvang memints kredit, apakah ia sekiranva
dapat mengembalikan kreditnva. Watak itu bisa baik jelek.
dan  bahkan adas terletak diantara baik dsn jelek itu.
Dengan kata lain, watak pada hakekstnya werurakan keselu-
ruhan dari tanggung Jjawab moral, kediuiuran. dasn  kKetulusan
asti,

1

Menentukan dan mengukur character shta: watak s

fe1]

SGC’—

]

rang pemints kredit secara wmeyakinkan dan akurat  tentunva

. - -

gangzat  sulit. kalan tidak mungkin ¢ iwpessizla 3. as

e

jid

o

on
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biasanvs dapat dilihat atan diprediksikan dari penampilan

dan  tontur kata, dan penampilan serta tutur kats itn

sen-
diri dapat merupakan suztu tipuan. Pribadi dari peminta
kredit dan nama di dunia nsaha khususnya vang berkenaan

dengan sifat vang sebenarnva dsn pelaksanasan Eanggung
Jawab dari perusshaan, harus diteliti. Rehidupan dan

kebiasannva, pergaulan dan kegistan diluar harus diamati

seb

o

231 petunjivk mengenai watak dari vang bersangkntan.
Ciri-ciri vang menuniunkkan adanya watak yang kurang baik,
seperti pemabok, penjudi, dan nama vang tidak baik di
dunia perdagangan harus dapat diungkspkan secara tuntas
welalul penelitian vang sekssms .

Data vang menvangkut watsk dari peminta kredift seper-
Tl disftas harus dianalisis oleh plhak bank czngan seksama

dsn  penuh kewaspadasn, karsns sekecil apsoun ciri-ci

e

:I
<

vang menuniukkkan adanya watak vang lkurang haik dari

=

peminta  kr

i)

dit tetap mempengaruhi lancarnys pengembslian
kredit vyanz diambilnva. Watak atan tabiaf ini wmerupakan
dagsar penilaian utama bagi pihak bank dalsm mewmberikan

“redit hepad

Wit

peminta kredit ( calon nasabar 3.

Capacity ( Eemampuan )

(W

capaciTy ¢ kemswpnan ) adslah kKemampnar untnk memin-

n

pin  usahanva, mengelola perussahaan dengan t3ik, sehinggs

tidak aksn mendspat kesulitan bahlan akan Dsndapat keun-




Nagabah vang mempunvai charakter ( watak Y baik tentu
akan mengerti dan memahami kewajibannya untuk membavar
kembali utangnva kepadé pihak bank, apabila hal itu memang
dapat dan mampu untuk dilakukan. Oleh karena itulah., maka
analis kredit sebaiknya mengetahui apakah calon nasabahnva
mempunyal kemampusn untuk memimpin atsn mengelcla perusa-
haannva dengan baik stan tidak, sehingga bank dapat
memperkirakan juga apakah calon nasabah tersebnt ‘nantinvya
bisa membavar kembsli utangnys dengan baik atau tidak.

Pendidikan, 1latihan, pengalaman serta ketrampilan
dalam mencapai kemajuan pendapatan untuk dapat menghidupi
perusahaan wmewpunyal kewampuan uantuk membavar kembali
utangnya. Umur, kesehatan, tanggung jawsb pribadi, dan
stabilitas pekerjaan sebenarnya merupakan faktor penting
kedua, namun sebsiknva jugs dipertimbanghkan dalam mengeva~
lussi terhadap kewmampuan peminta kredit.

Disamping itu. kemampuan dari peminta kredit mungkin

inga dipengarnhi oleh kebijaksanaan kepegawaian. Misalnva

[f

sgorang regawal mungkin tetap dibsvar ueahnvs selama

vegawat itu sakit.

Capital ( Modal )

Capitzl ialah wmodal vang dimiiiki oleh czminta  krad-

o

tt, maka daril itu untuk memperbessar usahanvs ia  membutuh-

7

szt krediz sebsgai wmodal tambahan. Bank haros menvelidiki

o]
~

o

g kakh 2rar ia membotubiban bartuan untuk 17w dan dengan




modal sendiri apakah mampn untuk mengatasi kesulitan vang

. akan terjadi.

Modal dalam perusahaan merupakan suatu investasi agar

supaya perusahsan itu dapat berjalan dengan baik dan dapat

memperoleh keuntungan. Apabila modal vang tertanam dalam

perusahaan merupakan persediaan atauy piutang dagang, maka
Kepala Bagian Kredit harus memperhatikan apakah persediaan
barang i1tu merupakan persediaan vang mudah dijusl atan
penagihan pintang dagang itu merupakan pivutang vang mudah
ditagih. Apabila aktiva itu berupa tanah milik dan per-
lengkapan_ vang dijadikan sebagsi agunan, maks aktiva
itulah yang pertsma harus dipertimbangkan.

Dalam melakukan evaluasi resiko, penilaian terhadap
modal adalah terbatas terhadap uang yang tersedia pada
debitur. Pada perusahazn vang berbentuk PT. openilaian
modal terbatas pads aktiva sebenarnya yang ada pads peruy-
sahaan, termasuk juga penyertaan oleh remegang saham.
Sedangkan untuk perusahaan perorangan, penilaian terhadap
modal itu termasuk jugs terhadap kekayaan pribadi dari
pemilik perusahaan, karena untuk perusahsan ini tidak ada

pemisahan kekavaan.
Collateral ( Agunan )
Collsteral adalsh sgunan aps vyang dimikili ol=h

peminta kr2dit atas kredit yang dibutuhkan suna pelunasan-

nya. Bank harug menilail hargs jual dari agunan itu secara




seksama.  Jangdan sampai bank akan ruagi dalam welaksanakan
peninalan atau eksekusi terhadap sgunan itu.

Agunan disini dapat dibedakan manjadl agunar pokok
dan agunan tambahsan. Agunan pokok adslah sgunan vang
pengadaannva bersumber dari dana kredit bank. seperti
barang, provek, atau hak tagih. Agunsn pokok ini bersifat
wajib dan merupakan sumber utama pembavaran kembsli kred-
itnyva, apabila terjadi kegagalan kredit di kemudian hari.
Sedangkan agunan tambshan adslah agunan lainnva vang ticak
Lermasuk agunan pokok, seperti surat berhargz dan gsaransi
risiko.

Agunan  ini dimaksudksn agar supava pihak debitur
Lerikat untuk memenuhi kewajibannya, vaitu membavar ntang-
nya seczra Laratur dan tepat wakin, apabila ia tidak ingin
benda agunannya disita oleh bank untuk memenuhi pembavaran
nutangnya. Dengan demikian dapatf dikstakan bahwa bends
agunan ity sebagdal pengaman bagi hank apsbila debitur (
nasabah ) tidak bhersedis memenuhi kewaiiban untuk pembaya-
ran hutangnys.

Apabila dari penilaian unsur-unswr 5.C lainnyva diluar
agunan, bank telah mendapatkan kevakinan bahwa lkreditur
akan sanggup membayvar kembali kreditnva,. maka ungsur agunan

dapat berups agunan pokok sada.

Condition of Economy
Conditicon of Eeconowmy adalah  keadas: perekonomian

dalam  kurun wakin ftertentn vang aksn wmewperzaruvhi  kredic
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vang diminta oleh pengusaha, sehinggds kredit itu

dapat
dikembalikan dengan baik.
Keadaan perekonomian adalsh situasi dan kondisi

ekonomi vang dapat mempengaruhl pengusahs, misalnva
tingkat iﬂflasi vang melambung tinggi, terijadinva fluoktua-
si harda komoditi tertentu, resesi ekononmi vang terjadi
karena sitnasi dalsw wmaupun luar negeri, dan sebab - gebab
lain yvang bisa terjiadi pada setlap saat.

Perkiraan terhadap kondisi ekononmi vang baik sering-
kali mempunvai kecenderungan dalam pemberian kredit vang
tidak bijaksanas.

Sementara itu kondisi ekonomi yang kurang menvenang-
kar merupaksn reaksi dasri Kepala Bagian - Kredit. HNamun
tetap harus diingat bahws kondisi ekononmi vang baik itu

mungkin s

0

Ja didasarkan atas data yang akurat stany penaf-

siran vang Kesliru akan dats tersebnt.l0

Agar bank atau pewmberi krediif jangan sampal rugi,
waka bank harus menvelidiki sebaik-baiknva unsur-nnsiur g.C
ftersebut, dan keadsan dari pemints kredit. Hal itw wmntlak

harus dilskukan untuk mencegah resiko vanz terjadi di

kemadian hari vang disebut kredit macet. 11
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Sedangkan prinsip penilaiasn kredit vang lainnva

adalah menggunakan Prinsip 4 P vang terdiri atas

Personality

Personality adalsh penilaian pihak bank dengan cara
mencari data tentang kepribadian =i pemahonfpeminjam}
antara lain riwavat hidupnys, misalnys yvang menyanghknt
kelahirannya, pendidikannysa, pengalamannya dalam usaha,
perganlannva dalam masvarakat, dan sebagainya. hal ini
dianggsp vpenting untuk menentukan persetujuan  kredit,
misalnya pemochon/peminiam dikenal sebagai penjudi kawakan

atau penvelundup kelas kakap., v

s

n

L]

hingga sskarang belum
berubah perilakunva itun, waks sangat sulit bagi yang

bergsangkutan untuk diterimsa permohonan krediftnys.

Purpose

Paurpose adalah penilaian pihak  bank dengan cara

mencari data tentang tujuan atan penggunaan =redit terse-—

£

but sesuai line of business kredit bank vang bersanghkutan.

Prospect

Prospect adalah penilaian pihak bank dengan cars
nengadakan anslisis vang cermat ftentang bentuk usaha VAng
'akan dilakvoksn oleh pewchon kredit, apakan ussha vang
demikian dimasa vang akan datang mempunvai wmazsa depan vang

cerah balk ditinjsn dari  keasdaan perkembznazan ekonoms

maupun kekustan perusahasn tersebnt.

Tt
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Pavment

Payment adalah penilaian pihak bsank untuk mengetahui
dengan Jjelas kewmampuan dari pemohon kredit untuk mengemn-
balikan piniaman tersebut ditinjaun dari waktn rengembalian

serta Jjumlah vang hafus dikembalikan.12
C. BANK SEBAGATI LEMBAGA PENYALUR KREDIT.

1. Pengertian Bank

Szlah satu lembags keuangan ysng terpenting dalanm
masyvarakat adslah bank. Perkataan bank dalam kehidupan
senari-hari bukanlak merupakan hal vang asing lagi. Bank
tidak hanya menjadi sahabat masyarakat perkotaan, tetapi
pada saat ini juga menjadi sahabat masysrakst pedesaan.

Beberapa pengertian tentang bank telah dikemukaan
baik oleh para 2ahli maupun menarut ketentuan undang-

undang. dimans dari beberapa pengertian itu terdsapat satuy

Ll

engertian vang sama  khususnya vang berkaitan dengan
adanyva suatu badan yang usahanva ferntama wmemberilan
Kredit, baik dengan rodalnva sendiril maupun dengan mocal
pihak lain. 13

Menurut Macleod dalam bukunya The Theory and practice

of Bangking . bankir adalah seorang pengusaba vang membeli

R T . 1 I 1 OrTS_LTIT
=r Hubum Perbankan, Bandung, Mandar Haju, Hal L3013
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uang dan pinjaman dengan cara menciptakan pinjawan lain-
nya. Sedangkan menurut Peorwodarminto dalam bukunya Kamns
Umum Bahasa Indonesia : Bank adalah vayasan Keuangan vang
mengurus  simpan pinjam, pinjam meminjam nang . Perbankan
ialah segala sesuatu mengenai bank.

Kemudian undang - undang vang lams maupur vang baru
pergertian bank pads pokoknvs sama, hanya bedanva dalam
Undang - Undang Perbankan 1892 menghilangkan kedudukannya
sebagal lembaga keuangan dan digsnti dengan badan ussaha.
Sehingga arah usahanya lebih jelss dari pada pengertian
vang dirumuskan dalam undang undang perbankan vang lalu.

Pengertian bank yang térdapat dalam pasal 1 angka 1
UUFP 1992 adalah badsn usaha vang wenghimpun dana dari
nasvarakat dalam bentuk simpsnsn, dan menyalurkannva
kepadas masvarakat dalan rangka wmeninzgkatkan taraf
nidup rakyat banysk. Perubahan istilah lembaga Kkeuangan
menjadl badan usaha ini  dimaksudkan agar lembags perban-
kan  inl lebih profesional lagi dalam mengelols usaha
cerputaran vang darl dan ke masvarakat.

Berpijak dari pengertian - pengertian diatas makza

kita dapat menvimpulkan bahwa hukum perbanksan padsa
dasarnya marupakan serangkalan kaidah - kaidah vang menga-
tur tentang badan usaha perbankan dan kaidah - haidan

tergebut adalah baik vang terdapat dalam bfokum  positif

naupun daliam vraktek perbankan.
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W Higior g, 1950

Jenis dan Fungsi Bank

Berdasarkan fungsinya bank dibedakan menjadi

Bank Sentral,

vaitu bank Indonesia Sebagaimana dimaksud dalan uu
No.13 Tahun 18BS.

Bank Umun,

yaitu bank yang dapat memberikan jassa dalam lalu lintas
pewmbayaran.

Bank Perkreditan Rakyat,

vaitu _bank vang dapat menerima simpanan hanva dalan
bentuk devosito berjangks, tabungan dan atau lainnva
vang disamakan dengan itu.

Bank Ymum vang mengkhususkan diri  nantuk nelaksanakan
kegistan fertentn atan memberikan perhatian vyang lebih
besar kepada kegiatan tertentu.

Hal tersebut dimongkinkan oleh ketentnan Pasal 5 ayat (
2 ) UUF 189Z. Yang dimaksud dengan mengkhususkan diri
untuk welaksanakan kegiatan tertentu sdslah, antara
lain melaksanakan kegiatan pewbiayazn jangkas paniang,
pembiayaan untuk mengembangkan kopersasi, pengembangan
pengusahs golongan ekonomi lemsh/pengusaha kecil.
pengembangzan ekspor non migas dan pengembangsn pemban-—

gunan perunshan. 14




Sementaraz itn ditinjau secars umum bank dalam melak-

sanakan kegiatannva mempunyai fungsi

Sebagai pencipta uang

Dalam kaitannya dengan penciptaan uang, bsank dapat

dibedakan atag:

1. Bahk
apabila ia dapat menciptakan nang.

2. Bank Sekunder,
adalsh bank yang tidsak dapat menciptakan uang dan
dalam kegisataanva ia berfungsi sebagai perantara

dalam perkreditan, misalnya bank tabungan. bank

hipotik.

Sebagal penampung uang masyarsakat.

-

Sebagai rpenampung uwang masvarakat, bank melakuokan
operasi perkreditan pasif artinys bank menerims  dana

dari pihsak luar terutama dari masvarakarn.
Sebagai penyalur uvang ke masyarakat.

Dalam hal ini bank melaksasnakan operasi perkreditan
aktif. Modal vang berazal dari simpanan wasvarakst dan

stan dari pihak lainnya disalurkan oleh ©ank kepada

B3




pihak-pihak yang membutuhkan berupa pemberisn kredit.

Sementasra itu pada suatu negara yang perekonomiannya

telah maju dalam hal welaksanakan Kkegistan perberian

kredit, maka dalam lalu lintas pembanyvaran bank mempunyal

fungsi sebagai

1.

[aN]

3P

Penyalur,

vaitu bank menyalurkan dans yvang diterima dan disalur-
kan kepada pihask-pihak vang membutuhkan. Fungsi ini
sangat penting artinya bagi pars pengusaha vang membu-
tuhkan modal.

Penertib,

vaitu bank menertibkan lalu lintas pembayvaran dan
peredaran barang. Apabila terjadi kemacetan pembayaran
dalam suatu sektor perekonomian, maka bank dapat mem-
bantu untuk mengatasi kemacetan itu dengan dana vang
dimilikinva.

Pengawas,

vaity bank mengawasi pewmberian kredit baik ditinjau
dari jumlah kredit maupun sektor-sektor penerima Kred-
it. Jumlah kredit yang dikeluarkan bank dapat mempenga-
rahi  likuiditas bank. Demikian pula pényalahgunaan

kredit juga dapat merungikan bank.

Pembimbing,
vaitu bank membimbing penerima kredit agary dapat
mempergunakan kredit sesuail dengan tujusnnyva. Dengan

G4
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berhasilnya usaha penerima kredit berarti kredit vang
diperoleh dari bank dapat dikembalikan.

5. Pusat kegiatan,
vaitu bank menjadi pusat kégiatan dalam transsksi

pembayaran dan peredarsn nang.

3. Usaha Bank

Menurnt ketentuan UU no. 7 Tahun 1992 tentang Perban-
kan disebutkan bsahwa setiap pihak vang melakukan kegiatan
menghimpup dana dari masysrakat dalam bentuk simpanan
berupa giro. deposito berjangka, tabungan dan atau lainnvsa
vang dipersamaksan déngan itn, wajib terlebih dahulu mempe-—
roleh 1jin usaha sebagsi Bank Uwmum atau Bank Perkreditan
Rekyat dari Menteri, kecuasli apabila kegiatan menghimpun
dana dari masyvarakat diﬁaksud diatur dengan undang -
undang sendiri ( Pasal 16 syat 1 ).

D1 dalam Undang - Udang Perbankan vang baru ini usaha

bank dibedakan menjadi 2 jenis Bank , vaitnu

1. Bank Umum
Usaha Bank Umum diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Un-
dang-Undang Ferbankan 1992, dimana usaha - usahanva adalah

sebagalil berikut

Usaha Pokok

ot

a. Menghimpun dana dari masvarzkat dslam bentuk
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simpanan berupa : giro, deposito berjangka, sertifi-

kat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang

dipersamakan dengan itu.

Memberikan kredit

Menerbitkan surat pengakuan hutang.

Membell, menjual atan menjamin atas resiko sendiri

maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabah-

nya A

- Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi
oleh bank yang masa berlakunya tidsk lebih lama
dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat
dimaksud.

- Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnva
vang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebia-
saan dalam perdagangan surat-surat dimaksod.

- Kertas Perbendaharasn WHegara dan Surat Jaminan
Pemerintah

- Sertifikat Bank Indonesia ( SBI »

- Obligasi

- Surat dagang berjsngka waktu sampai dengan 1 (
satuy ) fahun.

- Instrumen surat berharga lain yvang jangka wsktunya
sampal dengan 1 ( satu ) tahun.

Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri

maupun kepentinéan nasabah.

Henempatkan danz pada , meminjsm dana dari/ atan

meminiamkan dana Lkepada pihak lain baik depgan

[¢2]
[o2]




E.

jmp

)

=

menggunakan surat, sarana telekomunikasi fmaupun
dengan wesel unjuk, cek atau sarans lainnvya.
Menerima pembayaran dari tagihan atas surat b%rharga
dan melakukan perhitungan dengan stau antaré pihak
ketiga.

Menyediakan tempat untuk menyimpan barang ataﬁ surat

berharga.

Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingaﬁ pihak

lain berdasarkan suatu kontrak.
Melakunkan penempatan dans dari nasabah kepadaé nasa-
bah lainnya dalam bentuk surat befharga yang? tidak
tercatat di Bursa Efek,

Membeli melaluil pelelangan sgunan baik semua émaupun
sebagian dalam hal debitur tak wemenuhi kewajibannya
kepada bank, dengan ketentuan agunan vang dibeli
wajib dicairkan ssecepatnya.

Melakukan kegiatan pintang, usaha kartu kredét dan
“kegiatan wall amsnat. . E
Menyediskan pembiayazn bagi nasabah berdésarkan
prinsip bagi hasil sesusil dengan ketentuaﬁ vang
ditetapksn dalam Peraturan Pemerintsh.

Helakunkasn kegiatan lain vang lazim dilakukaé aleh
bank -sepanjang tidak bertentangan dengan Qndang—
undang ini dan peraturan perundang—undangaj vang

herlakn. ' i
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Usaha Tambsahan

a. Melakukan kegiatan dslam valuta asing dengan meme-
nuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

b. Melaskukan kegiatan penvertasan modal pada bank atau
perusahaan 1lain dibidang keuangan, seperti sewa
gudang usaha, Modal ventura, perusahaan efek asuran-
si, serta lembaga kliring penyelesaian daﬁ penyimpa-
nan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan . oleh
Bank Indonesia:

c. Melakukan kegiatan penyvertaan modal sementara untuk
mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat
harus menarik kembali penyvertasnnya dengan memenuhi
ketentuan vang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

d. Bertindak sebagsai pendiri dana pensiun dan pengurus
dana pensiun sesual dengan ketentuan dalam peraturan

perundang-undangan dana pensiun vang berlaku.

Terhadap aktifitas usaha bank umum ini terdapat
pembatasan sataun pelarangan yang diatur dalam pasal 10 UU
Perbankan 1982, ysitu
a. Melakukan penyertasn modal, kecnali sebagimana dimaksuad

dalam pasal 7 huruf b dan c;

b. Melakukan usaha perasuransian;

o]

Melakukan usaha lain diluar kegiatan usahs sebagaimansa

dimaksud dalam pasal B dan pasal 7.
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Dalam hal pemberisn kredit oleh Bank Umum, menurnt
pasal 11 DY no 7 Tahun 1992 juga diatur mengenai ketentuan
pembatasan yaitn ‘
1. Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas
maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, penempatan.
investasi surat berharga, atan hal lain vang serupa
vang dapat dilakukan oleh bank kepads pemimpin atan
sekelompok peminjam vang terksaif, termasuk kepada
perusahaan-perusahaan.. dslam kelompok vang sama dengan
bank yang berssnghkutan.

Z. Bstas wmaksimom sebagaimana dimaksud dalam avat 1 tidak
boleh wmelebihi 30 % ( tiga puluh perseratus 3 dari
modal bank vang sesuai dengan ketentunan vyang ditetapkan

olen Bank Indonesia.

[y}

Bank Indonesila mnenetapksn ketentuan mengenai batas
maksimum pemberiﬁn kredit, pemberian Jaminan peﬁempatan
investasi surat berharga, atas hal lain yang serupa
vang dapat dilakukan oleh bank kepada

a. pemegang Ssham yvang memiliki modal 10 % atau lebih

dari modal disetor bank.

fard

o. an a3 dewan komisaris

3,

=

o, anggota direksi:

d. keluarga dari pihak sebagsimsna dimaksud huruf a.b,
[

e. peisbat bank lainnva

f. perusahzan - perusshaan yang didalamnnva ferdapat

kepentingan dari pihak-pihak sebagaimans dimaksud
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dalam huruf a, b, ¢, d dan e.

Patas maksimum sebasgaimana dimaksud dalsm avat 3  tidak

n

boleh melebihi 10 % dari modal bank vang sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia;

Pelaksanaan ketentuan sebagimana dimsksud dalam avat 1
dan ayat 3 wajib dilaporksan sesuai dengan ketentuan

vang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bank Perkreditan Rakyvat ( BPR )

Usaha Bank Perkreditan Rakvat Menurut ketentuan passl

13 U ‘Ho. 1982 tentang Perbankan . vang meliputi kegiatan

vl

kegliatan sebagal berikut

Menghiwpun dans dari wmasyarakat dalam bentnk simpanan
berupa deposgito berjangka, tabungan dan atan hentuk
lainnya vang dipersamakan dengan itu.

Memberi kredit.

Henvediakan pewbiavaan bagi nasabah berdasarkan prinsip
bagli hasil sesual dengan ketentuan vang ditetapkan
dalam Peraturan Pemerintah;

Menempatkan dananva dalam bentuk sertifikat bank Indo-
nesizs ( 5BI ), deposito berjangks, sertifikat deposito

dan atan tabungsn pada bank lain.
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Sementara itu menurut ketentuan pasal 14 UL Perbankan

1992, Bank Perkreditan Rakyat ( BPR ) dilarang

2. Menerima simpanan berupa girc dan ikut serta dalam laly
lintas pembayaran;

b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuts asing;

. Melakukan penyertaan modal;

d. melakukan usaha perasuransian:

]

Melakuhkan wusahs diluar kegistan usaha sebagaimans

dimaksud dalam pasal 13.

Larangan ini dimsksudkan untuk menyesnaikan dengan
kegiatan wusaha Bank Perkreditan Rakyat vang tferutama
ditujnkan untuk melsyani usaha usaha kecil dan wmasysrakat
di daerah pedesaan. Unituk itu jenis-jenis pelayanzan vang
dapat diberikan Bank Perkreditan Rakyat disesuaikan dengan
maksud tersebut.

Berkaitan dengan pewberian kredit, pemberian Jjaminan,
renempatan  invegtasi  surat berhargs, atsu  hal-hal lain
vang serupa, berlaku jugs ketentuan seperti Bank Umum.

Sementara itu menurut pasal b Surat Keputusan Menteri
Keuangaﬁ Republik Indonesia No. 108B4/KMK.0D0/18988 tentang
Fendirian dan Uasshsa Bank Perkreditan Rakyat tugas pokok
tank Ferkreditan Rakyat adalszsh
a. Menghimpun dana masvarakat dalam bentubl simoanan herapsa

deposito beriangka dan Labungan dsn tak bolsh menerins

giro.

4




b. Memberi kredit bagi pengusaha kecil dan stau masvarakat
pedesszan.

Dari tugas pokok Bank Perkreditan Rakyat tersebut
diatas dapat disimpulkan bshwa fungsi dan persnan BPR
diarahkan untuk menunjang pertumbuhan dan. modernisasi
ekonomi pedesaan serta untuk menghfangi praktek ijon dari

para pelepas usng ( rentenir).
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D. Perjanjian Kredit dan Upaya Pengamanannya

Di dalam UU Perbankan tahun 1987 maupun di dalam UU.
No 2 tahun 1992 tentang Perbanksan tidak terdapat ketentuan
tentang perjaniian kredit bank.

Istilah perjanjian kredit ditemukan dalam Instruksi
Pemerintah, vyang ditwnjukasn kepads masyarakat bank. Di
dalam Instruksi Pemerintsh tersebut di instruksikan bahwa
dalam mewmberikan kredit bentuk apapun, bank-bank wajib
mempergunakan " Akad Perjanjian Kredit ", instrukei demi-
kian dimuat dalam Instruksi Presedinm Kabinet No.
15/EKA/10/1988 yo surat Edaran Bank.Negara Indonesia Unit
1 No.Z/SSé/UPK/PembflSBB dan Surast Edsran Bank Negara
Indonesia No.2/643/UPK/Pemb/1956 tentang Pedoman Kebiiakan
di Bidang Perkreditan.

Sedangkan menurnt hukum perdata Indoneczis perjanjiian
kredit adalah sslah satu dari bentuk perianjian pinjsam
meminjam sebagaimana distur dalasm kitab Undang Undang
Hukum Perdata ( KUH Perdata ) pada pasal 1754 sampai
dengan 1789.

Dengan dewikian pembuatan suatn perianiian kredit
dapat mendasarkan kepada ketentnan-ketentuan vang ada pada
RUH Perdata, tetapi dspat pula berdasarkan kesepakatan
diantars para pihak, artinva dalam hal-hal ketentuan vang
memalksa maks harus sesnal dengsn ketentusn vang  tereantum
dalam KUH Perdats tersebut, sedangkan dalsm hal ketentuan

vang tidak memaksas diserahkan kepada para pihak.




Marheinis Abdul Hay berpendapat bahwa ketentuan pada
pasal 1754 KUH Perdata tentang perjanjian pinjam pengganti
mempunyai pengertian yang identik dengan perjanjian kredit
bank yaitu bahwa :15

Perjanjian piniam pengganti ialah persetuiuan dengan
mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang.
lain suatu jumlah tertenty barang-barang yang mengha-
bis karena pemakaian, dengan syarat bhahwa pihalk yang
belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama

dari macam dan keadaan yang sama pula,

Sementara itu Prof Wiryvono Projodikoro menafsirkan
bahwa ketentuan terdapat pada pasal 1754 RUHPerdata itu
adalah sebagal persetuivnan yang bersifat " riil . Hal
ini dapat dimaklumi., oleh karensa pasal 1Y54 tidak menye-
butkan bahwa rpihak Pertama " mengikstkan diri untuk
memberikan "  suatu jumlah tertentu barang;barang vang
menghabis, melainkan bahwa pihak ke 1 " memberikan * sustn
jumlah tertentu barang - bharang vang menghabis karens
remakaian. 18

Apabila kedua pendapat diatss dihubungksn maka seba-
€al konsekwsnsl logisnyva bahwa perjaniisn 4redit bank

adalah bersifat riil.

2
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Belanjutnya Prof. Mariam Darus Badrulzaman berpenda-

pat bahwa perjanjian kredit bank adalah perjanjian penda-~

huluan dari penyerahan usng . Perjanjian pendahuluan ini
merupakan hasil permufakatan antars pemberi dan penerima
pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum hukumn antara
keduanys. Perjsnjian ini bersifat konsensuil obligatoir
dan penverahan wangnva sendiri bersifat riil. Jadi pada
saat penverahan unang dilakukan, barulah berlaky ketentuan
vang dituangkan dslam model perjaniian kredit pada kedua
belsh pihak .17

Perjanjian kredit dimaksudkan sebagail pedoman dan
alat stsbilisator dasri kelancaran serta kepastian bagi
pikak perbankan dan debitur secafa proporsicnal terutama
untuk menunjang sikap pembangunan. Oleh karena itu perian-
jian kredit ini perln mendapst perhatisn vang khusws baik
cleh bank sebagai kreditur msupun oleh nasabah sebagai
debitur, karena perjanjian kredit mewpunyai fungsi vang
sangat penting dalam pemberian, pengelolaan maupun penats-—
laksanaan kredit itu sendiri.

Beberapa fungsi dari perjanjiian kredit wenurut Ch.

22

Gatot Wardoveo adalah 1
1. Perjaniian kredift berfungsi sebsgai perianiian pokok,

artinyva perianilan kredit merupskasn sesusiv yang mensan-

tukan Dbatal, atau tidak batalnya perjanjian lain vyang

v bregit fonk, Bantumg, Alwemi, hel 28,

il Perjaniian fyedit Bank, hal 42

~
an




mengikutinya, misalnva rerianiian pengikatan jaminan.

0a

Ferjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai

batasan batasan hak d&n.kewajiban diatara kreditur dan

debitur.

3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melaku-
kan monitoring kredit.

Perjaniian kredit merupakan salah satu bagian yang
sangat strategis dalam kehidupan Perbankan. Hal itu dise-
babkan karena perjanjian kredit merupakan media persntara
plhak yang mempunyal kelebihan dana dengan pihak-pihak
yaﬁg kekurangan dan memerlukan dana. Disamping itn Juga
sepertl vang sudsh dibahas dimuka bshwa perijanjiian kredit
bank &adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan usngz.
Dimana perjanjian pendshulnan ini bersifat Konsensuil
Obligatoir. Sedangkan penyerahan uangnya sendiri bersifat
Ri11l artinya pada saat penverahan uang dilakukan barulah
berlaku ketentuzsn yang dituangkan dalam perjanjiian kredit.
Pembedaan ini mempunysai arti penting baik dari segil teori-
tis méupun dari segi praktis. Sebab kalau perjaniian
renverahan uang diandgsp keonsensuil, ssat berlakunvs
perjanjian kredit adalah pada saat ditandatanganinya
perjanjian Kredit. Hal ini dspat menimbulkan kerugian pads
nagsabsash penerima kredii, dalam 2 hal yaitu

a. Untuk agunan yang diikat padsa perianjisn kredit, maka

perjanjian Jaminan akan berlaku pada saat perjaniian

kredit dibuka, sedangkan pads ssat ity hotang belun

adz. Hal ini bertentangan dengan sifat accesolir prerjan-




Jian Jjaminan.

b. Kalau perjanjian kredit disertai bunga, maka bunga

diperhitungkan pada saat perjanjian kredit dibuka. Hal
ini Jjuga bertentangan dengan sifat perjanjian kredit
dalem aspeknya yang riil karena pada saat ity hutang
belum ada.19 -

Dengan ditandatanganinya perjanjian kredit tidak
berarti diiringi dengan penvershan uang dari pihak bank
kepada nasabah penerima kredit. Debitur tidak akan dapat
melakukan penarikan Kredit bila tidak ads pernyataan dari
bank bahws Debitur sudsh boleh menarik kreditnya.

Atas dasar kondisi diatss maka dapat dikatakan per-
janjian Kredit baru ads pads sast dilakukannya pencairan
kredit oleh pihak bank.

Perjanjian kredit acdalah perianiian vang prestasinva
adalah berbuat sesuatu ( Passl 1234 KUH Perdata ). Artinva
apabila didalam perjanjian berbuat sesustu pihak-pihak
tidak mewmenuhi kewajibannya, maka masing-masing pihak

berhak menuntut pemenuhan bszik disertai atau tanpa ganti

rugi, pembubaran baik disertail atau tanpa ganti rugi, atau-

ganti rudi saj=a.

Di dalam prakiek model-model perjaniian kredit mz-
nyimpang dari ajaran uznum KUH'Perdata tersebut, karana
umumnya Lerdapsal Klausuls yaitu jiks mesing-mssing pihak

tidak memsnuhi kewajiban, maka pemchon kredit tidak memp-




ergunakan kredit staupun karena sesustu hal sesuai dengan

penilaian pihak bank tidak menyerahkan nang

nva tidak saling mengadakan tuntutan.
Demikian pula mengenai bentuk dan materi perjanji-

an kredit antara satu bank dengan bank vang lainnva tidak-

lah sama hal tersebut disesurmikan dengan kebutuhannya

mnasing-masing.

Dengan demikian perjanjian kredit tersebut tidak
mempunyai bentuk vyang tertentu karena undang - undang
tidak menentukannyas tetapi lazimnya dalam praktek bentuk
dari perjanjian kredit adalahk secara tertulis.

Kondisi ini dapat dilihat dalsm praktsk bahwa pihak
bank telah menyediakan blangko/formulir perianjian kredit
vang isinva telah dipersiapkan terlebih dabhnlia.

Formulir ini disodorkan kepada setiap pemohon kredit
dan isinya tidak diperbincangkan melainkan setelash dibacsa
oleh pemohon, pihak bank hanyva meminta pendapat calon
nzsabah, apakah dapat wenerima syarst-syarat yang terdépat
dalam formulir itu atau tidak.

Sedangkan hal-hal yang kosong didalam formulir seper-
ti jumlah pinjamnan, besarnva bunga, tujuan pemakailan
kredit, dan jangka kredit adalah hal-hal vang tidak mung-
kin dilsi sebelum ads perzetuiuan dari kedua belah pihak.

Tsl perjanjian kredit wvang telah ditentukan terlebih
dahulu dalam sustu bhentuk tertentu. Perjaniian vang demi-
xian dapat dikataksn sebagai perjaniian baku atan perjan-—

jian standart atan Standard Contract

76

, maka keduawl




Beberapa ahli memberikan ﬁengertian tentang perjanji-

an baku, antara lain :20

1.

Hondius memberikan rumusan

"

perjanjian baku ialah konsep Janji-janji tertulis,

disusun tanps membicarskan isinya dan lazimnya dituang-

kan kedalam sejumlah tak terbatas perjaniian yang
sifatnya tertentu "

Drooglever Fortuin merumuskan

" Perjanjian bakn adﬁlah ﬁerjaﬁjian vang bagian isinya

vang penting dituangkan dalam susunan janii-janji

Jadi pada asasnya 1isi perjanjian vang dibakukan

adalah tetap dan tidak dapat diadakan perundingan lagi.

Inilah vang menimbulkan masalah bahwa kebebasan berkontrak

telah digerogoti dan akhirnya apakah masih dapat dikatakan

ada persesuaisn kehendak dari pihak-pihak vang seimbang

dalam perjanjian.Zl

Nienwenhuis mengemukakan ads dua slasan mengapa ada

perjanjian baku seperti yang dikntip Purwahid Patrik dalam

bahan penataran dosen hukum perdats pads tanggal 18 Juli -

28 Juli 1895

Ketentuan-Ketentunan hukum pelengkap vang menurut sifat-

nya adalah berlaku secara sangal umum

Perjanjian Jjual beli vang distur dalam KUHPerdata
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berlaku untuk semus perjanjian dimana pihak vang sato
untuk menverahkan barang dan pihak yang lain mewbayar
harga yvang telah disepakati ( Ps. 1457 3.

Hal ini tidak mengatur secars khusus untuk barang-
barang tertentu vang harus diserahkan oleh penijual.
Misalnva lemari es mewmpuvai svarat-syarat penverahan
vang alin dengan penverahan meja kursi.

maka dari itu dibutnhbkan pelengkap pada hukum pelengkap
tiu, peranan ini diizi oleh ‘perjaniisn baku, Jadi
wemerinci pelsksanssn  lebih lanjut  dari pada  huokomnm

pelengkap vang adsa.

i

(-

Tidak hanva wmelengkapi tetapi juga wmenvimpang dari
hukumn pelengkap. pengusaha vanz tidak senang terhadap
syvarat pernyvabaan lalai ¢ Ingebrekestelling prs 1234 3
dapat wembebaskan diri dari kewajiban itu dicantumkan
dzlam perianjian baku. 22

Masalah-masalah vyang dihadapi dalam penggunsan per-
Janjian bsku adalsh : perfams, wmengenszi kesbsshan dari
perjaniian baku, kedua sehnbungan dengan pemuatan kiansnl-
klausul atau ketentuan-ketentusn vang secara tidak wajar

sangal memberstkan bagi pihask lainnva.

o)
=
0
i

absahanr perjanjiian baku.

Mengenai |hkesbsahan perjanjian basku ada beberaps




pendapat vang dikemukakan. Sluijiter mengatakan perianiian
bakun bukan perjaniian , sebab kedudukan pengusaha itn
adalah seperti pembentuk undang-undang swasta. Sedangkan
Pitls menystakan bahwa perjasniian bakn sebagail perjanjian
rakss .23

Sementara itu sarisns yang bernams Stein berpendapat
bhahwa perjanjian baku dspsat diterims gsebagal perjaniian
perdasarkan fiksi adanya kewmauan dasn keperrcayaan vang
membangkitkan Kkepercayvaan bahwa para pihak mengikatkan

dirl pada perjznjizn itu. Jiks debitur wmenerima dokumen

it

.

rerisnjiian itu bersrti iz secara suka rala setuju pada isi

perianiian itun.24

n
@

Asgser Rutten mengataksn pula bahwa setiap orang vang
renandatanganl perjanilan bertanggung jawab pada isi  dan
aps  vang ditandatanganinva. Jadi jika sds orang vang
membubuhkan  tanda tangan pada suatu perianiian baky maks
tanda tangan 1tu wembangkithkan kepercaysan bahwa vang
hertanda tangan mengetahnl dsn menghendaki isi  formulir
vang ditandatanganinya.ZS'
dleh karena didalam perjanjian bakn bentuk dan isi

verjanjian dizentukan secara sepihak serta berlaku secara

memaksa  terhadap pihak lain, maks penggunszan perianjian
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inli tidak mengikuti asas Konsensualisme. Kata sepakat
sebagal salah satu syarat sahnya perjanjian dalam pasgl
1320 KUHPerdata dipandsng tidak ada. karena kata sepakat
diperoleh dengan paksaan ( Pasal 1321 EUHPerdats . Be-
hingga sebagziakibatnya perjanjian menjadi tidak zah, dan
dapsat dibatalkan.

Namun dalam prakteknya belum pernah terjadi perjanii-
an  kredit maupun perjaniian - perjanjisn lainnva vang
menggunakan perjanjian bsku dibatslkan, sehingga meskipun
dalam teori perjanjian itu tidak sah, Mkarens perjaniian
tidak dibatalkan, wmska perjanjiian meniadi tetar sah dan
mengikat kedua belah pihak serta dapat dilaksanakan.

Sehubungan dengan hsal tersebunt maka muncul pertanvaan
Kapan lahirnyvs perjanjian kredit 7 Menurnat Mgs Edv  Puatrs
Tie Aman perjanjian kredift barun lahir pada ssat dilskunkan-
ny% realisasi  kredit, kKarena setelah penandatanganan
perjanjian  kredit tidsk berarti akan disertai .dengan

realisasi kredit/pencairan kredit. 28

et

Perianiian Kredift terjadi psda sart pemochon  kredi

(%}
[}

menvatakan persetujuarmyva  setelah ia  memnpelajari i
perijanjian sebagimana  perjaniisn  baku yang disodorksan

roa-

[n1}

kepadanva. Disinilah basnk dan pemohon kredit telah
vai  kats sepakat baik berdasarkan tTeori lkepercavaasn  {

srtrouwenthasorie )y manpun Lteori penerimasn { ontvangstn-

-t
™

=0rie v, Jadi untuk melihat lahirnya perianiizmn  kredit

(7]

an ToETY Tinbauan Yuridis. Liberly, Yogyshariz, ral

a2




harus  kemball melihst kapan terjadinya ksta sepakat para
pihak.27

Bertitik tolak dari hal diatss maka keabsahan berla-
kunva perjaniian baku tidak parlu lagi dipersoalkan karena
perjdanjian baky eksistensinva sudah merupakan kenvataan

dan dipakal secars meluas dalam dunia bisnis

2. Pencantuman klausul-klausul vang memberatkan bagi pihak

lainnva.

Masalah fmkum kedus yang tevpenting berkénaan‘ dengan
perjaniian bakn adalsh berkaitan dengan pencantuman klau-
sul  vang memberatkan pihak lainnys. Istilah vang dipakai
adalah vyang disebut sebagai Klausul Eksemsi atau menurct
Mariam Dazrus disebuf sebagai Klausula Eksenorasi vang
digunaskan sebagai terjemahan dari istilah Exenaratie
Clansule vang dipakai dalam Bahasa Belanda.

Yang dimaksud dengan klausula eksemsi adalah apa vang
menurnt Mariam Darus disebut sebagai klavenla vang berisi
pembatagsan pertanggungan Jjawab dari kreditur. 28

Demikian pula Purwahid Patrik Dberpendapat bahwa

peds
[P

svarat atan klausul exoneratie adalah syvarat vang ber

3

untuk membebzeskan atan membatssi tanggung Jzwab zecran

hix}




dalam melaksanakan perianjian.29-

Adanya sysrat eksonerasi ini dimsksudkan agar orang
vang membuat perjaniian tersebut tidak menderits kerugian
vang ferlalu besar terhadap perbuatsn atsn rerjanjian yvang
la buat, sehingga ia membebaskan atan membatasi tanggung
jawabnya dengan mencantumksn gyarst-gvarat itu dalam
perjanjian.

Sedangkan ménurut Sutan Remy Syahdeini yang dimaksud
dengan klausula eksemsi adalsh klausul vang bertujuan
untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salsh satu
pihak ferhadsap gugstan pihak lainnva dalaﬁ hal yvang ber-
sanghkntan tidak atan tidak dengsn semestinva melaksanakan
kewajibannva vang ditentukan di dalam perjaniian
tersebut .30

Ho Panggabean yvazng melakukan penelitian terhadap
wodel-model perijanjian kredit menemnkan klasusula-klausuls

vang mewuat kewenangsn bank sebagail berikut

sepihak dan kemudian menagih hutang secara sekaligus
dan seketika menurut wakitn vang ditentukan bank.
2. Bank berhak menentuksn sendiri jumlah hutang debitur

berdasarkan Jumlah hutang pokok., bunga kredit, pro-

rigi, dan lain-lain selebihnva.

34
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Bank diberi kussa muotliak vang tidak dapat dicabut
kewmbali menjual barsng jaminan.

Bank tidak waiib memberikan kredit kepada debitur
walaupun maksimom kredit belum tercapsi.

Bank berhak dengan nama dan dan/atan cara apapun Jjuga
melakukan tindaksn hokum yvang disnggap baik oleh bank
atau wenuruf peraturan yang berlaku, apabila debitur
lalai atau tidak dapst melunasi kreditnva.

Bank berhak mengguhkan pelakssnsan perjanjian semata-
mata ataz pertimbangannva zendiri.

Bank tidak bkertanggung Jjawab atas kerugisn yvang dise-
babkan kerussksan, kelsmbatan atan karena hilangnva
surat tilgram termasuk jugs kerugian vang disebabkan
Lindazkan pihak vang wenisdi persntars.

semua surat-surat berharga, barang-barang bergerak dan
tetap vang diferimz bank atawn wvang berada ditangan
pittak ketigas berdasarksn apapun juga menjisdi  jaminan
pbagi bank untuk pengembaslisan hutang si  debitur, dan
gsemua surat-surat berharga dan barang-hsrang fLersebut
apablla nhilang atazn szl menisdi resiko dan  Langsung
Jawab debitur.

Bank tidak bertanggung Jjawab atass kekursngan pihak
ketiga vang ditujukannva unbuk perkirazn dan  resiko
nazabah.

Semia pengiriman kepada atan oleh bank dari pihak-

ketigs dilskukan untnk perkirsan dan resizo nasabah.

1
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Bank barhsk nntuk mengadalksasn perubahsn-cery




syarat-syvarat perjaniian kredit.
12. Bank berhak untuk menggadaikan kembali kepada orang
lain segala benda vang digadaikan debitur kepadanyva.
13. Bahwa dengan lewatnya waktiu vang diperjasnjikan untuk

melunssi kredit, sudah merupakan bukti terjadinva

keadaan wanprestasi.3l

Adanyas klausula-klausula vang demikian tadi tentunva
akan sangat memberatkan bagi nasabah debitur, karensa
dengan adanya klausula vang demikian itn berarti bank
tidak mungkin dapat dimintai tanggung jawab ztas tidaksasn-
nve vang berups menolak penggunasn selanjuinva atas kredit
itu oleh nasabah debitur tanps perlu ada alasan untnk itu.

Sebenarnya penerapan asas kebebagan berkontrsk vang
tidak ada batasnyva merupzkan sehab munculnva perjaniian
kredit ysng timpsng stsn mengandung klsusuls-klsusula vang
secara tidak wajar sangst wmewberathsn nasabab debitur.
Namun keadaan ini sebenarnva dilihat dari konteks vang
igbih luas, vaitu dalam rangka mengamankan kredit adalah
zangat perln dilakuksn bank.

Apabila dilihat dalam kamns amun bahasa. Indonesia

arangan WJ3 Purvodarminto maks avti da

i
r

1 mengamankan

sdalah mengnindarkan diri dari keecelaksan . Jadi usahs

cangamanan  1ni di maksudban untuk mempertfashanksn  atao

et
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melindungi eksistensi bank atan dengan kata lain bertujuan
melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang moneter,

Uoays pengamanan Hredit merupskan mata rantail
keglatan bank, untuk wmemperkecil resiko didalam pemberian
kredit. Seperti kita ketshui bahwa didalam kehidupan bank
sehari-hari adslsh lzszim bahwa bank mengalami kekurangan
dana, vasng apsbils tidak segeva diatasi dapat mengancam
ekasistensi bank tersebut. Akhir-akhir ini banvak bank baik
swasta wmaupun pemerintah yang ksrena tidak dapat menghada-
rl persaingan yvang tajam dalsm pengerahan dans masvarskat
atau akibat mismenejemen., telah mengslami kesulitan dana
vang sangat parsah.

Runtuhnva bank sebsgai suatn  lembaga kepercavaan

masvarakat dan sebagalil salsh satu roda dari sisgtem
moneter  vang harus berputar terus, skan sangalt besgar

pengarubnya  terhadap kepentingan masvarakst banvak. QOleh
karenas 1ftu sepanjang tindakan bank untuk menolak penarikan
kredit wvang mssih dalam ijin tsrik dimakeudkan uantuk
mencegah timbulnyas akibat vang dapat mengancam keadaan
likniditas bank tersebut, vang lebin laniut dasost mengaki-
athksn terganggunya kepentingan orang banvaik, terntams
kepentingan para nasabah penyvimpan dana, wmaka ketentuan
vang membherikan halk kerads bank untuk melaskukzn penolakan
ity tidak dapat dinilai =sebagai ketentusan vang herten-—
tangan  dengan kKetertiban vmam dan keadilan terapi  Justru

unbuk manjzaza kepentingan umum.

fwi}
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Disamping ity usaha pengamanan vang dilalkukan pihak
bank ini juga terkait pula dengan prinsip kehati-hatian
dengan mengingat pads pasal 29 ayat 4 UU Perbankan 1992
vang isinva adsalah, " dalam memberikan kredit dan melaku-
kan kegiatan usaha lainnya bank waldib menempuh ecara-cara
vang tidsk merugikan bank dan kepentingan nasabah vang

mempercayakan dananyva kepada bank "

Qleh karena perjanjian kredit merupakan faktor vang

renting dalam pemberian kredit = maka didalamnya harus
tertuang klansula-klsusuls penting yang nantinva diharsp-
kan dapat mengamankan kredit vang diberikan hank kepadsa
nasabah, Klausula-klaunzilsg renting yvang harus Ltampak dalam
perjanjiian kredit adslah
1. Definigi-definisi

bisgsanya dimnlai dengan witnes testimony ({ menerangkan

ditkuti dengan artian istilah dan ratokan-patokan ).

o

entang Pinjaman yang diberikan ( Loan atau advances 3

2
o 3

(=0
jaR
0l

1

w

i bab tentang winjaman vang diberikan dijelaskan
tentang Dbesarnya pirnjaman atan waximum pinjaman,
tujuan penggunsan, metode penarikan, rembavaran Kemba-
li, pewmbayaran kembali sebelum waktunva, besarnva
bunga dan lain-lainnva.

>.  Representation dan Warranties
Dalam hal ini stau bagian ini debitur waiib menjamin
kebenaran dan keabzahan dari corporate zctfion. dokumen

geperti gzhnys pergerosan. hak untuk menandatangani.
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Yaitu biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan siapa
vang wajib mengeluarkan.

Affirmative Covenants

memiat hal-hal vyang harus dilakukan debitur selama

Kontrak kredit berlangsung. Bentuk Affirmative cove—.

nant ini antara lain ; tentang uang pinjaman digunakan
sesual dengan peruntukan kredit: pembayaran vang
diwajibkan oleh perundang-undangan: menyediakan infor-
masi tentang keuangén daﬁ lapofan keuangan berkala.
Jaminan hutang

Penerimaan kredit wsjib didukung dengan pemberian
Jaminan. Jjenis jaminan antara lain : Gadai, Hipotik,
FEQO Persconal sand/or Corporate Waranty, Receivable
assigment dan lain-lain.

Negative Covenant.

Larangan ~ larangan Debitur selama berlangsungnva
perjanjian hkredit. biasanya seperti : larangan membuat
hutang baru; larangan asset perwnsahaan sebagai jaminan
hutang 1iain; larangsn memberikan Jaminan; dan 1lain-
lain.

Condition Precedent.

Syarat vang harus dipenuhi oleh Debitur, sebelum
pemberian pinjamnan direslissesi.

Tigger Clause { hak bank untuk mengakhiri perjanjiizn
kredit >

Event of Default ( wanprestasi ).

Expenses

89




12. Choise of Lsw
13, Aturan dends
td . Jnvisdiction ( pemilihan tempat bersengketa, termasuk
duga pemillihan penentuan arbritase .37
Sedangkan CH. Gatot Wardovo berpendapsat bahwa klan-
sula~klausula vang rperlu diecantumksn dalam perjaniian
kredit valtn
1. Syarat-syarat penarikan kredit pertams kali, atan ¢
Predishnrsement clause ).
Kilsugul ini wmenyvanghut

a. Pembavaran provisi, prewmi asuransi kredif, dan

1]

asuransi barang Jaminan serita bilsvs pengidatan

4]

-t

Jaminan secars tunsl.

o

b, penvershan barang Jeminan, dokumennva serta pelak-
ssnaan rengikatan barang Jaminan tersebnf.
¢. pelsksansaan penutupan asuransi barang jaminan, dan

zsuransi  kredit dengan  tujuan untuk memperkecil
resiko vang teriadl dilusr kesalahan debitur man-
punkreditur.

Kizusul mangenail wmaksimum kredit ( Awounzt Clan

AN
]
v:t'

Klazusul ini wmempunyai arti penting dslam Deberaps hzl

vaitu

a. Merupakan objek dari perianiian kredilt sehingga

perubahsn kesepskatan rengenai materi inil menimbul-

seknensi digerlinkannya pembuatan  perjaniian

21y




kredit baru { sesnai dengan Pasal 1381 butir 3 dan
Pasal 1413 KUH Perdata - Novasi Objektif ).
meruﬁakan batas kewsjiban pihak kreditur vang
bernpa penyediaan dans selawms tenggang waktn per-
Janjlan kredit, yang berarti pula batas hak debitur
untuk melakoksan penarikan pinjaman.

merupakan penetapran begarnya nilal agunan vang

' diserahkan, dasaruya perhitungan penetapan besarnya

provisi atal commitment fee.
Merupakan batas dikenakannva dends kelebihan tarik

( Qverdraf .

Klausul mengenzi jangks wakitn kredit.

Klausul ini penting dslam beberapas hal, valtu

a.

b,

9

Elausul mangenai bunga

Merupakan batas wakin bagi bank kapan keharusan
menvediakan danz sebessar wmaksimum kredit berakhir
dan sesudah dilewatinya Janghka wakiu ini, sehinggé
menimbualkan hak fagih. Pendambilan kredift dar:i
nasabah.

Merupakasn bpatas waktn kapan bank bolek melakukan
teguran—-teguran kKepads debiltur billa fidak memenuini
kewsjiban tepat pada wakbtunya.

Merupakan sSustu masa vang tepat bagi bank untuk
melaknkan review, atan analisis  kKemball =spalsh
fasilitaes kredift terssbhut perlu diperpanjang atay
perly sedera ditasgih kembalil.

injaman { Interest Clause .

l‘lj

Xlan=ul ini diatur =ecars tegas dalan perisniian

gl




kredit dengan maksud untuk

3. memberikan kepastian mengenzi hak bank untuk memun-

[\

gut bungsa pinzajaman dengan Jjumlah vang sudsh dise-
pakati bersama, karena bunga merupkan penghasilan
bank vang bail secara lasung mauvpun tidak langsung
akan diperhitungkan dengan biayva dana untuk penye-
dizan fasilitas kredit tersebut.

b. Pengesahan pemungutan bunga diatas 6 % pertahun
Denganr mendasarkan pada pedomsn keterangan pasal
1785 dan pasal 17687 KUH Perdata vang memungkinkan
penungutan bunga pilnajman diatas 8 0% per tahun

1k

o
v

2.5 n diperianiikan secara tertnlis.

Klausul mengenai barang agunan kredit.

Elsusul ini bertuinsn 2gsr pihak debitar tidak melaku-
kan penarikan atan prenggantian barasng Jaminan seczara
sepihak, tetapl harus kesepaliatan dengan pihak bank.
Klausul asursnsi ( Insurance Clause ).

Klausul ini bertujuan untunk pengalihesn resike vang
mungkin terjadi, bailk atas barang agunan atas  kredit-
nva  sendiri. Adapun waterinys perls memust  menganal
maskapai asuransi vang ditunjuk, premil asuransinva,

Eeharussn polis ssuransi untuk disimpsn 41 bank, dan
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Klansal ni  terdiri stss berbagail wmazssm  hal  vang

‘memptnvai akibat varidis, dan ekonomi bagl  pengamanar
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kepentingan bank sebagal tujnan otama. Adapun oeontoh

tindakan vyang tidak diperkenankan dilakukan oleh

debitur diantarsasnva, adsalzh :

2. Larangan meminta kredit kepada pihak lain tanpa
seizin bank.

b. lazrangan merubah bentuk mkom perusahasn debitur
tanpa seizin bank.

c. larangan membubarkan vernsahaan tanpa seizin bank.

Tiger Clause atau Opeisbasr Clause.

Klavusul inil mengatur nak bank antuk mengakhiri perjan-

Jian kredit secars =epihak walaupun Jangka wakin

perjaniian kredit tersebut helum berakhir.

Xlausul mengensl dends ( Penalty Claase .

KElausul ini dimzksudkan untuk wmempertegas hak-hzk bank

untulk melakukan pungutan baik mengenal besarnya maupun

kondisinva.

Expence Clause.

Klansul ini mengatur wmengenail beban biava dan ongkos

o

vang Limbul sebagal akibat pewberian kredit, vang
biasanyz dibebankan kepada nasabahk, dan meliputi
antars lain : biaya pengikatan Jaminsn, pembusfan

akta~akta perjaniian kredit, pengakuar hutang, dan

penagihan kredit.

Pendereztar rekening pindasman debitur haruslah dengan
ijin dsbizuar.

Representztion and YWarranties.

A

[w}
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Klesusul ini sering juga disebut dengan istilah mater-
i1l adverse change eclause. Maksudnva ialah rihak
debitur menjaniikan dan menjamin semua data informasi
vang diberikan kepada bank adalah benar dan tidak
dipptar balikkan,

Klavnzul ketaatan pada ketentuzn bank.

Klausul ini dimaksudkan untuk menjags kemungkinan bila
tLerdapat hal-hal vyang tidak diperjanjiakan secara
khusus tetapi dipandang perlﬁ; mzka sudah dianggap
telah diperianiian secars umum.

Misalnyvz mengenai tempat dan waktu melakukan pencairsn
dan penvetoran krediif, penggunasn kredlit, penggunssan
formulir, formait surat, konfirmasi atsu pemberitahuan
=3 l1ldo rekening bulanan.

Miscellaneous atau boiler Plate Provision.

rasal-prasal tambahan,

Dispute Settlement ( Alternatif Dipute Resclution ).

o

Klausul mengenai metode penvelesalan perseligihan
antara kreditur dengan debitur.
FPasal Penutup.

Pazal penutup memuat eksemplar perjaniian zredilt  yang

@

maksudnya mengadaksen pengaturan mengensl jumlah alat

bunkti dan tanggal moelal berlaskunvya perjaniian  Kredit

rt

il
w

=
S

tanggal penandstsngan perianjian kradit . 33

Citra foitya fskii, Hs




Dengan  sdanys klsusul-klausul tersebunt diatas diha-
rapkan akan dapat memperkecil resiko adanya kemacetan
kredit. Namun demikian sarsna-sarana contract enforcement
vang gedianya untuk welindungi bank dalam upaya pengama-
nan kredit tersebut sering kall tidak memadshi.

Hal ini disebabkan karens tindskan-tindakan bank vang
diambil berdasarkan kewenangan vang diberikan aleh klsusu-
la-klausula dalam perjanjian kredit ternyvata ocleh Pengadi-
lan dinyvatakan hahwa sebagei tindakan vang bertentangan
dengan kepstutan atau  keadilan atan itiksd baik atan
bahkan sehbagail perbuatan melanggar hakum dan  klausulanya
dinvatakan sebagail ilegal karena di dalam proses pembuatan
perjanijian  kredit telah terjadi Penvalahgunasan Readaan

oleh Bank kepads nasabah debitur.

[ N

Dengan dasar penyalshgunasasan kesdaan nilah pihak

rengadilan dapat mempergunakannya sebsaga 2lasan untuk

bt

membatalkan perjanilan, disgsamping secsra konvensional

disebut sebagail cacat kehendak, vaitu kesegatzn, penipuan
}

dan paksaan.

Fenvalahzgunaan keasdasar ini  texjad: karena bank
gempunyai  posisi keunggulan  eshonomi terhadsp nazsahah
debitur, sehinggs posisi nasabah debitur Lalam keadasan
sangat wmenbutuhkan bersedia meneriws tanps dsyva  klaunsula-
Llausula roerisuniian sekalipun secars tidak wajar sangat

mamberatkan nasabab debifur.

Dengan demikian klausnla-klansula vang tsrdapsit dalam

"ws

zrjanjiian  kredit itu pada awalpya dihsrapksr noleh  bank

Ha
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bagal andalan untuk melakukan tindakan terhadap debitur
vang neakal ternvata hanva merupakan ilusi Vbelaka bagi
bank.

Digamping perjanjian kredit yang merupakan perjanjiian

pokok dalam setiap pemberian kredit. maks masih terdapat

0
5

varat—- sysrat lzain vyang harus dipenuhi oleh nasabah
debltur vyang dituangkan dalam sustun  dokumen. Dokumen-
dokumen tersebut antars lain adslah : Dokumen pendahuluan,
dokumen jaminan, dokumen legalitas dan dokumen instrumen-
talia.

1. Dokuwmen Pendahuluan

Ada beberspa dokumen vang dibnat sebelum ditanda Langa-
ninva suatu perjanjian kredit. Dokumen-cdokumen hersshat
dapat disebut dengan dokumen pendzahuluan dan biaganya
berisikan data finansizl stau garis beasar tentang Lerms

dan condition dari perjaniian kredit vang aksn ditand

o

Lan

[y
'y

ani kKelak. Dokumen pendahualuan ini sangat  bersif

+
=

~

administratif dzn biasanya hapva merupakan gentlement
degl saja.
Z. Dokumen Jaminan

Beberapa dokumen Jaminan vang sering ads dalam prakisk

sehari-hari adalsh

a. Hipotik ¢ Akts hipotik, Sertifikst hipotik atzu
Knasa memasang hipotik » atan akta pembebanan  hak
tanggungan.

b. Akta Ticucia.

o, Kusga m=njual.




|
e d. Cessi tagihan.
| e. Cessl bayaran asursnsi
f. Kuasas Memblokir Depcsito
1 2. Russa wmencairksn Depasito.
h., Akta gadai/Fidusias Sszham
i. Perjanjisn menanggung blavs
J. Akta Jaminan oribadi.
k. Akta Jswinan rerusshsan.
1. Akts pinjaman subeordinasi
m. Akta bagi ha=il jaminan.

n. Barbagali surat kesanggupan.

0. dan lain-lain.

3. Dokumen 1egélitas
Dokumerr legalitss meruapakan dokumen pengaman vang
biasanva non notariil, dibust dengsan tujusn agar ferja-

minnva keabhsahan dasri perianiian kredit dan pelaksa-

naannyva nanti. Termasuk dalam dokumen legslitas ini

antars lain tetapil tidak terbstas pada

a. Pendapat dari Konsultan hukum
| b. Persetuniuan Komisaris, terhadap tindskarn perserocan

! vang menurut snggarandszarnys memsrlukan persetujuan

n. risalsh Rapasit Umnwm Pemegang Saham terhadap tindakan

"

-tindakasn persercan vang olel anggavan dasarnya

O

Ad. Persetuiusn suami/istri terhadap tindakan-tindakan

vang melibatkan harts svamli/istvinys.




£,

surat-surat Kuass untuk mengesahkan otoritas seseo-
rang badan hakam. Kecuali kuasa vyang dimaksudkan
sebagal jaminan hutang, seperti kuasa menjual. Untuk
Jenis kuasa yvang terakhir ini digolongkan kedalam
bagian dari dokumentasi Jjaminan.

den lain-lasin.

4. Dokumen instrumentalia

Beberapa dokumen yang dibuat dalam hmbungannya dengan

perjanjian kredit yang bersifat instrumentalia saja,

Yang termasuk didalzmnva adalash

a.

b.

.

.

Pengalkuan hutang murni
Pemberitahnan penarikan
Fromes

Surat aksep

dan lain - lain. 34

)
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BAB I1I1

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. DISKRIPSI UMUM TENTANG KREDIT DI BPR-BEK KABUPATEN

DEMAK.

Sebagaimans telah dinraikan dalam bab terdahulu,
bahwa kata " kredit mempunyai arti kepercavaan. Dengan
dagar ini, di dalam pehberian Yredit berarti ada permberian
kepercayaan. Kepercayaan darl pihak pemberi kredit mengdan-
dung arti bahwa pihak penerima akan mempergunakan prestasi
vang diterimanyaz sesual dengan tujuan yang telah disepa-
kati dan mempunyai kemampuan/ kesangdgupan untuk mengembal-
ikan prestasi tersebut pada waktu terfentu dimasa yang
akan datang atsu dengan kata lain didalam kredit terdapat
penundaan pembayaran maksudnys uang atsu barang vang
diterima oleh debitur dari pihak kreditnr pada saat seka-
rang 1ini akan dikembsalikan pada masa yang akan dstang,
biga 1 minggu, 1 bulan, bahkan beberapsa tahun..

Tenggang waktu antara pemberian dan penesrimaan kemba-
11 prestasi ini asdalah suatn hal vang sbatrak dan sukar
untuk diraba.

Atas dzsar hal tersebut distas maka didalam kredit
terkandung pengertian resiko vaitu resiko bagl pemberi
Lradit bahwa uang ataun barang vang telah dirsrikan kepada
penerina kradit tidak kemball sepenuhnya.

Oleh karenz kredit vyang diberikan clzn  pihak Ebank
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mengandung resiko, maka dalam penjelasan pasal 8 Undang
Undang Perbankan 1882 disebutkan bahwa, bank harus memper-
hatikan asas-asas perkreditan vang sehat, artinya bank
mempunyai keyakinan skan kemampuan debitur untuk melunasi
hutangnya.

Untuk memperolah keyakinan tersebut, maka sebelum
memberikan kredit harus melakukan penilaian vang seksama
terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha
dari debitur. Mengingat bahwa agunan menijadi salah satu
unsur Jaminan pemberian kredit, maka apabila berdasarkan
unsur-~unsur lain dapat diperocleh keyakinan atas kemampuan
debitur mengembalikan hutangnya, agunan dapat hanyva berups
barang. provek atau hak tagih vang dibiaysl dengan kredit
vang bersangkutan. Tanah vang kepemilikannya didasarksan
pada hukum adst, valtu tanah yang bukti kepemilikannya
berupa petuk, girik dan lain-lain sejenis dapat Juga
dijadikan sebagal agunsn.

Pemberian kredit dapat dilskukan oleh bank atau tidak
sangat tergantung kepada Jjaminan yang diberikan oleh
pemohon kredit, dimana dalam prakiek masalah Jjaminan vang
diberikan oleh pemohon kredit ini memegaﬁg peranan vang
sangat dominan.l

Dengan demikian masalah jaminan dalam kredit ini pada

o

, Perzantar Hukus Porbankan, hal @ 13
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dasarnva sangat penting artinva, khususnya sebagai alat

untuk memperoleh kembali kredit vang telah diberikan .

sebagai alat pengaman, baik untuk menjaga kepentingan bank

maupun untuk menjagsa pengembalian dana masyarakat vyang

dititipkan kepada/dalam bank tersebut. Oleh karena itu,

masalah Jjaminan dalam kredit pada dasarnya adalah salah
satu aspek dari penilaian bank kepada nasabahnya.

Walaupun telah disadari sepenuhnya oleh pihak bank,
bahwa setiap kredit yaﬁg diberikaﬁ kepada debitur selaln
diiringi dengan berbagsai resiko, namun bukan berﬁrti pihak
bank harus mengendorkan usahanva yang berupa pemberian
kredit. Disamping karenaz pemberian kredit tersebut memang
merupakan salah satu ussha utama dari pihak bank untuk
dapat memperoleh keuntungan yang diharapkan, vang pada
akhirnyva dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya,
kredit Juga sangat dibutuhkan oleh pihak debitur untuk
mempercleh modal guna memenuhi berbagail keperluan hidupnya
khususnya keperluan usaha.

Sehubungan dengan hal tersebut maka BPR BEKK Kabupaten
Demak berdasarkan Keputusan Gubenur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Tengan No. 581 / 87/93 tanggal 17 Juni 1993 tentang
Sistem EKredit Badan Krediit Kecamatan ( BKK ) dan Bank
Perkreditan Rakyat - Badan Kredit Kecamatan ( BPR - BKK )
serta berdasarkan hasil wawsncara dengan Badan Pembina
BPR BXKK Kabupsaten Demak vang dalam hal ini dijabat oleh
Kepala Bagizn Perekonomian Kabupaten Demak memberilkan

batasan batazan kredit sebagai beriknt

1C1
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Plafon kredit

Batas maksimum pemberian kredit kepada setiap debitur
ditetapkan maksimum 20% dari modal yang dimiliki mas-
ing-masing BRKK dan BPR-BEKK, serta tidak melebihi

- BPR-BKX : Rp 10.000.000, -

- BEKK : Rp 35.000.000,-

Jangka waktu kredit
Pemberian kredit dengan Jjangka waktu lebih dari 1 (
gsatun ) tahun, dengan maksimal Jjangka waktu kredit 3 ¢

tiga ) tahur.

Provisi dan biaya Administrasi
Setisp realisasi kredit dikenaksan provisi sebesar 1 %,
serta biays administrasi antara 1 s/d 2 % dari plafon

kredit yvang disetujuil.

Suku bungsa

Penentuan besarnya suku bunga vyang diberikan pada
setiap debitur ditentukan oleh Pimpinan BPR-BEKK masing-
masing 2 s/d 3 % per bulan, dihitung flatrate vyang

dibayarkan bersamaan dengan angsuran pokok.

Sistem angsuran
sistem asngsursn disesuaikan dengan Jenis usaha debitur

dan kKondisi daerah masing-masing BEK dan BPR - B3RK
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vaitu

- Harian, Jjangka waktu 22 hari:
- Pasaran, Jangka waktu 12 pasar, 36 pasar atau B0
Pasar;

Mingguan, Jangka waktu 12 minggu, 28 minggu atan 52

minggu.
Bulanan, jangks waktu 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan.
Lapanan, Jjangka waktu 5 lapan.

Musiman, jangka waktu & bulan.

Macam kredit vang dikeluarkan BPR BEKK

..

Kredit Perdagangan

vaitu kredit untuk pedagang, konveksi, pedagang
kelontong, pengrajin tempe / tahu / kerupuk, bakul
Jamn, dsb.

Kredit Pertanian

Kredit Umum

vaitu kredit uniuk pegawal negeri sipil dan ABRI

Wewenang dalam pemberian kredit.

Kredit yang diberikan BPR BEK paling sedikit adalah Rp

100.000,- dan paling banvak Rp 10.000.000.- vang dapat

disetujui oleh Pimpinan BPR BEKK.

Sedangkan Rp 10.000.000 keatas diarshkan ke Bank

Fembangunan Daerah ( BPD .

Selanjutnva mengensai jumlah kredit vang sudah disa-
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lurkan BPR BEKEK Kabupaten Demak sampai dengan bulan
Januari 1998 dapat dilihat dari tabel dibawah ini

TABEL 1 : KREDIT YANG DISALURKAN

8PR BKK DEMAK KOTA

NC BULAHN JUMLAH PINJAMAN JUMLAH ORANG
Laki-laki - Perempnan L P
Rp.(000)
1. DESEMBER 97 B7.875 22.575 54 44

2. JANUARI "88 28.500 13.875 59 45

BPR BKK KARANG TENGAH

NG BULAR JUMLAH PINJAMAN JUMLAH ORANG
LAXKI-LAKI PEREMPUAN L P

Rp. (GO0G)
1. DESEMBER 27 30.025 22.500 80 86
2. JANUARI "8g 30.850 26.720 78 72

Sumber datz : Setwilda Kabupaten Demak
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BPR BKK MIJER

JUHLAHR ORANG

NO BULAN JUMLAH PINJAMAN
LAKT-~LARI PEREMPUAN L P

Rp. (000)
1. DESEMBER 87 41.335 17.830 43 30
2. JANUARI S8 24.475 20.980 32 23

BPR BEK WEDUNG

HO BULAN JUMLAH PINJAMAN JUMLAH CRANG
LARI-LAKI PEREMPUAN L P
Rp. (000}
1. DESEMBER 97 30.850 11.815 35 30
2. JANUARI "898 34.860 9.795 35 34

BPR BEKK KARANGAWEN

NO BULAN JUMLAH PINJAMAN JUMLAH CQRANG
LARI-LARI PEREMPUAN L P

Rp. (000>
1. Desenber 27 18.180 8.725 27 i0
2. Januari 98 5.710 800 13 2

Sumber data : Setwilds Kabupaten Denmsak
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BPR BEK WONOSALAM

NO BULAN JUMLAH PINJAMAN JUMLAH ORANG

LAKI-LAKI PEREMPUAN L P
Rp. (000D
1. Desember 97 5.210 1.708 14 12
2. Januari’ 98 11.775 3.385 23 23

BPR BEK MRANGGEN

NO BULAN JUMLAH PINJAMAN JUHMLAH ORANG
LAKI-LARI PEREMPUAN L P
Rp. (000>
1. Desember 87 35.755 10.198 42 24
2. Januari 98 23.140 6.750 34 15

Sumber data : Setwilda TK II Demak

Dari tabel diatas dapat didiskripsikan bahwa ternyata
dumlah kredit vang disalurkan oleh BPR BREK yang berada di
¥ilavah Kabupaten Demak sangat besar vaitu untuk bulan
Desember 1987 dapat menjalurkan kredit kepada nasabah
sebesar Rp <£42.356.000,00 ( empat ratus empat puluh dus
juta tigs ratu limapuluh enam ribu ruplah ) vang diberikan
kepads 88B orang, terdiri dari 512 orsng laki-lak: dan

374 orang perempusan.
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sedangkan untuk bulan Januari 1998 Jumlah kredit yang

disalurkan sebesar Rp 306.030.000,00 ( tigaratus enam juta

tiga puluh ribu rupiah ), dengan jumlah nasabah sebanyak
B32 orang terdiri dari 370 orang laki-laki dan 282 orang

perempuan.

Apabila dilihat dari sisi jumlah kredit vang disalur-

kan ternyata BPR BKK yang ada di wilayah Kabupaten Demak
ini keberadasnnya Jjunga dibutuhkan oleh nasabah sebagai
suatu lembags pembiayasn yaitu untuk menuniang usaha.

Dan apabila dilihat dari segi orang ternyata Kkaum
laki-lakilah vyang paling banyak membutuhkan kredit, hal
ini dapat dimaklumi karena laki-lski bia=sanya vang menja-
lankan roda perusahaan.

Kemudian mengenai bsasgaimana kondisi kredit vang
disalurkan kepada nasabah atau dengan kata lain mengenai
kolektibiliftas pinjaman yaitu yvang termasnk dalam krite-
ria kredit yang lancar, kurang lancar, diragukan atan

bahkan kredit itu dikatakan macet untuk bulan Desember

18897 dan Januari 1998 di BPR BXRK Kabupatan Demak dapat

dilihat dala tabel sebagsi berikut

TABEL II : KOLEKTIBILITAS PINJAMAN.
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BPR BKK DEMAK EKOT4&

NG KREDIT DESEMBER 97 JANUARI S8

Rp. (000> ORANG Rp. (00O ORANG
1. Lancar 7868.778 1.0286 756.027 8977
2. Kurang Lsncar 76.783 180 71.288 174
3. Diragukan 51,088 ° 189 45,992 186
4. Macet 50.948 ' 371 50.830 371
BPR BXE KARANG TENGAH
HO KREDIT DESEMBER 97 JANUARTI " 38

Rp. (0003} ORANG Rp. (000> ORANG
1. Lancar 689.207 860 700.048 8867
2. Rurang Lancar 57,8648 177 53,757 174
3. Diraguksan B4.151 139 71.8861 147
4. Macet 23.8449 44 22.885 44
Sumber Data : Setwilda Kabupaten Demak
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BPR BRKK MIJEN

NO KREDIT DESEMBER " 97 JANUARI " 98

Rp. (000} ORANG Rp.(000) ORANG
1. Lancar 507.381 396 456.104 391
2. Rurang Lancar 58.707 38 80.750 32
3. Diragukan 76.150 450 70.228 443
4. Macet 19.%15 77 22.024 88

BPR BEK WEDUNG

HO KREDIT

DESEMBER 397

JANUART 98

Rp. {000 ORANG Rp . (0Q0Q) ORANG
i. Lancar 283.805 395 2893.3583 388
Z. Rurang Lancar 40.891 37 40 . 774 34
d. Diragukan 12.4B87 15 12.487 15
4. Macet 38.429 52 36.201 51
Sumber Data : Betwilda Kabupasten Demak
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BPR BKK KARANGAWEN

NO EKREDIT DESEMBER "97 JANUARI 88
Rp.(000) ORANG Rp. (000) ORANG
1. Lancar 225.401 508 218.085 455
2. Rurang Lancar 87.259 19 79.664 28
3. Diragukan 111.289 25 111.2689 47
4. Macet 13.482 " 128 13.482 128

BPR BKK WONOSALAM

NQ KREDIT DESEMBER 37 JANUARI "98
Rp.(0G0) ORANG Rp.(000) ORANG

i. Lancar 311.875 787 335.022 775

2. Kurang Lancar 24 407 LEZ AT R 188

3. Dirugubun R I B 278 26.438 2768

4. Macest 30.172 395 30.172 .395

Sumber dato @ Sclwildas Kabnoaten Demak
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BPR BKK MRANGGEN

NO KREDIT DESEMBER " 97 JANUARI ° 98
Rp.(000)  ORANG Rp.(000)  ORANG

i. Lancar 258.738 528  275.408 - 548

2. EKurang Lancar 7,372 3 4.372 3

3. Diragukan 453 45 57.503 45

4. Macet 44 983 358 44.983 356

Sumber Data : Setwilda Kabupaten Demak

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pemberian
kredit <sampal dengan bulan Januari 1998 untuk seluruh
BPR BEKK di Kabupaten Demak sudah mencapai Jjumlah Rp
5.312.875.000,00 ( lims milliar tiga ratus duabelas Huta
sembilan ratus tujuhpuluh lima ribu rupiah ) dengan jumlah
nasabah keseluruhan sebanyak 7670 ( tujuh ribu enam ratus
tujuh puluh orang ) den ternyats dari dumlah tersebut,
kredit macet yang terjadi bila dilihat dari jumlah uangnya
ternyata mencapal Rp 220.187.000,00 (¢ dua ratus dus puluh
juta seratus delapan puluh tujnh ribu rupish) atan sebesar
0,04 % . Sedangkan bils dilihat dari gisi nasabah, maka
Jumlah ragabah yang kreditnya macet =zszbanyvak 1433 ¢
gseribu empat ratus tiga puluh tiga orang 0,18 %.

Disisi lain, tabel diatas juga menunukan pada kita,

bahwa Jumiah kredilt macet mengensi Jum’zh uwang banyvak
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terjadi di BPR BKK Demak Kota, kemudian disusul oleh BPR
BEKK Mranggen hal tersebut dimungkinkan karena nasabsh dari
BPR BEK Demak Kota maupun nasabah BPR BKEK Mranggen mavori-
tas merupakan pegawsi dan pedagang besar yang membutuhkan
kredit berjumlah besar . Sedangkan kredit macet bila
dilihat dari sisi nasabah paling banvak terjadi 4di BPR BKK‘
Wonosalam hal ini disebabkan karena nasabah BPR BKK Wono-
salam kebanyakan adalah para petani dan pegadang kecil

sehingga kebutuhan kreditnya juga sedikit.

B. Penggunaan Perjanjian Kredit sebagai Upava Pengamanan

Eredit yang disalurkan Pihak Bank.

Dalam pemberian kredit sangat berhubﬁngan grat
dengan perjanjian kredit, sehinggs dapat dikatakan bahwa
perjanjian kredit merupakan salah satu bagian yang sangat
strategis dalam kehidupan Perbankan. Disamping itu perjan-
Jian Kkredit Jjuga dapat dikatakan sebsgai media atan
rerantara pihak vang mempunyai kelebihan dana dengan
pihak-pihak vang kekurangan dan memerlukan dans.

Perjanjian kredit disini berperan sebagzi pedoman dan
alat stabilitator dari kelancaran serta kepastian bagi
vihak perbankan dan debitur secara proporsicnal terutama
untuk menunjang sikap pembangunan.

Parjanjiisan kredit tidak mempunyal bentuk tertentu,
hanya vang ssring kKita temui dslam suatn perianjisn kredit

hampir semu=znva mencantumkan sozl pemilitan domisili,
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kewallban batas wektu melunasi dan sebsgainva.

Posigi perjanjian kredit ini cukup strategis karena -

memiliki fungsi vang sangst penting dalam pemberian penge-

lolaan maupun penatalaksanaan kredit itu sediri. Hal

tersebut disebsbkan karena perjanjian kredit berfungsi

sebagai perjanjian pokok, alat pedoman mengenal batasan
hak dan kewajiban masing-masing pihak baik pemberi kredit
maupun penerima kredit serta memiliki akibat dan resiko
vang harus diderita oieh ﬁasing—hasing pihak. Meskipun
demikisn ada beberapsa kelewmahan dalam perjanjian kredit
antara 1ain mengenzi Kketentuan rahasia bank,penanganan
kredit macet dan sebagainya. Terlepas dari kelemahan
perjaniian kredit tersebut perianilan kredit harus lahir
dan berada untuk menanggulangi atsu mengeleminir masalah
tersebut.

Perianjisn kredit yang akan ditanda tangani biasanvya
sudah dipersiapkan terlebib dahulu isinya oleh bank, hal
ini karena perjanjian tersebut diperuntukkan bagi semua
pemohon kredit sehingga bentuk perjanilan vang demikian
tadi sering disebut sebagsi perjanjian standard.

Perianjian standard ini jugs diberlakukan d4i BPR BEK
Rabupatern Demak. Dan perjanjian kredit itue terdiri dari
a. Judul dari perjaniian

komparisi

o

isi perjanjlan

v

4. pernmtup

Yang dimaksnd dengan Lomparisi digini ialah menganal
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para pihak vang hadir dan menandatangani perjanjian vang

bersangkutan. Hal-hal yang perlu diketahui dalam menyusun

komparisi adalah

- Status para .pihak, agar dapat diketahul pola hukum
apakah yang berlaku baginya.

- Kecakapan dan kemampusn hukum dari pihak-pihak uﬁtuk
melakukan perbuatan yang terdapat dalam perjanjian.

Sedangkan mengenai isi dari perjanjian kredit melipu-
ti hal-hal sebagai berikut | N |

a. Jumlsh maksimum kredit

b. Jangka waktu dan cara relunasannya;

c. Tarip dan pembayaran bunga:

d. Sanksi/denda yang dikenakan apabila debitur tidak
memenuhi kewajibannys;

e. Pembayaran biaya, ongkos, upah.

f. Domisili;

g. Jaminan;

h. dan lain-lain.

Mengenali cara penariksn dari kredit vyang diperoleh
dapat dikemukakan dengan cara sebagai berikut

- ada kKredit yang bisa ditsrik sekaligus sebagimana telah
disepakati sntara kreditur dan debitur.

- ada kredit yang bisas ditarik menurut kebutuhan, kurang
dari plafon kredit yvang telsah diéepakati { pemberian
kredit secara rekening koran ).

Mengenai cara pelunasan bunga bisa diperjanjikan,

rembayaran bungsas secars bulanan, triwanlan, semester atau
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setahun sekalil. Pembayaran bunga ini bisa dilakukan secara
terpisah dari pembayaran angsuran pokok dan bisa Jugs
dilakukasn bersama-samsa dengan angsuran pokok/pembavaran
pokok.

Untuk menjaga bashwa kredit yang diperoleh dari bank
dipergunakan olen debitur sesuai dengan permochonannya,
serta untuk menjaga akan pelunsasan kredit vang bersangku-
tan, maka bank sering memperjanjikan bahwa semua pengelua-
ran atau penerimaan débituf menéénai perdagangannya dan
/atau perusahaznnya harus dilakukan melalui kreditur.

Remudian mengenai: Jaminan dalam perjanjian kredit
mempunyvai fungsi yang sangat strategis dalam pemberian
kredit, karena dengan adanya Jjaminan ini diharapkan keamsa-
nan dari kredit yang diberikan akan terjamin. Disamping
itu Jjika dikaitkan dengan perjanjian kredit, maks fungsi
dan arti dari suatu jaminan adalah merupakan alat penopang
dari perjanjian kredit. Sehingga fungsi lembaga Jaminan
itu kemudian menjadi sarana untuk kepasttian bagl kreditur
bahwa kredit yang diberikan benar-benar terjamin. Namun
demikian sifat dari pemberian jaminan ini adalah asescir
artinys melekat atan mengikuti perjanjian pokok vyakni
perjanjian kredit itu sendiri. Jadi apahila perjanjiian
kredit hapus atau/berakhir maka hapus pula penyerahan
Jaminan.

Selanjutnya pengikatan Jjaminan yang dilakuokan di 3PR
BKXK Kabupaten Demak mempersunakan penglkatazan secara fidu-

cim vaitu penyerahan hak milik atas dzssar kepercayaan
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disamping hak gadai yang tidak diatur oleh perundang-
undangan melainkan dalam yurisprudensi. |

Alasan mengapa dipakai lembaga Jaminan fiducia vyaitu
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan demi kebutuhan
praktek dunia usaha sehari-hari, dimana debitur menyerah-
kan seluruh harta bergerak vang dijaminkan kreditur secars
formal, dan oleh kreditur dititipkan kembali kepada debi-
tur untuk digunakan dalam kebutuhan sehari-hari, berdasar-
kan kepercayaan.

Proses terjadinya fidusia terdiri dari tiga tahap
vaitu

a. Tahap pertama : Perjsnjian kredit dengan janji penvera
han hak milik debitur secars fiducia
sebagal Jaminsn kepada pemberi kredit.
Perjanjian ini bersifat konsensuil dan
obligatolr.

b. Tahap kedua : Perjanjian antara kreditur dan debitur
mengenai penyerahan benda Jaminan
sgcara constitutum posesorium, berarti
benda Jjaminan tetap dikuasai
debitur/pemberi fiducia.

o. Tahap ketiga : perjanjian pinjam pakai (bruklening)
antara kreditur dan debitur, bahwa
penerims, fiducila/meminjam rakaikan
kepada pemberi fiducia / debitur, hak
miliknya yang telah berada dalam kexua-

saan pemberi fiducila/ debitur.
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Semula objek Jsminan fidusia adalah benda-benda
bergerak yané berupa alat-alat perkakas rumah tanggsa
mesin, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Tetapi dalam
perkembangann&a lebih lanjut benda-benda tidak bergerak
dapat Jjuga digunakan sebagai Jjaminan fiducia sebagai
Jaminan pokok maupun jaminan tambahan terhadap suatn
kredit. Namun hal ini menimbulkan masalah hukunm mengingst
Jaminan fiducia biasanya hanya digunakan untuk benda-benda
bergerak.

Kondisi ini dikwatkan oleh adanya putusan Mahkamah
Agung Reﬁublik Indonesia tanggal 1 September 1971 mengenai
perkara antara Lo Ding Siang melawan Bank Indonesia vang
menetapkan bahwa perjaniian penyverahkan hak sebagal Jami-
nan ( fiducia ) itu hanva sah sepanjang mengenai benda-
benda bergerak. Selanjutnya dengan adanya putusan Mahkamah
Agung MNo. 3218 K/PDT/1884 tanggal 16 Juli 1988 dalan
perkara antara RJ Pattiradiawane melawan PT Sriwijava Raya
Lines c¢s vang membenarkan alasan pemohon kasasi bahus
tanah vang belum mempunyai status yvang dimungkinkan untuk
diikat  hipotik/ecreditverband dapat diikat secara fiducia
untuk jaminanan kredit.

Qleh karena dalam jaminan fiducis benda jaminan ber
ada ditangan debitur maks banyak kelemshan vang terjadi
valtu
1. Tidak bersifat openbaar, sehinggs masyvarskat umum tidak

mengetahuinya bila barang tersebut sudah berpindah

pemiliknya ( dalam arti milik bank ).
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2. Barang secars fisik ditangan debitur seningga suvlit
diawasi oleh bank selaku pemilik barunya.

3. Karena secara fisik barang agunan dikuasai oleh debi-
tur, sehingga debitur dapat saja memfidusizskan lagi
barang tersebut beberapa kali kepéda pihak lain.

4. Meskipun barang secara hukum beradsa di tangan kredituf
(bank ) , namun menurut kenyataannya bank sulit mengam-—
bil dan menjual barang tersebut.

Kelemahan - kelemahan jaminan fiducia diatas menye-
babkan kesulitan dalam hal bank akan melakukan eksekusi
jaminan fidusia. Padahal jaminan dalam pemberian kredit
merupakan salsh satu bagian vang penting dalam rangks bank
mengamankan kredit vang disalurksn.

Olen karena itu BPR BKK Kabupaten Demak melengkapinva
dengan dokumen vang disebut sebagai Surat Kuaza Untuk
Menjual vyang merupsakan Jjaminan tambahsan.

Obiek vang dikuasakan kepada Kreditur biasanva berupa
tanah-tanah vang belum bersertifikat serta bangunanjbangu—
nan vang terletslk diatasnya. Dengan adanya surat kuasa
untuk menjual 1ini debifur memberl kuasa secara khusus
untuk menjual barang-barang jaminannva Kepada krediltur
apabilla daiam wakitu vang ditentukan debitur tidak dapat
mengembalikan utangnva. Disamping itu diperjanjikan pula
bahwa pemberian kuass dimaksnd merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari perjanjian pokoknya dan psmberian kuasa
tidak dapst dicabut kemball dan tidak akan berakhir karena

sebab-ssbab yang tercantum'dalam Pasal 1813 ZUHPerdata.
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Surat kuasa untuk menjual ini‘merupakan bentuk pemba-
yaran_kembali vang dapat dilakssnakan segera begitu debi-=
tur tidak melunasi hutangnya tanpa surat peringatan dari
Juru sita.2

Dengan surat kuasa menjual baik yang dilakukan diba-
wah tangan atau dengan akta Notaris, pihak kreditur sete-
lah mengetahui debitur ingksr janji dapat langsung menver-
ahkan pelaksanaan penjualan barang-barang tersebut kepada
kantor lelang negars t%npa ﬁelaiﬁi prosedur di Pengadilan
Negeri. Cara ini dipandang cukup menguntungkan kreditur,
karena prosesnya sederhana dan tidsk sulit dieksekusi.
Namun kenyataannya tidaklah demikian karena Kantor lelang
seringkali menolak melakunkan pelelangan barang sebelun
adanya perintah dari Ketua Pengadilan Negeri seperti vang
didasarkan ocleh pasal 224 HIR hal ini dikuatkan dengan
putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Januari 1986 No 3210
K/pdt/1884 vang menggariskan pelasksanaan lelang harus
didasarkan pada pasal 224 HIR.

Melihat kenyataan diatas Gatot Supramono berpendapat
bahwa pemberian kuasa sebagaili Jaminan utang merupakan
perbuatan vang dikategorikan sebagai penvzlundupan  hukum
karena pemberian kussa tidak dipergunakan sebagimana
maksud dan  ftujuannya. Lembaga ini bukan lembaga Jaminan
ntang vang sifatnya accesoir. Tanpa ada perjanjian yang

mendahunluinva, maka. perldaniisn pemberizn kuasa gdapat
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dilakukan oleh para pihak.3

Melihat latar belakang yvang demikian maksa terhadap
barang jaminan yang berupa benda bergerak tetap digunakan
lembaga Jaminan fiduneia dan terhadap benda-bends tetap
dengan berlakunya Hak tanggungan 1996 maka telah diambil
alih oleh hak tangungan sepanjang mengenai tanah.

Disamping itu oleh karena pengamanan kredit vang
diberikan di BPR BEEK meskupun sudah ada Jaminan sering
kali masih mengalami kesulitan maka didalam perjanjian
kredit perlin ditambah adanya klausul yang menvangknut
mengenail asuransi. Klausul ini bertujuan untuk pengalihan
resiko vang mungkin terjiadi balk stas barang Jaminan
maupun kreditnya sendiri. Dan materinva perlu memnnat
mengenal maskapail asuransi yang ditunjuk, premi asurasi-
nva. Keharussn polils asuransil disimpan bank dan sebagai-
nva.

Disamping harus sds klausul asuransi untuk pengamanan
lebih lanjut maks klausul yang wmenyatakan mengenal tinda-
kan wvang dilarang aoleh bank lebih dipertegas lagi, karena
klavsul ini wmempunyal akibat yuridisz maupun ekonomis
terhadsp wusaha pengamanan 1itu sendiri, adapun contoh

tindakan vang tidak diperkenankan dilakukan debitur adalah

1. Larangan meminta kredit kepada pihak lain tanpa seijin

2atad inEgy o ap MarmoZob Koo dit s Timizian Yuridic Mot Az
3, Zaiot Puprascno. 1397, Teriankan oan Hesalah Kredit Sustu Tisjausn Yuridis, Hal o 194,




<. Larangan membubarkan usaha tanpa seijin bank.
3. Larangan merubah bentuk hukum usaha debitur tanpa

seijin bank.

o}

Aturan-aturan Dasar Yang Harus Diperhatikan agar Klau-

sula-Klausula dalam Perjanjian Kredit Mengikat Debitur.
Dengan digunakannva perjanjian baku dslam pemberian

kredit maka kita harus memperhatikan aturan - aturan dasar

vang harus dipatuhi 6leh éemud pihak dalam menggunakan

perjanjian - perjanjian baku tersebut.

Alasan - alasan mengapa kita harus memperhatikan

aturan - aturan dasar dalam perjanjian baku adalah sebagai

berikut

i. Makin banyaknyas perusahasan - perusahaan vyang dalam
transaksi bisnisnya sehari - hari menggunakan perjanji-
an baku.

2. Makin Dbanyaknva penduduk Indonesia vang dalam

kehidupannya sehari - harili sangat membutuhkan Jjasa -
jasa vyang ditawarkasn ocleh perusahaasn - perusshaan
tersebut diatas, bsahhkan mereka tidak dapat mengelak
dari Jjasa - jasa itu. |
Pada uamumnys merekz ini adalah para konsumen yang
kedudukannya lemah yvang berhadapan dengan perusahsan -
perusahasn yang kvuat vang karena kedudukannya vang
lemak tersebut perlu dilindungi.

3. Makin banvaknva perusahasan - perusahsan asing vyang

bertransaksi dagang di1 Indonesia dengan perusahsan
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perusahaan Indonesia dengan mempergunakan perjanjian-
perjaniian baku yang biasanya digunakan dinegara asal-
nya. Tidaklah mustahil bahwa ketentuan - ketentuan di
dalam perjanjian - perjaniian baku itu, vang dinegara
asalnya mungkin saja dapst dibenarkan menurut ketentuan
hukum mereka tetapi di Indonesis dapat dirasakaﬁ seba;
gai‘sesuatu vang memberatkan bagi perusahaan Indonesia
vang wmenjadi counterpartinya. vang pada umumnva kedudu—
kan mereka masih lsmah.

Apabila kits tengok kembali mengensai aturasn - ‘aturan
dagar bagi berlaku dan mengikatnya klsusula - klausula
rerjanjian baku mska dapat dibagi dalam dus jenis aturan
dagar, yaity vang pertama 1lalah vang menvangkut substansi
atau isi dari perjasnjisn bakn. Dan yang kedua adalah vang
menyangkut cara klausul tersebunt dissiikan atsu dihadirkan
oleh pihak vang menvodorkan perjanjian baku tersebut.5
Menurut Sutan Remy aturan dasar yvang menvanghkut subtansi
atau 1isl dari perjanjian baku dapat dilihat dalam pasal
1337 dan 1339 KUHPerdats, dimsna pasal 1337 berbunyi

Suatu klausula adalah terlarang ,apabila kausa Itu

oleh undang-undang atau bertentangan dengan moral

atau dengan ketertiban unum.

Pasal ini dspat ditafsirkan bahwa 1si atau klausula

suatn perianjian tidak boleh bertentangan dengan undang-

undang, morszal,dan atan ketertiban umum.
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Sedangkan pasal 1332 bunyi lengkapnya adalah

FPersetujuan - persetujunan tidak hanya mengikat uontuk

hal - hal yang dengan tegas dinyvatakan didalamnya,

tetapi Jjuga untuk segala sesuatu yang menurut sifat
dari persetujuan itu diharuskan oleh kepatutan,
kebiasaan,atau undang - undang.

Pasal 1ini Tharuslah ditafsirkan bahwa bukan hanya
ketentuan - ketentuan.aan Hepatutén, kebiasaan dan ﬁndang—
undang vyang memperbolehkan atau berisi suruhan saja vang
mengikat atau berlaku bagl suatu perjanjian, tetapl juga
ketentuan - ketentuan yang melarang atau berisi larangan
mengikat berlaku bagl perjanjian itu.

Dengan demikian sebenarnya passl 1337 dan 1339 KUH-
Perdata mempunyail tujuan vang sama. Dan apabila digabung
maka tolok uvkur dari kedusz pasal tersebut adalah: Undang-
undang , moral, ketertiban umnm, kepatutan dan kebiasaan.
Sehingga dapat dikatakan bahwa undang-undang adalah tolok
ukur vang pertama sedangkan mengenai moral dan ketertiban
umim adalah tolok ukur relatif menurut Wiryono Projodi-
koro karena tidak sama diselnruh dunia vaituw tergantung
pada sifat - =zifat kehidupan negara masing - masing.

Selanjutnya ada tolok unkur yang lain vaitu pasal 1338
avat 3 KUHPerdsata vang menentnkan bshws perjanjian -
perisnjian harus dilaksanaksn dengan itikad baik.

Menurut Subekti ketentuan 1ini mengandung pengertian

hahwa hakim diberikan kekuasszan untuk mengawasi pelaksa-
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naan s=suatu pérjanjian, Jangan sampai perjanjian tersebut
melanggar kepatutan dan keadilan. Hal tersebut adalsah
suatu hal vyang sudah diterima oleh Hoge Raad di MNederi
Belanda. Pokoknya dengan pedoman bahwa semia perjanjian
harus dilaksanakan dengan itikad baik, hakim berkuasa
mencegah suatu pelaksansan vang terlalu amat menyingguné
rasa keadilan.5.

Sebenérnya kats itikad baik berasal dari hukum Romawi

vang disebut Bona Tides " ( fides = percaya, bonus =
saleh- ). berbuat sesual dengan bonefides berarti berbuat
berdasar pengertian vang baik, jujur dan lurus.

Menurut Purwahid Patrik mensutip pendapat Abas menya-
takan bahwa bonafides adalah merupakan kerangka yuridis
dari kepatutan selanjutnya ia mengatakan bahwa kekacauan
terjadi . karena kepatuhan in abstracto menurut sifafnya
adalah suatu hal yang objektif, sedangkan bonafides (
itikad baik ) dalam arti vsng sebenarnya terletak dalam
jiwa manusia.B

Sementara ity Itikad baik, yvang di dalam bahasa
Inggrisnva di istilahkan sebagal " Good Faith” di1 dalam
Blasck s Law Dictionary dijelaskan sebagai beriknt

An intangible and abstract quality with na teenical

meaning or statutory definition, and it encompasses.

among other things, an honest belief, the absence of
malice and the absence of design to defraud or to

saelk an unconscionable advantage, and and individu-
al’'s nersonal good Ffaith is concept of his own mind
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and inner spirit and therefore, may not conclusively
be. determined by his protestations alone. Doyle
V.Gordon,158 N.Y.S5.2d.248,259, 260. Honesty of inten-
tion, and freedom from knowledge of circumstances eh
ought to put the holder upen inguiry. An honest
intention to abstain from taking any unconscientious
advantage of another, even though technicalities of
law, together with absece of all information, notice,
or benefit or belief of facts which render transaec-
tion wunconscientious. In common usage this term is
ordiarily used to deseribe that state of mind denot-
ing  honesty of purpose, freedom From intention to
defraud, and generally speaking means heing Ffaithful
to ones duty or obligation, Efron v. Kalmanovitz, 249
Cal, App,187,57 Cal.Rptr, 248,251,

Sedangkan menurnt Sutan Remy itikad baik adalah niat
dari plhak vang satu dslam suatu perjanjian untuk tidak
merugikan mitra Janjinya wmaupun tidak merugikan kepentin-
gan  umum.

Hist 1ini adalah sesuatuy hal yvang ada di dalam batin
segseorang dan niat tersebut harus merupakan niat vang
Jujur untuk tidak merugiksn mitra Jjanjinva. Dan itikad
baik ini berlsku mnulai akan adanys perjianiian sampai
dengan berzkhirnya perjanjian. Sehingga dapat dikatakan
ketentuan pasal 1338 ayvat 3 KUHPerdsta ini merupakan
ketentuan vang tidshk depst disimpangi olen para pihak.
Dengan kata lain bahwa sekalipun para pihak telah sepaksat
untuk memuat sustu ketentunan dalam perjanjlan yvang sifat-
nya demikian berat sebelab sehingga dirasakan tidak adil,
namuan tetap sajas ketentuan 1tu tidak dapa:t diberlakukan
karena bertentangan dengan ssas 1tikad baik itu.

Namun savangnvas meskipun telsh ada tolzk akur - Tolok

nkur vang dapat dijadikan pegangan dslam penbuatan perjan-
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Jian ternyata standart tingksh lake vang dipakai di Indo-
nesia sangat sedikit.

Hal ini dapat dilihat dari putusan - putusan Mahkamah
Agung RI yang memberikan contoh - contoh mengenai hal -
hal apasaja vang dlanggap bertentangan dengan ketertiban
umum, moral atan kesusilaan, dengan kepatutan atan keadi-
lan dan dengan itikad baik.

Akhir - akhir ini berkembang konsep mengenai Penyalah
gunsaan keadaan. TPrbentuknya ajaran tentang penyalahgunaan
keadaan adalah disebabkan belum adanya ketentuan dalanm
KUHperdata vang mengatur tentang hal itu. Sehingga dalam
hal seorang hakim menemukan adanya keadsan yvang bertentan-
gan dengsn kebissaan, maka sering ditemunkan putusan hakin
vang membatalkan perjanjian itun uwvntuk seluruvhnya atap
sebagian. Dan pertlmbangan -pertimbangan hakim tidaklah
didasarkan pads szlah satu alasan pembatzlan seperti cacat
kehendak‘ klasik berupa Kesesatan ( dwaling ) paksaan ¢
dwang ) dan penipuan { bedrog ).

Penvalahgunaan Lkeadaan menyanghkut keadaan-keadaan
vang berperan pada terjadinya kontrak; wmenikmati keadaan
orang lain tidak menyebabkan isl kontrak atau maksudnya
meniadi tidak dibolehkan tetapl menyvebabkan kehendak vang
disalahgunakan menjadi tidak bebas.?

Henurut Z Asikin EKusumahadmadja penvalahgunaan

keadaan adsalah untuk mencakup keadaan vang tidak dapat

. +in Duppe, Didtal forsus Hovug Perikatan, vang diterjemshian Prof Or Sudibn Mertotususe,Ss, Yogyaberta 1987, Hel @ 1D
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dimasudkan dalam itikad baik, patut dan adil atau berten-
tangan dengan ketertiban umunm.

Lebih lanjut Van Dunne membedakan penyalahgunaan
keadaan dalam dua hal yaitu karena keunggulan ekonomis dan
keunggulan kejiwaan, dengan uraisn sebagai berikut
a. Persyaratan-persyaratan untuk penyalahgunaan keunggulan

ekonomis

1. Satu pihak harns mempunyal keunggulan ekonomis
terhadap yang léin. . |

2. Pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian.

b. persyaratan untuk adanva penyvalahgunaan keunggulan
keiiwaan

1. salah satu pihak menyalahkan ketergantungan relatif,
seperti hubungan Kkepercavasn istimewa antara orang
tua dan anak, suami istri, dokter pasien, pendeta
Jemaat.

2. salah satu pihak menyalahgunakan keadaszn Jiwa vang
istimewa dari pihak lawan, seperti adanya gangguan
Jiwa, tidak berpengalaman, gegabsh, kurang pengets-
huan kondisi badan tidak baik dan sebagainya.

Selanjutnya sebagai konsekwensi vuridis dari perjan-
Jian vang menggunakan kalusula-klausula eksenorasi atau
eksemsi pihak debitur akan terlidungi apabila dapat mem-
buktikan
1. Bahwa syarat eksenorasi itu bertentsngan dengan kesusi-

laan dan adalah batal menurut hukum ( van rechtswede

nietig .
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2. Bahwa syarat eksenorasi itu dibuat dengan menyalahguna-
kan keadaan, sehingga perjanjian itu dapat dibatalkan (
vernietighbaar ).

3. Bahwa syarait eksenorasi itu diberitahukan secara pantas
kepada pihak lain sehingga syarat itu tidak merupakan
bagian dari perjanjian itu, dan syarat itu tidak mengi-
kat. 8

Dari kondisi diatas terlihat bahwa asas kebebasan
berkontrak vyang merugakan.bagién.daripada hak kebebasan
dasar dari manusia vang lebih dikenal dengan nama hak
asasl manusia perlu ada pembsatasan untuk menentukan batas-
batas kebebasan. Karena manusisz adalah manusia so=sial dan
bahwa hukiuwm perdata tidak hanyva bertudjuonan uniuvk melindungi
perseorangan saja melainkan juga melindungi masvarakat

pada unumnya.




D. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit.

BPR BKEK Kabupsaten Demak merupaksn salah satn lembaga

keuangan vyang mempunyai fungsi wvntuk menghimpundana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kemba-
1i kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit.
Berdasarkan kedua fungsi tersebut yaitu fungsi peng-
erahan dana dan fungsi penyaluran dana, maks terlihat

adanya dus hubungsn hukum antara BPR BXK dan nasabah vaita

1. Hubungan hukum antaras bank dan nasabah penyimpan dana ;
2. Hubungan hnmkum antara vank dan nasabah debitur.

Berkaitan dengan dua hubongsn hukum antara bank dan
nasabah tersebut diatas, maka dapat dilihat dari bentak
dan asas - asas yang dapst hubungan huokum tersebut.

Oleh karena dzlam pewmbahasan ini  hanya menyangkut
masalah perijaniian kredit maka vang aksn dibahas hanva
masalah hunbungan hukum antara bank dan nasabah debitur.

Mengenai masalah bentuk hubungan hukum perjasnjian
kredit bank ternyata didslam KUHPerdata tidak ada satu
pasalpun vang mengaturnya, maka penetapan mengenal bentuk
hubungan hukum antara bank dan naszabah debltur itu harus
digali dari sumber-sumber lain dilwnar KUHPerdats.

Sementara 1itu dalsm menghadapi sengksta mnmengenai
rubungan hukum antars bank dan nasabah debitur, Hahkamah
Agzung RI telah bersikap spriori untuk menerapkan begitu

éaja hubungan hukum vang diatur dalam Pasal 1754 HUHPerda-

128




D. Hubungan Hukum Para Pihak Dalanm Perjanjian Eredit.

BPR BREK Kabupaten Demak merupakan salah =aty lembaga
keuangan vang mempunyai fungsi untuk menghimpundana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kemba-
1i kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit.

Berdasarkan kedua fungsi tersebut yaitu fungsi peng-
erahan danaz dan fungsi penyaluran dana, mska terlihat

adanya dus hubungan hukum antara BPR BXX dan nasabsh yvaitu

1. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana
2. Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur.

Berkasitasn dengan dus hubungazn hukum antara bank dan

nasabah fersebul diatas, maka dapat dilihat dari bentuk

dan asas - asas yang dapat hubungan hukum tersebut.

Oleh karena dalam pembahaszan ini hanva menvanghkut
masalah perjanjlan kredit maks vang akan dibahas hanva
masalah hubungan honkem antara bank dan nasabah debitur._

Mengenzi masalah bentuk hubungan hukuam perjanjian
kredit bank fternyvata didalam XKUHPerdata tidak =ada satu
pasalpun vang wmengaturnya, mska penetapan mengenal bentuk
hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur itu harus

digali dari sumber-sumber lain diluar KUHPerdafa.

o,

Sementars 1itn dalam menghadapi sengkata mengensil
fubungan hukum antara bank dan nasabah debitur, Hahkawah
Agung RI t=lah bersikap apriori untunk menerapkan begito

sajs hubungsn hukum vang distur dalam Pasal 1754 EUHPerda-
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Lta. Seperti Putusan Ho 4434K/Pdt/19868 tanggal 20 Agustus
1988 vyaitu potusan mengenai sengketa perjanjian kredit
antara Bank Pasific Cabang Samarinds dan debiturnva.

Sedangkan seperti sudah diuraikan dimuks bahwa mernn-
rut Marim Darus perjanjian kredit adalsh perjanjian penda-
huluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini
merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima
pinjaman. Perjanjian kredit ini bersifat konsehsuil obli-
gatoir dan penyerahan uangnya bersifat riil disimpulkan
demikian karena setelah perjanjian kredit ditandatangani
cleh bank dan nasabah debitur, nasabah debitur belnnm
berhak menggunakan atau melakukan pernarikan kredit. Kredit
bisa ditarik setelah nasabah debitur memenuhi svarat-
syarat vyang disodorkan ocleh bank. Svarat-syarat tersebut
seperti klausul yang menyatakan mengenail batas ijin tarik
kredit.

Dari kondisi diatas maka jelss bahwa Qerjanjian
hkredit tidak bisa dipersamakan dengan psrjaniian pinjam
mengganti atau pinjam peminjam seperti vang terdapat
dalam pasal 1754 KUHPerdata vang bersifat riil seperti
definisi sebagai berikut

Pijam meminiam ialah perjanjiah yvang menshtukan bahwa

pihak pertams menyerahkan sejumlah barang yvang meng-

habis karena pemakalian kepada pihak kedua. dengan
syvarac bahwa pihak kedua akan mengembalikan kepada
pihak pertama barang yang sejenis dalam Jumlah ddan

keadazr yang sama pula.




Apabila kita perinci lagil ciri-ciri antara perjanjlan

~

kredit dan perjanjisn pinjam meminjam maks ada 3 c¢iri

vaitu

1.

J

Bahwa perjanjian kredit sdalah bersifat konsensnal
sedangkan perjanjian pindjam meminjam bersifat riil.
Bahwa kredit vang diberikan oleh bank kepada nasabah
debitur tidak dapat digunakan secara leluasa untuk
keperluan atau tujuan yang tidak tertentu oleh debitur,
mengingat pasda perjanjian kredit, kredit harus digunakan
sesnai dengan tujuan vang ditetapkan dalam vperjsanjian
kredit.

Dan apabila ads penyimpangan terhadap pemskalan kredit
tersebut maka bank berhak mengakhiril perjanjian kredilt
ity secars sepihak.

Sedangkan dalam perjanjiasn pinjam meminjam tidak wuang
pinjaman tersebut dapat dipergunakan sesual dengan
kemauan debitur dan dalam ksl ini pihak kreditur tidak
herhak untuk mengakhiri perjanjian tersebut.

Bahwa kredit bank hanvas daspat digunakan menurut cara
tertentu, vaitu dengsn menggunakan cek =ztau  perintah
pemindan bukusn.

Jadi kredit tidak pernah diserahkan dalam kekuasssan
matlal nasabah debitur melainkan kredit selalu diberi-
kan dalsm bentuk rekening koran yang penarikannya atao
penggunaannya selalu dibawsh pengawasan bank.

Sedzngkan dalam perjaniian piniam memindawm, vang vang

dirinjamkan diserahkan seluruhnya nleh kreditur kedalam
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kekuaszsan debitur dengan Lidak disyaratkan bsgalmana

caranya debitur aksn menggunakan wang pinjamannya itu.

Selanjutnva mengenail asas-ssas khusus dari  hnbungan
hukum antara bank dan nasabah debitur dapat diperincil

sebagal berikut

a. Hubungan kepercayszan.
hal 1ini dapat dipahami bahwa kredit berasal dari ksta
Credere vang artinva kepercayvaan.
Sehingga bank hanya akan memberikan kredit kepada
nasabah apabila bank percaya kepada debitur bahwa
debitur mampu mau membayar kembalil kredit Lersebutf.
Jadi hubungan hukum dalam perjanjian kredit buksn hanva
hubungen kontrak bissa tetapl jugs ada hubungan keper-
cayvaan.

b. Hubungan kerahasiaan
menurat UUperbankan 1992 khususnva pasal 40 sampal
dengan rpasal 45 dan 47 bank wajib menJaga kerahasiaan
kenmngan nassbah kecuall untuk kepentingan pervaiakan
dan untuk Kepentingan peradilan dalam perkara pidana (
passl 41 dan pasal 42.
Keterikatzn bank akan tetentnan atan kewajiban meraha-
siakan keadsan keuangan nasabahnya 1itu menuninkan bahwe
hubungan antars bank dan nasabah dilandasi oleh asas
kerahasiaar.

o Hnbungsn kehati-hatisn
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Dalam hal bank memberikan kredit kepada nasabah debi-
tur, maka bank harus mempunvyai kevakinan bethl—betul
bahwa nasabah debitur tersebut akan melunasi hutangnys.
Hal ini penting karena apabila tidak demikian, wmaka
resiko yang dihadapi oleh bank dapat berpengaruh pada
keamanan dana masvarakat vang disimpan di bank. Sehing-
ga Jelas bahwa bank harus berhati - hati dalam menya-

lurkan dana tersebut kepadsa nasabah debitur.

E. Upaya-npaya vang dilakukan BPR ( BERK ) Dalam Rangka

Helskukan Pengamanan Kredit.

Sebagaimana diketahui bahwa usaha pokok bank adslah
memberikan kredit dan jasa-jassas dalsm lalu lintas pembava-
raﬂ dan peredaran uwang. Sedangkan sumber utamz pendapatan
bank &adalah berazal dari bunga kredit. Denzgan demikian
bagaimanapun juga bank harus menaruh pevhatian sepenuhnva
terhadap segala  hal yang bherksitan denzan operssi
perkreditan.

Kredift-kredit vang diberiksn/dilepaskan oleh bank
perlu diamankan. Tanpa adanya pengamanan, bank sulit
mengelakkan resiko yvang datang., sebagail skibst dari  tidak
berprestasinya nassabsah.

Fengamanan kredit ﬁerupakan sustu :uata rantai

kegiatan bank dan sustu aspek vang penting dzlam meneiemen

10

kredit, Karsna proses pengamsnan berjalan tzrus menerus,

—
[oV]
=




berulang-ulang dan mengkaitkan kegiatan vang satu dengan

vang lain. Oleh karena itu dalam rangka upaya pengamanan
kredit, sebelum rermohonan kredit dikabulkan, BPR BEK

Kabupaten Demak memperhatiksn hal-hail sebagai berikut

1. Keadaan intern bank

2. Keadaan Calon nasabah

Keadaan -keadsan intern bank ysng harus diperhatikan
adalah plafond kredit. Plafon kredit vang dimaksudkan
disinl adalah batas maksimum bagi bank untuk mengoperasi-
kan dananya. Jadi terhadap permohonan kredit vang masnuk,
bank harns memperhatikan apaskah sektor vang dimintakan
kreditnya masih terbuka atau tidak . Apsbila masih terbuka
maka permochonan kredit dapsat dipertimbangkan untuk di-
proses lebih lanjut.

Setelah bank memperhatikan keadsan internnya dan
mampu untuk menyediakan dana bagi pemohon kredit, maka
sebagal langkah selanjutnya adalsh mempertimbangkan permo-
tienan  kreditnyva. Keadsan tersebut dipergunskan sebagai
tindakan penghati - hatian yang mutlak harwos dilakukan
oleh pihak bank agar kredit yvang diberikan kepada pihak
debitur dapst dikembalikan sepenuhnya.

Hal-hal vang perlu dipertimbangkan dalam permohonan
kredit adalah menvanghunt

- Fribadi peminjan.

darta bendanva

pot
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- Usahanya
- Kemampuan dan kesanggupan membayar kembali pinjamannvsa
dan hal-hal lainnva vang turut mémpengaruhi.
Syarat-syarat diatas masuk dalam kategori pembaha-
san analisa kredit 1lebih dikenal dengan istilah 5 C of
Credit, wvaitu charakter, cspacity, capital, collateral,

dan condition of economy.

1. Charakter ( watak).

Aspek karazkter ini yang dilanalisa meliputi

- riwayat singkat usaha pemohon kredit,

- bagaimana selama berhabungan dengsasn bank,

- bagaimana aktifitags rekening tabungan dengan bank,

- sudah beraps kali mencdapst fasilitas kredit di  BPR
BEKEK,

- bagaimana pengembalian kredilt vang lalu dalam artian
lancar/kurang lancar/ diragukan atau macet,

- informasi bank lain,

- referansi

- kesimpulan.

Watak peminjam sangst mempengaruhi pengembalian kredit.
Seringkali terjadi tunggakan atan kemscetan kredit
buksn disebsbkan kegagslan usaha tetapl darl watak
orang terssbut. Banyak ditemui olelr pihak perbankan.
seorang debitur vang baru menasniak dibidang usahanya

lupa diri,. kemudian membelanjskan uangnya melebihil

kemampuannys, akhirnya perusshaannya mengslami kegagz-
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lan. Apabila sudah terjadi demikian, biasanya debitur

tersebut akan memberikan janjinya kepada perbankan yang

menagih, dan biasanya janji tersebnt hanyalah kosong

belaka. Debifur seperti tersebut diatas harns dihindari

untuk pemberian Kkredit berikutnya. Karena biasanya

watak sangat sulit berubsh.

Beberapa watak debitur/caslon debitur vang dapat dijadi-

kan pedoman yang positip bagi bank dalam menilai permo-— -

honan kredit adalah

- mau belajar dari pengusaha lain;

- selalu menepati janji

- mendahulukan kepentingan perusahsan dari pada Kkepen
tingan pribadi

- man mengslah untuk menang;

- tidak membuat rencana yang mengada-ada;

- Berorientasi kemasa depan;

- Keterbukasan untuk penyesuisan;

- kreatif, korect, tangdap. hemst, senang ilmn, dsb

Capacity { kKemampuan/ Kapasitas )

Aspek kapasitas ini yang dianalisa meliputi

- Menganalisa mengenal bagaimansa keadaan fisik pemohon
kredit;

- bagaimana pengembangan dalam ussha;

~ ketepatan dalam pengembalian.

Seorang debitur/calon debitur vang mengaiuniksn permoho-

nan pilnjaman, perlu diketahul sejanh mana Hemampuannva
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dalawm mengelolsa usahanyas/usahs yvang dipiwmpinnya.

Beberapsa patokan dalam menilsi kemampuan debitur/calon

debitur vaitu

-~ kemampuan melunasi pinjaman disertai bunga tepat pada
waktunya;

- penguasaan pasar ( marketing);

- eflziensi dan éfektifitas usahanya/perusahaannys;

- sistem organisasi ¢ menegemen > usahanya;

- benguasaan teknis produksi;

- kemampuan dalam menghasilkan labsa perusahaar.

Mengetahul kemampuan debitur/ecslon debitur dslam nenge-—

lola usahanys dapat diartikan menilai megejerial capac-

ity perusshaan secara terpadu.

Artinya Bank harus dapat menilsi

~ berapa bessr kemsmpuan assetnya dalam menghasilkan
laba vakni dengan membandingkan net income terhadap
total asgset perusahaan;

- berapa besar retern on average erning assets ( aktiva
vang mengahasilkan ) dengan jalan membandingkan net
incame terhadap averate total loan.

- efisiensi perusahaan dengan Jalan membandingkan
operating expenses terhadsp average assets.

- dll

Capital { modal 3}
Hengenal modai perusahsan vang sudah adsa. dalsam hal ini

pihalk BPR BEEK Rabupaten Demsk fLidak melainkan analiss
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permodalan debitur.

Collatersl ( Agunan/jaminan )

Aspek Jjaminan atau agunan ini vang dianalisa meliputi

- Bentuk barang yang dijaminkan vaitu berupa Sertifi-
kat/SK Pegawai Negeri, Kartu Pegawai/SPK/ BPKB;

- Kondisi jaminan:

- Jaminan dibuat oleh ( surat kuasa ).

Penganallisaan terhsadsp jamiﬁan/agunan merupakan salah

satu persyaratan untuk memutus pengajuan suaty pinja-

man. Dengan agunan dapat dihindari kerugian bank apabi-

la 31 peminjam tidak dapat mengembaliksn pinjamannva.

Tetapi tidak hanya sgunan saja harus diperhitungkan

dalam memutughkan ajuan pinjaman, artinva apabila debi-

tur/calon debitur mempunyail agunan vang oukup, tidak

berartl bahwas kelayakan usahanya f£idal perlu dizsnalissz.

Jaminan dapat berbentuk barang dan dapat pula berbentuk

e "

Kepercayaan

Jaminan berups barang dapat dikelompokan menjadil

-« Jaminan pokeok ¢ adalah agunan darl barang vang dibla-
vail olen pindaman J; |

- Jaminan tawbahan { adalah agnan vang tidak dibiavai
oleh pinjaman .

Setisp agunan vang akan diserahkan hares dilakukan

taksasl harga terbarn { minimal setisp B bulsn geksli

3. Besarnva agunanrn ( harga ) =sebalknya diikat sgecar

[y

hukuom vang berlaku dan senilai 125 % dari juomlah kredit
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vang diberiksn. Ansgka 25 % digunakan untuk menutup
kemungkinan turunnvs ‘harga barang tLersebut dimasa

mendatang.

Condition of Economy ( Kondisi ekonomi )
Mengenai aspek kondisi ekonomi pemohon kredit vang

dianalisa meliputi :

Jenis usahs;

Bentuk usahsa/group usaha . lainnya;

- Besar permohonan vang diajukan.

S5elain hal -hal diatas dalam menganaliss kondisi ekono-
mi vang perlu diperhatikan sehubungan dengsan permohonan
kredit, tidak saja kondisi ekonomi pada sektor usaha
calon nasabah tetapil juga kondisi ekonomi secars umunm
dimans perusshaan c¢alon nasabah 1tu  berada. Seperti
misalnya kKeadaan perdagangan serta persaingan diling-
kungan ussaha calon nasabah, kemungkinan-Xemungklnan
pemasaran dari hasil preoduksinva . Pengan memperhatikan
dan mengetahui hal-hal tersebut dihsrapkan bantuan

kredit vang diberiksn benar-benar bermanfaat bhagi

perkemnbangan uszhanysa.

Penganalisaan diatas ditambah dengan penganalisaan

mengensai periiinan yang harus dipenuhl oleh pihak calon

nasabah yaitu melipnti

- Bentnk perijinan ¢ TDP/REWE/SIUP/TDR):

- Tujuan penggunaan kredit;
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- Surat keabsahan lainnya;
- Keputusan kredit yang disetujui.

Selsin itu dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indo-

nesia Homor 23/89/Kep/DIR tanggal 28 Pebruari 1981, pasal -

1 huruf a nya menvatakan bahwa jaminan pemberian kredit
adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk
melunasi kredift gesnai dengan vang diperjanjikan. Keten-
tusn inil dijabarkan lebih lanjut di dalam Surat Edaran
Bank Indeonesia Nomor 23/86/UKU tanggal 28 Pebruari iggl,
vang antara lain menysatakan bahwa
1. Penillaian watak debitur %teruntams didasarkan kepada
hubungan debitur vsng telah dijalin antara bank dengan
debltur vang bhersangkutan ataun informasil yang diperocoleh
dari pihak lain vang dspat dipercaya sehinbggs bank
dapat menyimpulkan bahwa debitur ftersebut jujur, beri-
tikad baik, dan tidak menyulitkan bank dikemudian hari;
2. Untuk penilaian kemampuan, bank terutama harus meneliti
Lentang keahlian debitur dalam bidang usahanya dan atau
menejemen debitur, sehingga bank merasa vakin bahwa
usahs vang akan dibiaval dengan kredit tersebut dikelo-
1a oleh orang-orang yvang tepat;

Untuk penilzian terhadap modal, bank terutama harus

L

n

melskuksn sanaliss terhadap posisi  keuangan secar
keseluruhan, baik unnttuk masz vang lalu maupun perkiraan
untuk masa vang akan datang, sehingga dapaft diketahui
kemampuan permodalan debitur dalam menuniang pembiavasn

provek atau usaha debitur yang bersanghkutarn:




1SN

Untuk penilaian terhadap prospsk usahsa debitur., bank
terutama harns melakukan anslisa mengenai keadaan DaSar
didslam maupun diluar negeri. baik untuk masa vang
telah 1lalu maupun dimasa yang akan dsatang, sehingga
dapat diketahui prospek remssaran dari hasil prospek
bank yang bersangkutan;

9. Seharusnya dszlam melskukan penilaisn terhadsp aginan
bank harus menilai barang, provek, atan hak tagih vang
dibiayvai dengan kred@t yvang bersangkutan, dan barang
lain, surat berharga atsu garansi resiko, yvang ditam-
bahkan sebagai sgunan tambahan, apakah sudah ecukup
memadai, sehinggs apabila debitur tidak dapat wmelunasi
kreditnyz zgunan tersebut dapst digunakan untuk menang-
gung pembavaran kembali kredit bank vang besrsanghkutan.

Proses penganalisaan ini dilakukan oleh bagiasn kredit

BFR BEE vang kemadian di croschek dengsn pengansalisaan

Pimpinan BFR ERKRK dengan penganalissasn vang demikiasn tadi

diharapkan dapsat menghasilkan penganslisasan vang akurat

dan hal ini dilsaknkan dalam upaya pengamanan Kredit
Seteiah proses penganazlisaan terhadap | prermohonan
s2lesal. Selanjutnye masih adalagi persyaratan-persyaratan
vang  harus dipenuhl debitur =sgar permohonan krediinya
dikabulkan. Fersyasratan-persvaratan tersebut dituangkan
dalam  sustuw  dokumen vang nantinya menyertal perjanjian
vredit dan merupskan dokumén kelengkapan perianjlan kredit

szhingga s=ring disebut Document of assessgoir.




Menurut Pimpinan BPR BXKX Demask Kota Bp Isworo Lestari
dokumen vyang menyertai perjanjian kredit dari BPR BKK
Demak Kota fterdiri dari :

1. Burat permohenan kredit ;
2. Surat Kuasa Pemotongan Gaji;
3. Surst Kuasa Menjual;
4. Daftar perincian penghasilan.
Mengenal sursat permohensn kredit ini berisi hal-hal vang
berkaitan dengan )
a. Keterangan pribadi pemchon
b. Keterangan pinjaman |
- Jenis uszha vang dibiayvasi dengan pinjaman
~ tujuan penggunaan pinjaman
c. Keterangan ussaha
- apakah vsaha ini merupsksn sumber penghasilan ntamsa,
sebaglan besar sumber penghasilan kedus ataun sebagian
kecil éumber penghssilan.
- Perpufaran wusaha terdirli dari harian, mingguan,
bulanan, atau venghasilan musiman.
- Perkiraasn perputaran usaha terdiri dari pendunalan,
biaya-biaya., labs.
- Tenagsa kerja vang digunaksan untuk usaha ini.

~ Jumiah zZaji vang dibavarkan perbulan.

C
P
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Surat perwochonan kredit ini ditanda tangani
pemohon  kredit dan diketahuil dalam arti disahkan olesh

Kepala Desas/Xelurahan/Jurn bavar Instansi/Dinas.




Kemudian untuk surat kuasa pemotongan gaji dan daftar
perincian penghasilan diperuntukkan bagi calon nasabah
vang Pengauai Negeri dimena pembusatan perincian penghasi-
lan danfkuasa pemotongan gaji ini diberikan kepada Jjura
bayar/bendahara dari instansi yang bersangkutan.

Dokﬁmen—dokumen diatas secara yuridis disebut doku-
men tambghan dan berfungsi sebagail dokumen jaminan terhs-
dap dilurnasinya hutang debitur yaitu sebagai bagian dalam
upays, peﬁgamanan kredit. .

Disémping upaya-upaya diatas, maka pihak BPR BKK
Kabupateﬁ Demak Juga mengupayakan pengamanan kreditnva
melalui
1. Pembiﬁaan ke Desa-dess;

Koordinasi dengan Instansi terksit:

B

3. Pendekatan secara kekeluargaan.

Pemﬁianaan ke desa-desa dilaknkan dengan cara cersmab
pada saﬁt setelah salat Jum st dimasjid bahwa orang vansg
mempunyal hntang itu pada intinya harus membavar,

Selain itu jugas karens BPR BKK itu adalah badan ussha
milik Peﬁerintah Daoerah mska pemerintah dasrah juga ditun-
tut untuﬁ ikut serta wmengamankan krédit dalar arti memberi

masukan wmengensi cara pengamanan Kredit.
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BAB IV

'PENUTUP

A. KESTIMPULAN.

A.

1.

PERJANJIAN KREDIT SEBAGAI UPAYA PENGAMAN KREDIT.

Posisi perjanjian kredit ini cukup strategis karena
memilikl fungsi yaﬁg sangat penting dalam pemberian
pengelolaan msupun penatalaksanaan kredit itu sediri.
Bzl tersebut disebabkan karena perianjlan kredit
berfungsi sebagai perjanjian pokok, alat pedoman
mengenal batasan hak dan kewaiiban masing-wmasing
pihak baik pemberi kredit maupun penerima kredit
serta memiliki akibat dan resiko yang harus diderita
oleh masing - masing pihak. Meskipun demikian sada
beberaps kelemahan dalam perjanjian kredit antara
lain mengenai ketentuan rahasia bank,penanganan
kredit macet dan sebagainya. Terlepas dsril kelemahan
perianjian kredit tersebut perjanjian kredit harus
lahir dan berada untuk menanggulangi atau mengelemi-
nir masalah terssbut.

Ferjanjian kredit vang akan ditanda tangani bDbiasanya
sudah dipersiapkan terlebih dahulu isinya oleh bank,
hal ini karena perjanjian tersebut diperuntukkan

bagi semua pemohon kredit sehingga bantuk perjaniian
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a.

o2

vang demikian tadi sering disebut sebagal perjanjian
standard.

Perjanjian standard ini juga diberlsakukan di BPR BXK
Kabupaten Demak. Dan perjanjian kredit itu terdiri
dari : Judul perjanjian, komparisi, isi perjanjian,
penutup.

Ada kredit vang bisas ditarik sekaligus sebagimans
telah disepakati antara kreditur dan debitur. ada
kredit fang bisa ditarik menurnt kebutuhan, kurang
dari plafon kredit vang telah disepsaskati ( pemberian
kredit secara rekening koran ).

Mengenal cara pelunasan bunga bisa diperjanjikan,
pembayaran bunga secara bulanan,., triwualan, semester
atau setahun sekali. Pembayaran bungs ini bisa dilak-
nkan secars terpisah derl pembayaran angsuran pokok
dan bisa jugsa dilakukan bersama-sama dengan angsuran
pokok/pembayaran pokok.

Di dalam suatu perjanjian kredit terdapat klausul

mengenai jaminan dimana fungeinya sebagal alat peno-

pang dari perjanjian kredit. Disamping itu fungsi

ol

lembaga jaminan adalah sebagal sarans untuk kepastian
bagi kreditur bahwa kredit yang diberikan benar-benar
terjamin. MNamun demikian sifat dari pemberian Jjaminan
ini adslsh asesoir artinys melekat atan mengikuci
perjaniian pokok vskni perjaniian kredit itu sendiri.
Jadi apabils perjanjian kredit Thapus atan/beralkhir

maks hapus pula perjanjisn Jaminan.
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BPR BRK Kabupaten Demak mempsrgunakan rengihkatan
Jaminan secara fiducia yaitu penyverahan hak milik
atas dasar kepercayaan.

Alasan dipakai lembags Jaminan fiducia yaitu untnk
memenuhl kebutuhan masyvarakat dan demi kebutuhan
praktek dunia usaha sehari-hari, dimana debitur
menverahkan seluruh harta bergerak vyang dijaminkan
kepada kreditur secara formal, dan oleh kreditur
dititipkan kembali kepada debitur untuk dipergunakan
untuk kebuiuhan sehari-hari, berdasarkan kepercsyaan.
Untuk lebih memperkuat jaminan fiducia maka pihalk BPR
BKR Kabupaten Demak menambah suatu dokumen yang tidak
terpisah dari perianjian dengan Surat Xuasa Untuk
Heniual dimana keberadaan surat kuasa wenjual ini
merupakan Jjaminan tambahan. Objelk vang dikuasakan
kepada HKreditur biasanya berupa tanah-tanzh vang
belum bersertifikat serta bangunsan-bangunan vang
terletak diatasnya. Dengan adanva surat kuasa untuk
menjual ini debitur memberi kuss=a secars Khusus untuk
menjiual barang-barang Jdazminannya  kepsads kreditur
apabila dalam waktn yang ditentukan debitur tidak
dapat mengembalikan utangnva. Disamping itu diperjan-
jikan pula bahwa pemberian kuasz dimaksud wmervpakan
bagian vang tidak terpisahkan dari perjaniian pokox-
nya dan pemberian kuasa tidak dapat dicabut kembali
dan ﬁidak akan berakhir karensa sebsab-sebab vang

tercantus dalam Pasal 1813 KUHFPerdata.
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A.2. Aturan-aturan Dasar Yang Harus Diperhatikan agar
Klansunla-Klausula dalam Perjanjian Kredit Mengikat

Debitur.

Oleh karena perjanjian kredit dibuat dalam uiud
sebuah perjaniian standart atau perjanjian baku maka kita
melihat aturan-aturan dasar perjanjian kredit tersebut

dalam perjanjian baku.

a.l. Alasan - alasan kita harus mewmperhatikan aturan -
aturan dasar dalam perjanjian baku:

1., Makin banvaknva pernsahaan - perusshaan yang dalam

transaksi bisnisnya sehari - hari menggunakan

rerjanjian baku.

[\

Makin banyaknya penduduk Indonesia vang dalam
kehidupannya sehari - hari sangat membutuhkasn Jjasa
- Jasa yang ditawarkan oleh perusahaan - perusa-
haan tersebut diatas, bahkan mereka tidak "dapat
mengelak dari jasa - jasa itu.

Pada umumnys mereka ini adalah para konsumen vang
kedundukannyas lemah yang berhadapan dengan perusa-
hazn - perusahaan yang kuat yvang karena kedndukan-
nya yang lemah tersebut perlu dilindungi.

3. HMakin banyaknya perusahaan - perusahaan asing vang
bertransaksi dagsng di Indonesia dengan perusazhsan
peruszhaan Indonesia dengan mempergunakan perjan-

jiasn-perianiian haku vang blasanvya digunakan
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dinegara asalnya.

Aturan-aturan dasar bagi berlaku dan mengikatnyva

kiausula-klausula perjanjian baku dibagi dalam dus

jenis aturan dassr, vaitu:

1.

Menvangkut substansi ataw isi dari perjaniian

baku.

Aturan dasar vang menyangkut subtansi atan isi

dari perjanjian. baku dapat dilihat dalam pasal

1337 dan 1339 KUHPerdata,

- Pasal 1337 dapat ditafsirkan bahwa 1si atan
klausula suatu perjanjian tidak boleh bertentan-
gan dengan undang-undang, moral,dan atau keter-
tiban umum.

- Pasal 1339 ini haruslah ditafsirkan bahwa bukan
hanva ketentunan - ketentuan dan kepatutan,
kebiasaan dan undang-undang yang memperbolehkan
atau berisi suruhan saja vsng mengikat atau
berlahkn bagi suatu perjaniian, tetapi Jjuga
ketentuan - ketentuan yang melarang atsu berisi
larangan mengikat berliaku bsgil perjanjian itn.

Pasal 1337 dan 1338 KUHPerdata mempunyval Lfujuan

vang samz yaltuy tolok wkur dari aturan dasar

adzlah Undang-undang , moral, ketertiban umum,
kepatutan dan kebiasaan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa undang-undang

adalah tolok nkur vang pertams sedangkan mengenal
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iian

moral dan  kefertiban amam adalah tolok ukur

relatif menurut Wiryvono Projodikoro karena tidak

sama diseluruh dunia vaitu tergantung pada sifat -
gifat kehidupan negara masing - masing.

- pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata vang menentukan

bahwa perjaniian - perianjian harus dilaksanakan
dengan itikad bailk.
Pasal 1ini wmengandung pengertian bahwa hakim
diberikan keknasaan untuk mengawasi pelaksanaan
suatu prerjanjian, Jangan sgsampal rerjanjian
tersebut melanggar kepatutan dan keadilan.

- Penvalahgunasn keadaan untuk mencakup Kkeadasan
vang tidak dapat dimasndkan dalam itikad baik,
patut dan adil atau bertentangan dengan keterti-
ban umnum.

Atursn cdasar vang kedua adalah vang wmenyanghkut

prosedurnya yaitu aturan dasar vangd menvangkut

cara klaunsul tersebut disajikan atan dihadirkan
oleh pihak vang menyodorkan perjanilan baku terse-

but.

Selanjutnva sebagsi konsekwensi yuridis dari perjan-

vang menggunaian klausnla eksenorasi pihak debiftur

akan terlindungi spabila dapat membuktikan

1. Bahwa svarat eksenorasgi bertentangan dengan kesusilaan

akan

(SN

batal deami hunkum.

Rahwa svarat eksenorasi dibuat dengan menvalahgunakan

keadaan. sSehingga perjanjian dapat dibatalkan.
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3. syarat eksenorasi diberitahukan secara pantas kepada

pihak 1lain sehinggas svarat itu tidak merupskan bagian

darl perjanjian sehingga syarat tersebut tidak mengi-
kat.

Keadaan distas menunjukan bahwa kebebasan berkontrak

yang merupakan hak kebebasan dasar manusia perlu ada

pembatasan.




D. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian EKredit.

Analisa terhadasp hubungan hukum dalam perjanjian
kredit satau antara bank dan nasabah debitur tidak bisa
didasarkan pada pasal 1754 KUHPerdsts mengenal perjanjian
pinjam mengganti ataw pinjam peminjam dimana perjaniian
kredit bersifat riil

Apabila kita perinci. lagi ciri-ciri antara perjanjian
kredit dan perjanjian pinjam meminjam maka ada 3 ciri
yaitu
1. Bahwa perjanjian kredit adalah bersifat konsensual

sedangkan perjaniian pinjam memindam bersifat riil.
2 Rahwa kredit vang diberikan oleh bank kepada nasabah
debitur tidak dapat digunakan secara leluasa untuk

keperluan atau tujuan yang tidak tertentu nleh debitur.

mengingat pada perjanjian kredit, kredit harus digunakan

zesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam perianiian
kredit.

Dan apabila ada penyimpangan terhadap pemakaian kredit
tersebut maka bank berhak mengakhiri perjaniian kredit
itu secara sepihak.

Sedangkan dalam perjanjian piniam meminjam tidak unang
pinjaman tersebut dapat dipergunakan sesual dengan
kemauan debitur dan dalam hal ini pihak kreditur tidak

berhak untuk mengakhiri perjaniian tersebut.
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Bahwa kredit bank hanya dapat digunakan menurut CAara
tertentu, vyaitu dengan mengdunakan cek atau perintah
pemindah bukuan.

Jadi kredit tidak pernah diserahkan dalam kekuassan
mutlak nasabah debitur melainkan kredit selalu diberi-
kan dalam bentuk rekening koran vang penarikannya stau
penggunaannya selalu dibawah pengawasan bank.

Sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam, uang vang
dipinjamkan diserahkam seluruhnya oleh kreditur kedalam
kekuasaan debitur dengan tidak disyaratkan bagaimana

caranya debitur akan menggunakan uang pinjamannva itu.

Upaya-upaya BPR ( BEXK ) Kabupaten Demak dalam Melaku-

kan Pengamanan Kredit.

Proses pengamanan dimulal pada saat permohonan kredit

akan diajukan ¢leh nasabah debitur dengan ﬁelihat

—

]

RKeadasan intern bank

Keadsan tern bhank vang harus diperhatikan adalah pla-
fond kredit vwaltu mengenal batas maksimpum bagi bank
nntuk mengoperasikan dananva atau bank memperhatikan

sektor kredit masih terbuka atau tidak.

Keadaan Calon nasabah
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Analisa terhadap calon nasabah melalul analisa § C
yvaitu charakter, capacity, capital, collateral, dan condi-
tion of economy.

é i 1. Charakter ( watak).

] Penilaian watak debitur terutama didasarkan kepada
hubungan debitur vang telah dijalin antara bank dengan
debitur vang bersangkutan atau informasi yang diperoleh
dari pihak 1lain yvang dapat dipercaya sehinbgga bank

dapat menvimpulkan bahwa debitur tersebut jujur, beri-

rikad baik, dan tidak menyulitkan bank dikemudian hari

o]

Capacity ( kemampuan/ kapasitas }
Untuk penilaian kemampusn, bank terutams harus meneliti

tentang keahlian debitur dalam bidang usahanva dan atan

menejemen debitur, sehingga bank merasa vashkin bahwa
usaha vang akan dibiayal dengan kredit tersebut dikelo—
: la oleh orang-orang vang tepat;
3. Capital ( modal )

? Untuk penilaian terhadap modal, hank terutama harus
melakonkan analiss terhadap posisi kenangan secara
keseluruhan. baik untok mesa vang lalu maupun perkiraan
untuk masa vang akan datang, sehingge dapat diketahui
| kemampuan oermodalan debitur dalam menunjang pembiay=zan

provek atau usaha debitur vang bersangkutan:

W

Collateral ¢ Agunan/jaminan >

1f Seharusnya dalam melakukan penilaian terhadap agunean
bank harns menilai barang, provek, atau hak tagih vang

dibiavai dJdengan kredit vang bersangkutan. dan barang
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lain, surat berhargs ataun garansi resiko, vang ditam-
bahkan sebagal adunan tambahan, apakah sudah cukup
memadai, sehinggsa apabila debitur tidak dapat melunasi
kreditnya agunan ftersebut dapat digunakan untuk menang-

gung pembsayvaran kemball kredit bank yvang bersangkutan.

5. Condition of Economy ( Kondisi ekonomi )

Mengenai aspek kondisi ekonomi pemohon kredit vang
dlanalisa meliputi

-~ Jenils usaha;

- Bentuk usaha/grovp usaha lainnva:

- Bessar permchonan vang diajukan.

Selanjutnya masih ada lagi persyaratan-persyaratan
vang dipenuhi dsbitur agar permohenan kreditnva dikabul-
kan.

Pergvaratan-persyaratan tersebut dituangkan dalam
suatu dokumen vang nantinya menvertazl perjaniian kredit
dan merupakan dokumen kelengkapan perjanjian Yredit ge-

hingga sering disebut Document of assessoir.

Disamping upava-upava disiss, makzs o fow  BPR O BEE
Kabupsaten Demuk iuse mengneoayvalksn  pendemasnan Rreditnva
malaini
i Pembinezt kvadit ke Dess-desa melalui rapat LEMD,LMD;:

2. Roordinasi dengan Instansi terkait;

3. Pendekatan secara kekeluargaan.




B. SARAN - SARAN

Secars sosiologis, di dalam masyarakat dengan segala
karakteristiknya selalu muncul peluang untuk berperilaku
vang kurang terpuji seperti halnya seorang debitur yang
tidak memenuhi kewajibannya membayar hutangnysa kepada
pihak kreditur. Untuk mengantisipasi kenyataan tersebut,
perlun dibentuk norma hnkum yang memaksa kepada mereka
untuk berperilaku sesuail dengan norma hukum yang-'bersang—
kutan.

Namun norms hukum yang baik belum tentu dapat terlak-
sang dengan baik, apabila tidak didukung oleh para pelak-

sana hukum vang baik. Norma hukum yang mengatur masalah

‘lembaga kredit misalnya sudah lengkap dan baik, sehingga

semestinya apabila norma hukum itu dilsksanakan dengan
sebaik-baiknya, niscaya persoalan kredit dapat ditekan
sekecil-kecilnya bahkan mungkin bisa ditiadakan.

Disamping itu mengenai perjanjian kredit sebagail
upaya pengaman dari kredit vang diberikan perlin ditambah
dengan klausul mengenai asuransi sehingga apabila timbul
resiko dalsm pemberian kredit dapat diatasi.

Selanjutnya BPR BEK perlu memperhatikan -nepgenai
penyaluran kredit secara benar sehingga tidak terpusat
pada debitur atau kelompok debitur tertentu.

Disamping itu perlu pula memperhatikan batas maksimun
pemberian kredit kepada debitur ( 20 % dari modal sendiri

) - atau grup ( 50 ¥ dari modal sendiri bank ). Sedang
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mengenai Jjaminan kredit yang menyangkut mengenai tanah
seyogyanya dipergunakan hak tanggungan.

Kemudian perlu lebih ditingkatkannya hubungan yang
harmonis dan koordinasi  yang lebih baik antara
lembaga/instansi vyang terkait dengan wupaya pengamanan
kredit di BPR BRK Kabupaten Demak, sehingga tujusn dari

pemberian kredit dapat mencapal sasaran.
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